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MAIELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

KATA PEN GANTAR 
SEKRETARIS JENDERAL MPR RI 

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), 
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ditugasi untuk 
memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Ketetapan MPR RI, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan t‘nneka T unggal Ika yang 
kernudian disebut dengan Empat Pilar MPR RI. 

Da lam rangka mendukung  pe laksanaan pemasyarakatan 
Empat Pilar MPR RI, MPR RI menyusun buku—buku dan bahan tayang 
materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sebagai referensi bagi para 
narasumber dan masyarakat tentang sejarah, tantangan, perkembangan, 
dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945 dan 
Ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka 
T unggal Ika. 

Buku Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945 dan 
Ketetapan MPR RI disusun agar UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan 
MPR RI dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh sesuai dengan 
sejarah, latar belakang, dan proses perubahan UUD NRI Tahun 
1945, serta lahirnya Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tentang 
Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002. 

Buku Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI disusun agar 
masyarakat dapat memahami secara utuh dan menyeluruh Empat 
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Pilar MPR RI yakni Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, UUD 
NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara, Negara Kesatuan Republik 
Indoenesia sebagai bentuk negara serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai 
semboyan negara, sehingga menumbuhkan kesadaran seluruh elemen 
masyarakat untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam 
Empat Pilar MPR RI. 

Buku UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri dari naskah asli dan 
naskah perubahan UUD NRI Tahun 1945 dimuat dalam susunan UUD 
NRI Tahun 1945 yang terdiri atas lima bagian, yakni: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(naskah asli); 
2. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
3. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
4. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; dan 
5. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
Buku Ketetapan MPR RI Nomor IMPR/2003 tentang 

Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, menetapkan 
6 (enam) kategori status hukum Ketetapan MPRS/MFR, yakni: 
1. Ketetapan MPR RI yang dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku; 
2. Ketetapan MPRS/MFR RI yang dinyatakan tetap berlaku; 
3 Ketetapan MPR RI yang berlaku sampai dengan terbentuknya 

pemerintahan hasil Pemilu 2004; 
4. Ketetapan MPR RI yang tetap berlaku sampai dengan terbentuknya 

UU yang mengatur substansi yang sama; 
5. Ketetapan MPR RI tentang Tata Tertib MPR RI yang masih berlaku 

sampai ditetapkannya Peraturan Tata tertib MPR RI yang baru; dan 
6. Ketetapan MPR RI yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum 

lebih lanjut karena bersifat einmalig. 
Buku Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI 

adalah alat bantu bagi narasumber untuk menjelaskan secara Visual 
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 
sebagai konstitusi negara serta Ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika 
sebagai semboyan negara. 
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Demikian, semoga buku Materi Sosialisasi Empat 
Pilar MPR RI ini dapat bermanfaat dalam mendukung 
kegiatan pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI oleh Anggota 
MPR RI dan pihak-pihak terkait, guna menumbuhkan kesadaran 
bermasyarakat berbangsa dan bernegara yang berdasarkan nilai-nilai 
Empat Pilar MPR RI. 

Jakarta, Agustus 2020 
Sekretaris J enderal, 

Dr. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H. 
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MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

SAMBUTAN 

KETUA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

Bismillahirrahmanirrahim, 
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah 
lembaga perwakilan rakyat yang sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
mempunyai kewenangan konstitusional mengubah dan menetapkan 
UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara yang berdaulat. Mencermati 
kewenangan MPR RI yang sangat fundamental sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 3 ayat (1) dan kewenangan lainnya sesuai ketentuan pasal 
3 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, maka sesungguhnya MPR RI merupakan 
lembaga permusyawaratan dengan kewenangan yang tertinggi. 

Dalam kedudukannya sebagai lembaga negara, MPR RI juga 
memiliki legitimasi keanggotaan yang paling representatif, yang secara 
yuridis konstitusional keanggotaan MPR RI terdiri atas anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) yang mewakili aspirasi dan kepentingan 
politik warga negara dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 
yang mewakili aspirasi dan kepentingan daerah. Sesuai dengan 
kedudukan yang dimaksud, MPR RI sebagai lembaga demokrasi 
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dan perwakilan harus mampu menjadi lembaga permusyawaratan 
rakyat yang mengejawantahkan nilai-nilai demokrasi, kekeluargaan, 
kegotongroyongan, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan 
daerah. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 11 huruf a, huruf 
b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat yang menyebutkan 
tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah 
memasyarakatkan Ketetapan MPR; memasyarakatkan Pancasila, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 
mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan menyerap 
aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 11 huruf 
a, huruf b, dan huruf c yang menyebutkan kewajiban Anggota MPR 
untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila; melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
menaati peraturan perundang-undangan; memasyarakatkan Pancasila, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Berkenaan 
dengan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud, penyusunan buku 
materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI menjadi sangat penting untuk 
dipahami sebagai salah satu upaya untuk memudahkan dalam memahami 
materi-materi sosialisasi sehingga mampu merespons secara positif dan 
menjawab dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, yang pada akhirnya 
dapat diselenggarakan pemasyarakatan yang berkualitas, terukur, tepat 
sasaran, dan berkontribusi maksimal dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara. 

Atas nama Pimpinan MPR RI, saya menyambut baik penerbitan 
buku—buku materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI ini sebagai alat bantu 
bagi Anggota MPR RI ataupun narasumber dalam melaksanakan tugas- 
tugas konstitusionalnya. Substansi materi Sosialisasi Empat Pilar MPR 
RI harus dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh oleh seluruh lapisan 
masyarakat. Oleh karena itu, penyampaian materi Sosialisasi Empat Pilar 
MPR RI harus dilakukan melalui metoda dan bahasa yang sesuai dengan 
segmentasi masyarakat agar mudah dipahami oleh masyararakat. 
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Akhir kata, semoga penerbitan buku—buku Materi Sosialisasi 
Empat Pilar MPR RI ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan kegiatan 
sosialisasi bagi Anggota MPR RI maupun bagi masyarakat luas dalarn 
memahami nilai-nilai dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 
dan bemegara. 
Billahitau�¿k Walhidayah, 
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 

Jakarta, Agustus 2020 
Ketua MPR RI, 

H. Bambang Soesatyo, SE.,MBA. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Forum Permusyawaratan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 
periode 1999-2004 telah menuntaskan salah satu amanat reformasi 
yaitu melaksanakan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 serta meninjau materi dan status hukum 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan 
Majelis Pennusyawaratan Rakyat dari tahun 1960 - 20.02. 

Hasil Pcmbahan Undang-Undang Dasa‘r Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan hasil peninjauan terhadap seluruh materi clan 
status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR hams dipahami 
oleh seluruh elemen masyarakat. Di sinilah arti penting sosialisasi yang 
dimaksudkan sebagai upaya' pembelajaran bagi masyarakat untuk 
memperoleh pengetahuan yang memadai tentang konstitusi, pada 

khususnym dan tenta'ng dinamika ketatanegaraan pada umumnya, yang 

dapat menumbuhkan sikap dan perilaku masyarakat luas untuk 
menjawab tantangan-tantangan kc depan dalam kehidupan' berbangsa’ 
dam bemegara. 

Panduan ini berisi h'al-h'al yang berkait‘an dengan pembahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

terjadi pada awal era reformasi sampai Sidang Tahunan MPR tahun 

2002, yaitu mengenai latar belakang dan dasar pemikiran, tujua‘n 
perubahan, dasar yuridis dan kesepakatan dasar dalam melakukan 
perubahan, proses perubahan, dan hasil perubahan Undang-Undang Da- 
sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta hasil peninjauan 
materi dan status hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat pada 
Sidang Majelis Pennusyawaratan Rakyat tahun 2003. 
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Isi yang terkandung di dalam panduan ini diharapkan dapat 
memberikan pemahaman yang baik mengenai perubahan Undang» 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah 
dilakukan MFR sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 serta hasil 
peninjauan materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan 
MPR. Dengan membaca panduan ini, diharapkan dapat dipahami 

suasana dan dinamika pembahasan selama proses perubahan Undang— 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peninjauan 
terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan 
MPR dilakukan, hampan dan semangat yang menjiwai perubahan, serta 
latar belakang dan implikasinya. Namun, perlu disampaikan bahwa 
panduan im' tidaklah merangkum seluruh rincian hal-hal yang terkait 
dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan peninjauan terhadap materi dan status hukum 
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, termasuk perdebatan yang 

terjadi selama berlangsungnya sidang-sidang pembahasan kedua mated 
tersebut. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nom'or l7 tahnn 2014. j'o Undang~ 
Undang Nomor 42 tahun 2014 tentang. Majelis Pennusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwak�Àan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, clan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meal 5 huruf a dan b dan Per— 

aturan Tata Tertib MFR pasal 15.0 ayat 1 dan pasal 151 ayat l ,  MPR 

memiliki tugas memasyarakatkan Pancasila, Undang—Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun I945, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika dan Ketetapan MPR kepada seluruh 

lapisan masyarakat dan lembaga negara. Ketentuan im' tidak menutup 

kesempatan bagi pemerintah dan masyarakat untuk memasyarakaman 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. 
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Di dalam buku ini dijelaskan materi Putusan MPR, yaitu'tent'ang: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan 

Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan 
Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002; 

3. Peratuzran MPR RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Peraturan Tata 
Tertib MPR RI; 

Panduan 'mi disusun mangacu kepada buku Panduan dalam 
Memasyarakatkan Undang— Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia T ahun 1945 yang disusun 
oleh Pam'tia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR periode 1999-2004 serta 

buku Materi Sosialisasi Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia, Ketetapan MPR RI dam Kepumsan MFR R1 yang 

disusun oleh Panitia Ad Hoc II Badan Pcketja MPR periode 1999-2004 
sebagai bahan bagi para narasumber dalam melakukan kegiatan 
memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 clan Putusan MPR lainnya; 
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BAB II 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAI-IUN 1945 

A. Latar Belakang, Dasar Pemikiran Dan Tnjuan Pembahan 

UUD 1945 

1. Latar Belakang Dan Dasar Pemikiran 

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan 
berhenti dari jabatan presiden setelah teljadi gelombang unjuk 
'rasa besar-besaran, yang dimotori ol‘eh mahasiswa, pemuda, 

dan berbagai komponen bangsa lainnya, di Jakarta dan di 
'daerah-daerah. Berbentinya Presiden Soeharto di tengah krisis 
ek‘onomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan 

masyarakat Indonesia menjadi awal dimulainya era reformasi 

"di tanah air. 

Era reformasi memberikan harapan besar bagi teljadinya 
perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih 
demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas tinggi serta 
terwujudnya good governance dan adanya kebebasan berpen- 

dapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa 

pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Untuk itu gerakan reformasi diharapkan mampu 
mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik 
pemimpin maupun rakyat sehing'ga mampu menjadi bangsa 
yang menganut clan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, 
keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta 

'persaudaraan. 
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Pada awal era refOrmasi, betkembang dan popular di 
masyarakat banyaknya tuntutan reformasi yang didesakkan 
oleh berbagai k‘omponen bangsa, termasuk mahasisWa dan 
pemuda. Tuntutan, itu antara lain, sebagai berikut. 

l .  Amendemen Undan'g-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
2. Penghapusan doktrin dwi�¿mgsi An'gkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ABRI). 
3. Penegakan supremasi hulcum, penghormatan hak asasi 

manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, darn 
nepotisme (KKN). 

4. Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat 'dan 
daerah (otonomi daerah). I 

. Mewujudkan kebebasan pars. 
6.. Mewujudkan kehidupan demokrasi. 

I)
: 

Tuntutan pcrubahan Undang—Undan'g Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang digulirkan oleh berbagai 
kalangan masyarakat dan kekuatan so'sial politik didasarkan 
pada pandangan bahwa Undang-Undang Dasar Nagara 
Republik Indonesia Tahun 1945 belum Cukup memuat lan- 
da'san bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, 

dan penghormatan HAM. Selain itu di dalamnya terdapat pa- 

Sa'l—pasal yang menimbulkan multitafsir dan membuka peluang 
bagi penyelenggaraan negara yang otoritcr, sentralistik; 

tertutup, dan KKN yang menimbulkan kemerosotan kehidupan 

nasional di berbagai bidang kehidupan. 

Tuntutan perubahan Undang-Und'ang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 pada era reformasi tersebut 
merupakan suatu langkah terobosan yang mendasar karena 
pada era sebelumnya tidak dike'hendaki adanya perubahan Un- 

dang—Un‘dang Dasar- Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Sikap politik pemerintah pada waktu itu kemudian diperkukuh 
dengan dasar hukum Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/l983 
tentang Referendum, yang berisi kehendak untuk tidak 
melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Apabila muncul jnga kehendak 
mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, terlebih dahulu hams dilakukan referendum 

dengan petsyaratan yang sangat ketat sehingga kecil kemung— 

kinannya untuk berhasil sebelum usul perubahan Undang—Un- 
dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan 
kc sidangMPR untuk dibahas dan diputus. 

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. itu 

menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Selanjumya, 

tuntutan itu diwujudkan secara komprehensif, bertahap, dan 

sistematis dalam empat kali perubahan Undang—Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada empat sidang 
MPR sejak tahun 1999 sampai dengan 2002. 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh MPR sesuai denga‘n 
kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 
Undang-Undan'g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Pasal—pasal tersebut menyatakan bahwa MPR berwenang 
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar dan untuk 
mengubah Undang-Undang Dasar, sekurang-kurangnya 2/3 
dari jumlah anggota MPR hams hadir. Putusan diambil 
dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah 

anggota yang hadir. 

Pembahan Undang-Undang DaSar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. yang dilakukan oleh MPR, selain 
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mempakan perWujudan tuntutan reformasi, juga sejalan 
dengan pidato Ir. Soekamo, Ketua Panitia Penyusun Undange 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam 
rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 
tanggal 18 Agustus 1945. Pada kesempatan itu ia menyatakan 
antara lain, “bahwa ini adalah sekedar Undang-Undang Dasar 
Sementara, Undang-Undang Dasar Kilat, bahwa barangkali 

boleh dikatakan pula, inilah revolutiegrondwet. Nanti kita 

membuat Undang—Undang Dasar yang lebih sempurna dan 
lengkap.” 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan MPR merupakan upaya 

penyempumaan atnran dasar gnna lebih memantapkan usaha 

pencapaian cita—cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 
1945 sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undange 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

”Se-lain itu, perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun I945 memenuhi sila keempat Pan- 

casila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan 

dalam pennusyawaratan/perwakilan”, yang penerapannya 
berlangsung di dalam sistem perwakilan atau 
permusyawaratan. Orang—orang yang duduk di dalam 
mempakan basil pemilihan umum. Hal itu selaras dengan 
perubahan Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahnn 1945 mengenai pemilihan presiden dan wakjl presiden 
sorta anggota lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat. 

Pembahan yang dilakukan 'secara bertahap dan sistemati‘s 
.dalam empat kali perubahan, yaitu Perubahan Pertama, 
Pembahan Kedua, Pembahan Ketig-a, dan P'erubahan Keempat, 
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harus dipahami bahwa perubahan te'ISebut mempakan satu 
rangkaian dan satu sistern kesatuan. 

Pembahan dilakukan secara bertahap karena 
mendahuluka-n pasal-pasal yang disepakati oleh semua fraksi 
MPR, kemudian dilanjutkan dengan perubahan terhadap. pasal— 

pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan. 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang 
Umnm MPR tahun 1999 yang menghasilkan Perubahan 

Panama. Setelah itu, dilanjutkan dengan Pembahan Kedua 
pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, Perubahan Ketiga 
pada Sidang Tahunan MPR ta-hun 2001, dan Pembaha'n 
Keempat pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002. 

Dasar pemikiran yang melatarbelak‘angi dilakuk‘ann'ya 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, antara lain, sebagai be�¿kut. 

l .  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu 
pada kekuasa-an tertinggi di tangan MPR yang sepenuhnya 
melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu berakibat pada 
tidak telj'adinya saling mengawasi dan saling mengimbangi 
(checks and balances) pada institusi-institusi 

ketatanegaraan. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada 

MPR merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan 
'pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan 
dengan rakyat. 

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada 
pemegang kekuasaan eksekutif (presiden). Sistem yang 
dianut oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

9 .  
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Indonesia Tahun 1945 adalah dominan ekselcutif (executive 

hem) yakni kekuasaan dominan berada di tangan 
presiden. Pada diri presiden terpusat kekuasaan men- 
jalankan pem'erintahan (Chief executive) yang dilengkapi 
dengan berbagai hak konstitusional yang lazim disebut hak 
prerogatif (antara lain memberi grasi, amnesti, abolisi, dan 
rehabilitasi) dan kekuasaan legislatif karena memiliki 

kekuasaan membentuk undang-undang. Hal itu tertulis j elas 

dalaln Penjelasan Undang—Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi Presiden ialah 

penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi di bawah 
Majelis. Dua cabang kekuasaan negara yang seharusnya di- 
pisahkan dan dijalankan oleh lembaga negara yang berbeda 
tetapi nyatanya berada di satu tangan (Presiden) yang me- 

nyebabkan tidak bekeljanya prinsip saling mengawasi dan 

saling mengimbangi (checks and balances) dan berpotensi 
mendorong lahirny-a kekuasaan yang otoriter. 

. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1.945 mengandung pasal—pasal yang terlalu “luwes” sehing— 

ga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir), 
misalnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (sebelurn diubah) yang berbunyi 
“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 
masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. 
Rumusan pasal itu dapat ditafsirkan lebih dari satu, yakni 
tafsir pertama bahwa presiden dan wakil presiden dapat 

dipilih berkali-kali dan tafsir kedua adalah bahwa presiden 
dan wakil presiden h-anya boleh memanglcu jabatan 

mak-simal dua kali dan sesudah itu tidak boleh dipiljh 
kembali. Contoh lain adalah Pasal 6 ayat (1) Undang— 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(sebelum diuba-h) yang berbunyi “Presiden ialah orang In- 

10 
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done'Sia asli”. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 tidak membe�¿kan penjelasan dan 
memberikan arti apakah yang dimaksud dengan orang‘ 
Indonesia asli. Akibatnya rumusan itu membuka tafsiran 
beragam, antara lain, orang Indonesia asli adalah warga 
negara Indonesia yang lahir di Indonesia atau warga nega'ra 

Indonesia yang orang tuanya adalah orang Indonesia. 

'. Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada 
kekuasaan Presiden untuk mengatur hal—hal penting dengan 
undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden juga 
memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapa’t 
memmuskan hal-hal panting sesuai dengan kehendaknya 
dalam undang-undang. Hal itu menyebabkan pengaturan 

mengenai MPR, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan 

Pemer-iksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), 

HAM, dan pemerintah daerah disusun oleh kelcuasaan 
Presiden dalam bentuk pengajuan rancangan undang—un— 
dang ke DPR. 
Rumusan Undang—Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 team}; semangat penyelenggara 
negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang 
'memuat .aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, 
supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak 
asasi manusia (HAM), dan otonomi daerah. Hal itu 

membuka peluang bagi berkembangnya praktik ponyta- 
lenggaraan negate yang tidak sesuai dcngan Pembukaan 

Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, antara lain, sebagai ben‘kut. 

a. Tidak adanya saling mengawasi dan saling m‘engimbangi 
(checks and balances) antarlembaga ne'gara dan 

11 
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kekuasaan terpusat pada Pres-idem 
. Infrastruktur politik yang dibentuk, antara lain partai 

politik dan organisasi masyarakat, kurang mempunyai 
kebebasan berekspresi sehingga tidak dapat ber�¿mgsi 
sebagaimana mestinya. 

.Pemilihan umum (pemilu) diselenggarakan untuk 

memenuhi persyaratan demokrasi formal karena selumh 
proses‘ dan tahapan pelaksanaannya dikuasai oleh 

peme�¿ntah. 
.Kesejahteraan sosial berdasarkan Pasal 33 Undang— 

Undang Dasar Negara Repub�¿k Indonesia Tahun 1945 
tidak tercapai, justru yang berkembang adalah sistcm 
monopoli, oligopoli, dan monopsoni. 

2-. Tujuan Perubahan ULTD 1945 

Tujuan perubahan Undang-Undang Dasar .Negara 
Repub�¿k IndOncsia Tahun 1945 untuk: 

l .  menyémpumakan annan dasar mengenai tatanan negara 
dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan memperkokoh Negara 
Kcsatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila; 
menyempumakan aturan dasar mengenai jaminan 'dan 
p‘elaksanaan kedaulatan rakyat serta memperlua's 
panisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan pa- 
ham demokrasi; 

menyempumakan aturan dasar mengenai jamjnan dan per- 
lindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkem- 

bangan paham hak asasi manusia clan peradaban umat 
manusia yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu 
negara hukum dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

12 
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4. menyempumakan aturan dasar penyelenggaraan nagaIa 
secara demokratis dan modem, antara lain melalui 

pembagian kekuasaan yang lebih tegas, siste‘m saling 
mengawasi dan saling mengimbangi (checks and 
balances) yang Iebih ketat dan transparan, clan pemben- 
tukan lembaga-lembaga negara yang barn untuk 

mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan 

tantangan zaman; 

5. menyempurnakan aturan dasar meng'cnai jaminan 
konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan 
kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara sesuai dengan 
harkat dan manabat kemanusiaan dalam perjuangan 
mewujudkan negara sejahtera; 

6. melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam 
penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan 
petjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti 
pcngaturan wilayah negara dan pemilihan umum; 

'7. menyempurnakan aturan dasar mengenai kehjdupan 
bemegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan 

aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negata 
Indonesia dewasa ini sekaligus mengakomodasi kecende- 
rungannya untuk kurun waktu yang akan datang. 

B; Dasar Yuridis Dan Kesepakatan Dasar Dalam Pembahan 
UUD1945 

I. Dasar aidis Perubahan UUD 1945 

. MPR melakukan p'erubahan Undang-Undang Das'ar 

Negara Republik- Indonesia Tahun 19345 dengan berpedoman 
pada kctentuan Pasal 37 Undang—Undang Dasar Negara 

1-3 
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Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur prosedur per- 
ubahan Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Nask-ah yang menjadi objek perubahan adalah 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan 
diberlakukan kemhali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 

Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tangga1'22 

Juli 1959 oleh Dewan Perwakiian Rakyat sebagaimana 

tercantmn dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. 

Sebelum melakukan perubahan Undang—Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MFR dalam Sidang 
Istimewa MPR tahun 1998 mencabut Ketetapan MFR Nomor 

IV! MPR/ 1983 tentang Referendum yang mengharuskan terle- 

bih dahulu penyelenggaraan referendum secara nasional de- 

ngan persyaratan yang demjkian suljt sebelum dilakukan 
perubahan Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 oleh MPR. Putusan Majelis itu sejalan dengan 

kehendak untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun I945 dengan menggunakan 
aturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri, 
yaitu Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Ketetapan MPR Nomor- IV/MPR/l983 tentang 
Referendum yang mengatur tentang tata car'a perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 tidak sesuai dengan cara perubahan seperti yang diatur 
pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

1:4. 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

2. Kesepakatan Dasar dalam Perubahan [IUD 1945; 

Tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
'Republik Indonesia Tahun 1945 pada awal era reformasi 
(pertangahan tahun 1998) terns berkembang, baik oleh masya- 
'rakat, pemerintah maupun oleh kekuatan sosia] politik, ter- 
masuk partai politik. Tuntutan itu kemudian dipeljuangkan 
oleh fraksi-fraksi MPR. 

Selanjutnya, MPR membentuk Badan Pekerja MPR untuk 
melaksanakan tugas mempersiapkan rancangan perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Badan Peketja MPR kemudian membentuk Panitia Ad 

Hoe 111 (pada masa sidang tahun 1999) dan Panitia Ad Hoc I 
(pada masa sidang tahun 1999-2000, tahun 2000-2001, tahun 

2001—2002, dan tahun 2002-2003,). 

Rancangan perubahan Und'ang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk pertama kaliny'a 
dipersiapkan oleh Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja dalam‘ 

Waktu yang sangat singk-at. Namun, proses dan persiapannya 
telah berlangsung lama s'ehelumnya. 

Dengan tekad, semangat, dan komitmen sorta ke- 

:bersamaan seluruh fraksi MPR sorta dukungan yang demikian 
besar dari masyarakat, pemerintah, dan berbagai komponen 
bangsa lainnya, dalam jangka waktu yang singkat Panitia Ad 

Hoc III telah merumuskan rancangan perubahan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Setelah basil kelja Panitia Ad Hoc III tersebut diambil putusan 
dalam rapat Badan Peketja MPR, mated rancangan perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 'tersebut. diajukan ke‘pada Sidang Umum MPR tahun 1.99.9 
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untuk dibahas dan diambil putusan. Dalam forum permu- 
syawaratan tersebut MPR telah menghas�Àkan putusan berupa 
Pembahan Pertama Undang—Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Dalam rapat—rapat Panitia Ad H00 111 Badan Pekerja MPR 
mesa sidang 1999 sebelum sampai pada kesepakatan mengenai 
mat'eri rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, disepakati dua ha], yaitu 
kesepakatan untuk langsung melakukan perubahan tanpa 
menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Repuk 
Indonesia Tahun 1945 terlebih dahuln dan kesepakatan dasar 

antarfraksi MPR dalam melakukan perubahan Undang-Undang 
Dasar. 

'Sebelum memulai pembahasan perubahan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pauitia 
Ad H00 [[1 terlebih dahulu melakukan rapat dengar pendapat 
umum (RDPU) dengan beberapa pakar hukum tata negara 

untuk membahas topik apakah perlu menetapkan terlebih 

dahuln Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 sebelum melakukan perubahan ataukah langsung 
melakukan perubahan tanpa harus monetapkan terlebih dahulu 
Undang—Und'ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.. 

Pada rapat dengar pendapat umum tersebut muncul dua 

pendapat pakar hukum tata negara. Di satu pihak ada pendapat 

bahwa sebelum dilakukan perubahan Undang—Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terlebih dahulu 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 hams ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 
Undang—Undang Das'ar Negara Republik Indonesia Tahun 
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1945.. Pihak Iainnya herpendapat bahwa Undang-Undan'g 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak pcrlu 
ditetapkan, tetapi langsung saja dilakukan perubahan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan 
berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1.945. 

Berdasarkan di'skusi mendalam inengenai hal itu dan 
setelah mendengarkan masuk‘an dari pakar hukum tata negara, 
Panitia Ad Hoe 111 menyepakati langsung melakukan 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 karena Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan berlaku dengan Dekrit 

Presiden 5 Juli 1959. Selanjutnya, perubahan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh 

MPR dcngan mempergunakan ketentuan Pasal 37 Undang— 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 adalah prestasi dan simbol petjuangan 

serta kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia sekaljgus 

'menjadi hukum dasar tertulis, dalam melakukan perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, �¿‘aksi—�¿‘aksi MPR perlu monetapkan kesepakatan dasar 
agar perubahan Undang-Un'dang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 mempunyai arah, tujuan, dan batas yang 
jelas. Dengan demikian, dapat dicegah kemungkinan ter- 
jadinya pembahasan yang melebar ke mana—mana atau 
teljadinya perubahan tanpa arah. Selain itu, perubahan yang 

dilakukan mempakan penjabaran dan penegasan cita-cita yang 

terkandung di dalam Pembukaan Undang—Undang Dasar 
Niagara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesepakatan dasar itu 

'menjadi kori'dor dan platform dalam melakukan perubahan 
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Undang-Undang Das'ar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

Pada saat itu, fraksi-�¿‘aksi MPR juga menyepakati bahwa 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 tidak menyangkut dan tidak mengganggu eksis- 

tensi negara, tetapi untuk memperbaiki dan menyempurnakan 
penyelcnggaraan negara agar lebih demokratis, sepcrti 
disempumakannya sistem saling mengawasi clan saling 
mengimbangi (checks and balances) dan disempumakannya 
pasal-pasal mengenai hak asasi manusia. Konsekuensi dari 
kesepakatan itu adalah perubahan dilaknkan terhadap pasal- 
pasal, bnkan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945-. 

Di tcngah proses pernbahasan perubahan Undan-g-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Panitia Ad Hoc 

I menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Kesepakatan dasar itu terdiri atas lima butir, yaitu: 

l .  tidak mengubah Pembukaan Undang—Undang Dasa-r'Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. tetap mempertahankan Negara KeSatuan Republik 
Indonesia; 

3. mempertcga's sistem pemerintahan pr‘esidensial; 
4. Penjelasan Undang—Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan 
dimasukkan ke dalam pasal-pasal (batang tubuh); 

5. melakukan perubahan dengan cara adendum. 

Pembukaan Undang—Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 memuat dasar �¿loso�¿s dan das'ar 
normatif yang mendasari jseluruh pasal dalam Undang—Undang 

18 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

Dasar N'egara Republik IndOnesia Tahun 1945. Pembukaan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Re- 
publik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara serta dasar 
negara yang hams tetap dipertahankan. 

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara 
kesatuan yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
'didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk 
yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan 
dipandang paling tepat untuk mewadahi ide pe'rsatuan sebuah 
bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang. 

Kesepakatan dasa‘r untuk mempertegas siste'm 

pemerintahan presidensial bertujuan untuk memperkukuh 
sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut 
oleh negara Republik Indonesia 'dan pada tahun 1945 telah 
dipilih oleh pendiri negara ini 

Kesepakatan dasar lainnya adalah'memasukkan Penjela‘san 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
194.5 yang memuat hal-hal normatif ke dalam pasal-pasal (Ba— 
tang Tubuh). Peniadaan Penjelasan Undang—Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk 
menghindarkan kesulitan dalam menentukan status 
"‘Penjelasan” dari sisi. somber hukum dan tata urutan peraturan 
perundang-undangan. Selain itu, Penjelasan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan produk 
Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(BPUPKI) atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 
(PPKI) karena kedua Iembaga itu menyusun rancangan 
Pembukaan dan Batang__ Tubuh (pasal—pasal) Undang-Undang 
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Dasar Negara Repnb'ljk' Indonesia Tahun 1945 tanpa Pen- 
jelasan. 

KeSepakatan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Repub�¿k Indonesia Tahun 1945 dilakukan dengan cara 
adendum. Artinya perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 itu dilakukan dengan tetap 
mempertahankan naskah asli Undang—Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam 
Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 
.5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diletakkan me- 
lekat pada naskah ash'. 

C. Proses P'erubahan UUD 1945 

1. Awal Perubahan UUD 1945 

Tuntutan reformasi yang menghendaki agar Undang-. 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diubah, 
sebenamya telah diawali dalam Sidang Istimewa MPR tahun 

1998. Pada forum permusyawaratan MPR yang pertama 

kalinya diselenggarakan pada era refonnasi tersebut, MPR 
'telah menerbitkan tiga ketetapan MFR. Ketetapan itu memang 

tidak secara langsung mengubah Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi telah 
menyentuh muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 . 

Pertama, Ketetapan MPR Nomor VIII/MFR! 1998 tentang 
Pencabutan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/19'83 tentang 
Referendum. Ketetapan MPR tentang referendum itu 
men‘etapkan bahwa sebelum dilakukan perubahan terhadap 
Und‘ang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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1945- harus dilakukan referendum nasional untuk itu, yang 
disertai dengan persyaratan yang demikian- sulit. 

Kedua, Ketetapan MPR Nomor XIII/MPR} 1998 tentang 
Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden 
Republik Indonesia. Ketentuan Pasal l Ketetapan MPR Nomor 

XIII/MPR/l998 berbunyi “Presiden dan Wakil Pre-siden 
Republik Indonesia memegang jabatan selama masa Iima 
t'ahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan 
yang sama, hanya untuk satu kah' masa jabatan." Ketentuan 
NIPR yang membatasi masa jabatan Presiden dan wakil 
Presiden tersebut, secara substansial sesungguhnya telah 
mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, yakni mengubah ketentuan Pasal 7 yang berbunyi 
“Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya se-lama 
Inasa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.” 

Ketiga, Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR! 1998 tentang 
Hak Asasi Manusia. Terbitnya Ketetapan MPR itu juga dapat 
dilihat sebagai penyempumaan ketentuan mengenai hak asasi 

manusia yang terd-apat dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, sep‘erti Pasal 27; Pasal 28; 

P833] 29 ayat (2). 

Terbimya Ketetapan MPR Nomor \r'IJIIMPRJI 1998, 
Ketetapan MPR Nomor XIH/MPR/l998, dan Ketetapan MPR 
Nomor XVII/MPR/1998 dapat dikatakan sebagai langkah awal 

bangsa Indonesia dalam melakukan perubahan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Setelah terbitnya tiga ketetapan MPR terse-but, kehenda'k 
dan kesepakatan untuk mel-akukan pembahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 makin mang- 
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kristal di kalangan masyarakat, pemerinitah, dan kclcuatan 
sosial politik, termasuk partai politik. 

Pasc‘a penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR tahun 1998 
fraksi—fraksi MPR makin intensif membahas perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun' 

1945. Fraksi-fraksi MPR memilild kesamaan aspirasi dan 
sikap politik di dalam melakukan pembahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I945 yakni 
mengutamakan kepentingan negara dan bangsa di atas 
kepentingan partai politik dan kelompok atau golongan. 

Suasana pada waktu itu sungguh—sungguh diliputi oleh 

kehendak dan tuntutan bersama berbagai komponen bangsa 
untuk melakukan perubahan Undang—Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun I945. Berbagai komponen bangsa 
yang berasal dari aSpirasi dan paham politik, ras, agama, sukuj, 
dan golongan yang beragam itu bersatu padu untuk secara 
bersama-sama dan konstitusional melakukan perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 sebagai kehendak kolektif bangsa agar dapat mewu- 
judkan masa depan yang lebih baik. 

Suasana yang dibangun secara sistemati's dan penuh 
kesadaran tersebnt, baik di kalangan masyarakat, pemerintah, 
'kekuatan sosial politik, termasuk partai—partai politik sangat 
mendnkung berkembangnya komitmen, kesepahaman, persau- 

daraan, dan toleransi antar�¿aksi MPR. Suasana itu sangat me- 

mudahkan dan memperlancar tercapainya kesepakatan 
antar�¿‘aksi MPR dalam pembahasan materi rancangan 
perubahan Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
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Kuatnya komitme‘n, kesepahamau, pexsaudaraan, 'dan 
toleransi antarfraksi MPR itu terlihat dari kcbersamaan fraksi— 
fraksi MPR dalam pembahasan materi rancan‘gan perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, baik dalam forum rapat-rapat Panitia Ad Hoc, rapat- 
'rapat Badan Pekelja MPR maupun dalam sidang-sidang MPR. 

Pada forum rapat-rapat Paniti'a Ad Hoc dan Badan Pekelfja 

MPR itu, perbedaan pendapat antarfraksi MPR diberi mang. 

Hal itu terlihat dari adanya beberapa rumusan alternatif materi 
rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. yang disampaikan ke tingkal 
pembicaraan berikutnya, yakni pada sidang-sidang MPR. 

Begitu pula dalam sidang-sidang MPR, pengambilan 

'putusan terhadap materi rancangan perubahan Undang-Undang 

Da'sar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap Iebih 
mengedepankan ke-bersamaan. Hal itu terlihat dari pengam— 
bilan putusan terhadap materi rancangan perubahan dilakukan 
secara aklamasi. Terhadap materi rancangan perubahan yang 
belum disepakati oleh semua fraksi dalam sidang MPR, 
diputuskan untuk dibahas kembali pada forum rapat Panitia Ad 

Hoc I dan Badan Pekelja MPR untuk selanjutnya diajukan 

kembali pada sidang MPR berikutnya. Dari semua materi 

rancangan perubahan yang diajukan pada sidang MPR, hanya 
satu materi yang pengambilan putusannya dilakukan melalui 

mekanisme pemungutan suara (voting), yaitu materi ten'tang 
susunan keanggotaan MPR [Pasal 2 ayat (1)]. 

Badan Pekerja MPR yang mempakan alat kelengkapan 

MPR membentuk. Panitia Ad Hoe 111 (pada masa sidang tahun 
1999) dan Panitia Ad Hoc I (pada masa sidang tahun 1999- 
2000, tahun 2000-2001, tahun 2001-2002, dan tahun 2002- 
2003). untuk membahas rancangan pembahan Undang—Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Panitia Ad Here 
itu terdiri atas wakjl-wakil �¿'aksi MPR yang jumlahnya 
mencerminkan perimbangan jumlah kursi yang dimilikinya di 
MPR. Anggota Panitia Ad Hoc I[[ maupun Panitia Ad Hoc I 
beljumlah 45 orang. 

Partisipasi Publik 

Partisipasi publik dal'am 'prose‘s perubahan Undang-Undan'g 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, Badan 

Pekelja MPR menyadari pentingnya partisipasi publik dalam 

‘mewujudkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sesuai dengan 

aspirasi dan kepentingan bangsa dan negara. Untuk itu, Badan 
Pekta MPR melalui alat kelengkapannya, yakni Panitia Ad 
Hoc I, menyusun secara sistematis program partisipasi publik, 
antara Iain dengan melakukan penye‘rapan aspirasi masyarakat. 
Bentuk kegiatannya antara lain, bempa rapat dengar pendapat 
umum (RDPU), kunjungan kerja ke daerah, clan seminar. Oleh 

'karena waktu yang tersedia sangat singkat, yakni hanya satu 

minggu, Panitia Ad Hoc III hanya melakukan RDPU dengan 

b'eb'erapa pakar hukum tata negara saja. 

Dalam kegiatan—kegiatan tersebut, herbagai kalangan 
masyarak‘at dan instansi negara/pemerintah memberikan 
masukan, pendapat, dan ikut serta dalam diskusi yang intensif 
dengan Panitia Ad Hoc I. Kalangan masyarakat yang 

berpartisipasi dalam kegiatan itu, antara lain, para pakar, pihak 

perguruan tinggi, asosiasi keilmuan, lembaga pengkajian, 
organisasi kemasyarakatan, dan juga Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM). 
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Selain itu, Panitia Ad Hoc I jug'a menyelenggarakan 
diskusi terbatas untuk membahas beberapa topik yang ber— 
kaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam diskusi terbatas itu 
berbagai kelompok masyarakat menjadi peserta dan 
memberikan masukan serta tanggapan terhadap pemaparan 

para pakar' yang dipandang ahli di bidangnya. 

Panitia Ad Hoc I juga menyelenggarakan Samar di 
berbagai daerah dengan topik beberapa aspek kehidupan yang 
berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain menyangkut aspek 
politik, ekonomi, agama dan sosial budaya, serta hukum. 

Sclain melakukan berbagai kegiatan tersebut, Panitia. Ad 
Hoc I melakukan studi banding kc luar negeri dan membentuk 
tim ahli yang terdiri atas sejumlah pakar dari berbagai disiplin 
iImu (antara lain politik, hukum, ekonomi). Beberapa neg-ara 
yang dikunjungi Panitia Ad Hoc I untuk kegiatan studi 
banding, antara lain J erman, Inggris, Amerika Serikat, Swedia, 

Denmark, Republjk Rakyat Cina, J epang, Rusia, dan Malaysia. 

Panitia Ad Hoc I juga melakukan studi kepustakaan 
dengan mempelajari naskah kons‘titusi negara-negara lain. 
Untuk itu, tercatat lebih dari 30 naskah konstitusi yang dikaji 
secara mendalam dan kritis. Selain itu, Panitia Ad Hoc I juga 
menerima kunjungan komisi konstitusi dari tiga negara, yaitu 

Thailand, Korea Selatan, dan Jerman. Thailand dan Korea Se- 

latan memiliki kesamaan dengan Indonesia yakni sama—sama 

melakukan perubahan undang-undang dasar negara sete'lah 
memasuki era barn pemerintahan yang lebih demokr-atis. 
Panitia Ad Hoc I dan komisi konstituSi dari ketiga negara 
berdislcusi secara mandalam mengenai berbagai hal yang 
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berkaitan d'e'ngan perubahan undang‘-undang dasar. 
Pengalaman negara lain dalarn melalcukan perubahan undanga 
undang dasarnya sangat panting bagi Panitia Ad Hm I dalam 
mempersiapkan perubahan Undang—Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

'Seiring dengan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat 
olch Panitia Ad Hoc I, fra-ksi-fraksi MPR dan partai politik 
yang mempunyai wakil di MPR juga secara bersamaan 
memberikan kesempatan kepada publik untuk berpartisipasi 
dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Niagara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu dilakukan dengan cam 
menerima berbagai delegasi masyarakat ataupun perseorangan 

yang menyampaikan aspirasinya. Kegiatan penyerapan aspirasi 

masyarakat dilakukan, baik di pusat maupun di daerah. 

Kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat mencapai ratusan 

kali diselenggarakan di tingkat provinsi dan tingkat 
kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Fraksi—fraksi MPR dan 
partai—partai politik tetap melakukannya kegiatan itu bukan ha- 
nya selama masa sidang Panitia Ad Hope I, tetapi juga dalam 
masa sidang-sidang MPR. 

Masih berkaitan dengan penyerapan aspirasi masyarakat, 
partai politik, �¿aksi-�¿‘aksi MPR, dan Panitia Ad HOC III yang 
dilanjutkan oleh Panitia Ad Hm: I, secara serius terns menerus 
mengikuti dan mencermati berbagai gagasan dan aspirasi 
masyarakat schubungan dengan perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang muncul di 
mang publik, temtama melalui media masSa, baik cetak 

'maupun elektronik. 

Barkaitan dengan upa'ya Sosialisasi pembahasa‘n perubahan 
Undang—Undang Dasar 'Negara Republik Indonesia Tahun 
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3. 

1945- serta partisipasi publik yang lebih luas, Panitia Ad Hoc I 
yang didukung oleh Sekretariat Jenderal MPR mcnjalin kelja 
sama dengan stasiun TV pemerintah, yaitu Televisi Republik 
Indonesia (TVRI) dan beberapa stasiun televisi swasta di tanah 
air. Kelja sama tersebut berwujud penayangan program siaran 
dengan materi perubahan Undang-Undang Dasar Nega'ra 

Republik Indonesia Tahun 1945, baik berupa siaran langsung 

maupun siaran tunda. Penayangan program siaran itu di 

berbagai stasiun TV 'sangat mendukung kcgiatan Panitia Ad 
Hoc I di dalam menyebarluaskan pembahasan perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Ice berbagai kalangan masyarakat. Dengan demikian, 
masyarakat mengetahui dan memahami secara lebih lengkap 
dan sekaligus mendorong peningkatan partisipasi publik dalam 
memberikan masukan clan tanggapan kepada Panitia Ad Hoc I 

terhadap materi rancangan perubahan Und'ang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 19.45 yang sedang dibahas. 

Dinamika Pembahasan 

Dinamika Pembahasan proses pembahan Undang-Undang‘ 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada era 
rcformasi dimulai dengan pemandangan umum fraksi—fraksi 
MPR dalam rapat Badan Pekerja MPR masa sidang tahun 
1999-2000. Dalam pcmandangan umum itu, fraksi-fraksi MPR 
menyatakan sikapnya secara tegas untuk melakukan perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dengan mengajukan usuI-usul materi perubahan, 
termasuk Iatar belakang, malsud dan tujua'n Serta 

implikasinya. 

Selanjutnya pembahasan' lebih rinci dilakuk‘an di tingkat 
Panitia Ad Hoc 1]] yang diawali dengan pengantar 
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musyawarah fraksi-�¿'aksi MFR. 'Setelah dilakukan pemba- 
hasan, hasil kerja Panitia Ad Hoc III dibahas dan diambil 
pu‘tusan pada rapat Badan Pekelja- MFR masa sidang tahun 
1999-2000, dilanjutkan dengan diajukan ke Sidang Umum 
MFR tahun 1999 untuk dibahas clan diambil putusan. Setelah 
melalui pembahasan yang mendalam, pada forum 
permusyawaratan tersebut, MPR mengesahkan Pembahan 

Pertama Undang—U'ndang Dasar Negara- Republik IndOnesia 
Tahun 1945. 

Mengingat waktu yang 'tersediav untuk mela'kuk‘an 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan 

MFR melakukan perubahan sesuai dengan dinamika dan aspi- 

rasi masyarakat, MFR pada Sidang Umum MFR tahun 1-999 

tersebut menerbit-kan Kctetapan MFR Nomor IX/MFR/1999 
tentang Penugasan Badan Peketja MFR RI untuk Mem- 
persiapkan Rancangan Pembahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan MPR itu 
tidak dipersiapkan oleh Panitia Ad Hoc HI, tetapi dirumuskan 
dalam Sidang Umum MFR tahun 1999. Ketetapan MFR itu 
diterbitkan karena perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 pada sidang MFR saat itu 
dirasakan barn memenuln sebagian tuntutan dan aspirasi 
masyarakat dan barn mencakup sebagian dari rancangan materi 

perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang dinsulkan �¿-aksi-�¿'aksi MFR. Ketetapan 
MPR itu menjadi dasar hukum bagi Badan Pekelja MPR untuk 
melanjutkan pembahasan perubahan Undang—Un’dang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945». 

Pada Sidang Urnum MPR tahun 1999, Komisi 'C Majelis 
mcnyepakati cara penulisan perubahan Undang—Undang Dasar 
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Negara Republik‘ Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan dalam 
bentuk adendum. Cara penulisan itu kemudian menjadi acuan 
dalam penulisan perubahan Undang—Undang- Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya. 

Sebagai 'pelaksanaan ketetapan MPR tersebut, maka pasca 

Sidang Umum MPR tahun 19-99, pembahasan rancanga‘n 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dilanjutkan oleh Badan Pekerja MPR masa sidang 
1999-2000 melalui alat kelengkapannya, yaitu Panitia Ad Hoc 
I. 

Panitia Ad Hoc I mempunyai waktu lebih panjang 

sein'ngga secara lebih intensif dapat 'melakukan pembahasan 
'rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Hasil ketja Panjtia Ad Hm: I itu 
kemudian diputuskan dalam sidang Badan Pekelja MPR masa 
sidang tahun 1999-2000 yaknj bempa materi rancangan 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Materi perubahan itu selanjutnya dibahas dan 
diambil putusan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 

dengan hasil berupa Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Karena tidak seluruh materi rancangan perubah‘an 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang telah dipersiapkan Badan Pekerja MPR dapat 

diambil putusan pada forum permusyawaratan Majelis ter- 

sebut, MPR pada sidang itu juga menerbitkan Ketetapan MPR 

Nomor IXMPRJ’ZOOO tentang Penugasan Badan Pekerja MPR 
RI untuk Mempersiapkan Rancangan Pembahan Undang-Un- 
dang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan' 
MPR itu disertai lampiran yang menjadi bagian tak telpisahkan 
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dari ketetapan MPR tersebut. Lampiran itu berupa Materi 
Rancangan Pembahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 H'asil Badan Pekerja MPR RI 
Tahun 1999—2000. 

Terbitnya ketetapan MPR Nomor IX/MPR/200'0- tersebut 
dimaksudkan untuk menjadi dasar hukum bagi pembahasan 
ranc-angan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
IndOnesia Tahun 1945 selanjutnya. Lampiran Ketctapan MPR 
tersebut menjadi acuan bagi Badan Pekelja MPR yang 
kemudian ditugaskan kepada Panitia Ad Hoc I, untuk melan- 
jutkan pembahasan perubahan Undang—Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rapat-rapatnya selama 

masa sidang tahun 2000-2001 dan seterusnya sampai 

diputuskannya semua materi rancangan pcrubahan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1-945 
tersebut oleh MPR, yang berpuncak pada Sidang Tahunan 
MPR tahun 2002. 

Pada tanggal 18 Agustus 2000, 'bersamaan dengan 
diputuskannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rapat Paripuma 
Majelis pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 menyepakati 
untuk membakukan penyebutan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Undan‘g-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Setelah melalui pembahasan yang mendalam, Panitia Ad 
Hoc I Badan Pekeija MPR Inasa sidang tahun 2000-2001 
menyepakati beherapa materi rancangan perubahan Undang— 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I945 dari 
Materi Rancangan Perubahan Undang—Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terlampir dalarn 
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Ketetapan MPR Nomor IXJ'MPRJ'ZOOO. Materi itu kcmudi‘a‘n 
diajukan kepada rapat Badan Pekoa MPR masa sidang tahun 
2000-2001 untuk dibahas dan diambil putusan. Selanjumya, 
materi rancangan pembahan yang telah diputnskan oleh Badan 
Pekelja MPR itu diajukan untuk dibahas dan diambil putusan 
dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001. MPR dalam forum 
'permusyawaratan tersebut, setelah melalui pembahasan yang 

"panjang dan mendalam, mengesahkan Perubahan Ketiga 

Undang-Undang. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

Mengingat masih terdapat materi rancangan perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang belum diambil putusan dalam Sidang Tahunan 
MPR tahun 2001 sebagaimana terdapat dalam lampiran 

Ketetapan MPR Nomor IX/MPRJZOOO, MPR pada Sidang 
tahunan MPR tahun 2001 tersebut juga men'erbitkan Ketetapan 
MPR Nomor XI/MPR/2001 tentang Pembahan atas Ketetapan 
NIPR Nomor WR/ZOOO tentang Penugasan Badan Pekerja 
NIPR RI untuk Mempersiapkan Rancangan Pembahan Un- 
dang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Ketetapan MPR 
Nomor XIIMPRJZOOI juga dilengkapi lampiran yang 

merupakan bagian tak terpisahkan dari ketetapan MPR .itu 

yaitu Materi Ranoangan Pembahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketetapan MPR itu 

menjadi dasar hukum bagi Badan Pokelja MPR masa sidang 
2001-2002 untuk melanjutkan pembahasan rancangan 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Badan Peketja MPR kemudian membentuk 

'Panitia Ad Hoc I yang secara intensif membahas materi 

rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Repuk 
Indonesia Tahun 1945 sebagaimana terdapat dalam lampiran 
Ketetapan MPR Nomor XI/MPRf "20.01. 
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Set'elah Inelalui pembahasan yang mendalam, Panitia Ad 
Hoc I Badan Pekelja MPR masa sidang tahun 2001-2002 
menyepakati materi rancangan perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang masih 
beluIn diambil putusan pada tiga sidang MPR sebelumnya. 
Materi ini kemudian diajukan kepada rapat Badan Pekerja 

MPR masa sidang tahun 2001-2002 untuk dibahas dan diambil 

putusan. Selanjutnya, materi rancangan perubahan Undang— 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
telah diputuskan oleh Badan Pekerja MPR itu diajukan untuk 
dibahas dan diambil putusannya dalam Sidang Tahunan MFR 
tahun 2002. Dalam forum permusyawaratan tersebut, setelah 
melalui pembahasan yang mendalam, MPR mengesahkan Per- 
ubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Berkaitan dengan proses perubahan Undan'g—Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I945, �¿'aksi-fraksi 
MPR dan partai po‘litik juga secara intensif melakukan porte— 
muan internal untuk lebih meneguhkan konsolidasi di dalam 
dirinya sehubungan dengan perubahan Undang-Undang DaSar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pula sering 

dilakukan pertemuan atau lobi antar�¿‘aksi MPR dan antarpartai 
politik. Pertemuan atau lobi tersebut sangat besar peranannya 
dalam mendekatkan sikap atau pendapat yang berbeda, 
meminimalkan, bahkan menghilangkan perbedaan sikap d-an 
pendapat antarfraksi MPR atau antaxpartai politik berkaitan 
dengau pembahasan materi perubahan Undang-Undaug Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Selain itu Komisi A Majelis yang bertugas membahas 
'materi r'ancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 pada beberapa sidan‘g MPR 
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juga membentuk tim perumus. P'embcntukan tim itu 
dimaksudkan untuk mendalami lebih lanjut materi yang 
menjadi pembahasan sorta sedapat mungkin merumuskan 
kesepakatan mengenai materi rancangan perubahan Undang— 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
masih memiliki perbedaan rumusan diantara fraksi MPR. 

Dalam kaitan dengan upaya mendalami dan mencapai 
kesepakatan mengenai matcri rancangan perubahan Undang— 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, jika 
dipandang perlu, tim perumus yang dibentuk Komisi A Majelis’ 
mengundang para pakar di bidangnya guna memperoleh 
masukan. Beberapa materi yang djbahas tim perumus dengan 

mengundang. pakar, antara lain, mengenai wilayah negara �Àan 

hak asasi manusia. 

Pertemuan atau lobi sangat sering berhasil memperlancar 
pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, temtama dengan dicapai'nya 
kesepakatan antarfraksi MPR mengenai befbagai materi ran- 

cangan perubahan yang sebelumnya masih berbeda 

rumusannya (masih menggunakan rumusan altematif) sorta 
alot pembahasannya. Beberapa materi rancangan perubahan 
yang bcrhasil diselesaikan melalui pertemuan atau lobi, antara 
lain materi mengenai hak asasi manusia (HAM), wilayah 
negara, pemilihan presiden secara langsung, perekonon�¿an 
nasional, dan perubahan Undang-Undang Dasar. 

Dari pro'ses perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 terse'hut, dapat diketahui 
bahwa perubahan UndangeUndang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 19.45 dilakukan oleh MPR dalam satu 
kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam empat tahapan 
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peru‘bahan. Hal itu tetjadi karena materi rancangan pembahan 
Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa 
pembahasan di tingkat Panitia Ad Hoc I Badan Peketja MPR 
masa sidang tahun 1999-2000. Tidak seluruhnya dapat dibahas 
dan diambil putusan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000. 

Untuk itu pembahasan dan pengambilan putusan dilanjutkan 
dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2001 dan baru dapat 

dituntaskan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Hal itu 
berarti bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan secara siste- 
matis-berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan hex-pedom- 
a-n pada materi rancangan yang telah disepakati pada Sidang 
Tahunan MPR tahun 2000. 

Tingkat-tingkat Pembicaraan 

Pmses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. mengikuti ketentuan Pasal 92 Peraturan 
Tata Tertib MPR mengenai tingkat-tingkat pembicaraan dalam 
membahas dan mengambil putusan terhadap materi sidang 

MPR. Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana tercantum 

dalam ketentuan Pasal 92 Peraturan Tata Tertib. adalah sebagai 
berikut. 

a. Tingkat I 
Pembahasan oleh Baden Péker‘ja Majelis terhadap [Jahan- 
ba'han yang masuk dun basil dari pembahasan tersebut’ 
mempakan rancangan pumsan Meyeiis sebagar' baha'n 
pokok Pem-bicaman T ingkat II. 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

,b. Tingkat II 
Pembahasan dalam Rapat Pa�¿puma Majelis yang 
didahului oleh penjelasan Pimpinan 'dan dilanjz‘zrkan 
dengan Pemandangan Umum Fraksri— �¿'aksi. 

c. Tingkat 1]] 

Pembahasan oleh Komisi/Pan'iria Ad Hoc Majelis terhadap 

semua basilpembicaraan T ingka! I dun II. I 

Hasfl pembahasan pada Tingkat III im' mempaka'n 
rancangan putusan Majelz‘s. 

d. Tingkat IV 
Pengambilan putusan dalam Rapat Paripuma Majelis 
setelah mendengar lapomn dart Pimpinan Kamisi/Panitia 
Ad Hoc Majelis dam bilamana perk: dengan Irate: akhir day-'1' 
�¿aksi�¿aksi. 

Proses perubahan Undang—Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan tingkat-tingkat pembi- 

caraan sesuaj dengan ketentuan Pasal 92 Peraturan Tata Tertib 

MPR dapat diuraikan scbagai bcrikut. 

a. Pembicaraan' Tingkat I 

Pada Pembicaraan Tingka‘t I P'anitia Ad Hoc I Badan 
Pekerja MPR pada masa Sidang Tahunan MPR tahun 2000, 
tahun 2001, dan tahun 2002, kecuali Panitia Ad Hoc HI 

Badan Pekexja MPR pada masa Sidang Umum MPR tahun 
1999 karena keterbatasan waktu, sebagai salah satu alat 

kelengkapan Badan Pekerja MPR yang ditugasi untuk 
mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Panitia itu 

memulai tugasnya dengan melakuk'an k'egiatan penyerapan 

'aspirasi masyarakat. dengan kegiatan sebagai berikut. 
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1) 

2) 

Rapat Dengar Pendapat Umum 

Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR melaku'kan 
'rapat dengar pendapat umum dengan berbagai kalangan 
masyarakat (seperti para pakar, pihak perguruan tinggi, 
asosiasi kcilmuan, lembaga pengkajian, organisasi ke- 

masyarakatan, dan LSM) dan berb‘agaj lambaga nega- 
ra/pemerintah. 

Dalam kegiatan yang diI-akukan bemlang kali 
tersebut, berbagai kelompok memberikan masukan dan 
tanggapan secara kritis dan objektif berkaitan dengan 
rancangan pcrubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Mas'ukan dan tang- 
gapan tersebut menjadi bahan bagi Panitia Ad [-100 I 
dalam melakukan pembahasan terhadap rancangan 
perubahan Undang—Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Kunj ungan 1(t a. ke. daterah 

Panitia Ad Hm: I Badan Pekexja MPR melakukan 
k-unjungan kta kc daerah (baik kc tingkat provinsi, 
maupun ke tingkat kabupaten dan kota) berulang kali 
untuk berdialog dengan berbagai kalangan masyamkat 
(seperti perguruan tinggi, LSM, organisasi kema- 
syarakatan, dan tokoh masyarakat) dan berbagai lem— 

baga negara/pemerintah. I 

Dalam kegiatan itu herbagai ke‘lompok yang ada di 
daemh memberikan masukan dan tanggapan secara kri- 
tis dan objektif berkaitan dengan rancangan perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Masukan clan tanggapan tersebut menjadi 
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:3). 

4) 

bahan b'agi Panitia Ad Hoc. I dalam melakukan 'pem— 
bahasan terhadap rancangan pembahan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Seminar 

Panitia Ad Her: I Badan Pekerja MPR menye— 
lenggarakan beberapa kali seminar dengan berbagai 
topik perubahan Undang—Undang Dasar Negar'a 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengikutsertakan 

herbagai kalangan masyarakat (seperti para pakar, 
pcrguruan tinggi, asosiasi keilmuan, lembaga peng- 
kajian, LSM, organisasi keagamaan) dan berbagaj 

lembaga negara/pemerintah. 

Dalam kcgiatan itu berbagai kalangan tersébu't 
memberikan masukan dan tanggapan secara kritis dan 
objektif berkaitan dengan rancangan perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Masukan dan tanggapan tersebut menjadi 
bahan bagi Panitia Ad Hoc I dalam melakukan pern- 
bahasan terhadap rancangan perubahan Undang— 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194.5. 

.Studi banding ke luar neg'eri 

Panitia Ad Hoc I Badan Pekelja MPR melakuk'an 
i'studi banding ke berbagai negara, baik negara maju 
maupun negara berkembang, untuk melengkapi ke- 
giatan penyerapan aspirasi masyarakat. Studi banding 
itu dimaksudkan untuk mendalami konstitusi, konsep, 

praktik, dan pengalaman penyelenggaraan negara, 
sistem pemerintahan, sistem kepartaian, penataan 

hukum, mahkamah konstitusi, sistem pemilihan urnum, 
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hubun'gan sipil-m�Àiter, implementasi dan promosi/p‘ei- 
majuan hak asasi manusia di berbagai negara itu. 

Dari berhagai negara di berbagai belahan dunia 
(Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia) yang 

dikunjungi dengan beragam sistem ketatanegaraan, 
ideologi, dan budaya, serta tingkat kemajuannya, 
Panitia Ad Hoc I dapat meningkatkan wawasan, penge- 
tahuan, dan pengalaman berharga yang sangat berguna 
dalam melakukan pembahasan terhadap rancangan 
perubahan Und-ang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.. 

Pcmbentuk’an Tim .Ahli Paniti'a Ad Hoc I Bada-n 

Pekelja MPR 

Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR membenmk 
Tim Ahli Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja 'MPR yang 
terdiri atas sejumlah pakar dari berbagai disiplin ilmu. 

Tim ahh' yang menguasai berbagai disiplin ilmu, 
antara lain politik, hukum, ekonomj, budaya, agama, 

sosiologi, dan pendidikan itu memberikan masukan 

secara kritis dan objektif dengan mengutamakan nilai- 

‘nilai kebenaran serta mengutamakan kepentingan 
bangsa dan negara. Masukan dari Tim Ahli itu sangat 
mendukung Panitia Ad Hoc I dalam melakukan pemba- 

hasan terha'dap rancangan peruhahan Undaug-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Setelah Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR (pa- 
da masa Sidang Tahunan MFR tahun 2000, tahun 2001, 

dan tahun 2002) melakukan berbagai kegiatan penye- 
rapan aspirasi masyarakat yang dilengkapi dengan studi 
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banding ke luar negeri, Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja 

MPR dalam rapat-rapatnya mulaj melakukan pern- 
bahasan untuk menyusun materi rancangan perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun I945. 

Bahan bahasan yang digunakan dan menjadi acuan 
Panitia Ad Hoc III Badan Peketja MPR adalah tuntutan 
dan wacana perubahan dari berbagai kalangan yang 
muncul dan berkembang selama awal era reformasi, 
tennasuk pada masa kampanye Pemilu 1999. Bahan 

bahasan tersebut tidak berasal dari kegiatan penyerapan 
aspirasi masyarakat yang sangat luas dan studi banding 

kc luar negeri waktu yang tersedia bagi Panitia Ad HGc 
III hanya tinggal satu minggu. 

B'ahan bahasan yang digunakan dan menjadi acuan 
pembahasan dalam rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan 
Peketja MPR adalah 

a) materi Rancangan Pembahan UndangyUndang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sebag-aimana dimuat dalam lampiran beberapa 

kctetapan MPR (khusus. untuk pembahasan 
rancangan Perubahan Kedua, Pembahan Ketiga, 
dim Pembahan Keempat Undang—Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945); 

b) materi usulan fraksi-�¿'aksi MPR yang disampaikan 
dalam pengantar musyawarah pada rapat Bada‘n 
Pekelja MPR; 

'c) materi usulan lembaganegarafpemerintah; 

39 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

e) 

g) 
h) 

materi usulan berbagai kelumpok masyarakat 
(pihak perguruan tinggi, ormas, pakar, LSM, lama 
baga pengkajian, dan lain-lain); 
materi hasil kunjungan kelj �À kc daemh; 
materi hasil seminar; 

materi usulan dari perseorangan Warga negara; 

materi hasil studi bandingke negara-negara lain; 

materi masukan dari Tim Ahli Panitia Ad �¿ne I 

Badan Pekelja MPR. 

Dalam melakukan pembahasan materi rancangan 
perubahan Undang—Undang Dasar Negar-a Republjk 
Indonesia Tahun 1945., Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja 

MPR menyepakati mekanisme pembahasan sebagai 
berikut. 

3) 

b.) 

Seluruh materi tennasuk materi usulan �¿'aksi-fraksi 
MPR yang belum sempat dibahas pada sidang— 
sidang MPR dibahas pada rapat pleno Panitia Ad 
Hoc I Badan Pekerja MPR. 
.Setelah rapat pleno, dilakukan rapat perumusan 
(dilakukan oleh Tim Perumus yang dibentuk oleh 

Pam'tia Ad Hoc I Badan Pekelja MPR) untuk me- 

rumuskan materi yang telah dibahas pada rapat 

pleno Panitia Ad Hoc I B'adan Pekexja MPR, 
menginventarisasi pasal-pasal yang menjadi usulan 
fraksi atau yang telah dibahas dalam sidang-sidang 
MPR namun belum diputuskan serta melakukan 
inventarisasi pennasalahan yang disampaikan oleh 
fraksi—fraksi MPR dalam pengantar musyawamh 
'fraksi pada rapat Badan Pekelja MPR. 
Hasil kesepakatan Tim Perumus, selanjumya 
dibahas pada rapat pleno dengan tujuan untuk 
menyerasikan dan menyempurnakan materi-materi 
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.d) 

8) 

yang saling terkait antara satu bah dengan bah 
Iainnya, satu pasal dcngan pasa] Iainnya, dan antara 
ayat satu dengan ayat lainnya. Selain itu rapat sin- 
kronisasi diselenggarakan untuk merangkum dam 
melihat kembali hal-hal yang menyangkut perma- 
salahan dan perhatian tiap-tiap �¿‘aksi sebagaimana 

disampaikan dalam pengantar musyawarah fraksi 

pada rapat Badan Pekerja MPR. 

Materi yang telah disinkronkan, selanjutnya 
dibahas dalam rapat �¿nalisasi dengan tujuan untuk 
merumuskan dan mensistematiskan mated 
rancangan perubahan Undang—Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Materi yang dihas�Àkan daIi rapat �¿nalisasi, 
selanjutnya disosialisasikan sekaligus dilakukan uji 

sahih kepada berbagai kalangan masyarakat dan 
lembaga negara/pemerintah. Tujuannya ialah untuk 
menyerap berbagai pandangan, pendapat, dan 
tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat dan 
lembaga negara/pemerintah terhadap hasil rumusan 
rapat �¿nalisasi. 
Pembahasan berbagai pandangan, pendapat, dau 
tanggapan dari berbagai kalangan maSyarakat dan 
lembaga negara/ pemerintah dilakukan oleh Panitia 
Ad Hoc I Badan Pekelja MPR dengan me- 
nyelenggarakan kegiatan revimv yang didahului 

dengan kegiatan pre-revimv. 

Hasil ke1ja Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 
selanjutnya disahkau oleh rapat Panitia Ad Hoc I 
B'adan Peketja MPR dan rapat Badan Pekerja 
MPR. Hasil ketja yang disepakati itu kemudian 
menjadi bahan pokok Pembicaraan Tingkat II. 
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Dalam rangka pendal'aman terhadap materi ran- 
cangan perubahan Undang—Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun I945, Panitia Ad Hm: I 

Badan Pekelja MPR mengundang beberapa narasumber 
yang dipandang berkompeten di bidang materi 
'rancangan perubahan Undang—Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

Selain itu untuk memperlancar prose‘s pembahasan 
Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR me- 
nyelenggarakan lobi antarpimpinan fraksi MFR. Forum 
in: digelar untuk membahas haI-hal yang berkaitan de- 
ngan materi ranc-angan perubahan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sorta 

mengupayakan tercapainya titik temu mengenai materi 

yang menjadi perhatian fraksi-fraksi MPR sebagajmana 
disampaikan dalarn pengantar musyawarah fraksi pada 
rapat Badan Pekelja MPR. 

Agar 'bahasa yang digunakan di dalam materi 
rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai 'dengan kaidah 
bahasa Indonesia dan bahasa hukum, Panitia Ad Hoc I 

Badan Peketja MPR meminta pendapat ahli bahasa, 
"ahli hukum tata negara, dan ahli penulisan undang- 
undang (legal dra�¿er). 

Satu ha] yang sangat panting dikemukakan dalam 

pembicaraan tingkat I adalah bahwa berdasarkan 

ketentuan Peraturan Tata Tertib MPR, selama 
pembicaraan tingkat I 01611 Panitia Ad Hoc I tidak 
dilakukan pemungutan suara (voting). Semua materi 
dihahas se‘cara bersama dan semantiasa diupayakan 
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'tercapainya kesepakatan terhadap 'satu 'matcri sehingga 
hanya terdapat satu rumusan matcri. Apabila sampai 
kesempatan terakhir tidal: juga dicapai kesepakatan 
adanya satu rumusan materi, mmu‘san dapat-terdiri atas 
dua altematif atau lebih. 

Tidak adanya pemungutan suara (vexing) 
memperlcuat tekad dan semangat dari Panitia Ad Hoc I 
untuk terns mencan' kesamaan pendapat sampai batas‘ 

akhir pembahasan sekaligus meneguhkan kebersamaan 
dan toleransi seluruh pirnpinan 'dan anggdta Pam'tia Ad 
Hoc- I. 

Agar pembahasan dan p‘eng‘ambi'l'an putusa‘n 
'terhadap rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 
'Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil kelja 
Panitia Ad Hm: I beljalan lancar di tingkat pembicaraan 
selanjutnya (pembicaraan tingkat II, III, dan IV) 
sehingga lebih mudah disahkan m'enjadi perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Panitia Ad Hoc I menyusun daftar 

prioritas materi rancang'an perubahan berdasarkan 
tingkat sensitivitasnya. Terhadap materi yang tidak 
.se'nsitif karcna tidak a'danya perbedaan. Diantara fraksi 
MFR, materi itu menjadi prioritas untuk djmasukkan 
sebagai bagian dari hasil kelja Panitia Ad Hoc I, 
contohnya materi tentang pembatasan masa jabatan 
presiden, pemilihan umum, Badan Pemeriksa 
K'euangan, dan atribut negara. Terhadap materi yang 

memiliki sensitivitas tinggi karena masih adanya 

perbedaan yang besar di antara fraksi MPR, materi itu 
tidak dipaksakan untuk menjadi hasil kelja Panitia Ad 

Hoc- I yang: diajukan kc tingkat pembicaraan 
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selanjutnya-, contohnya materi tentang susunan dan 
keanggotaan MPR, wewenang MPR, pemilihan 
presiden sec-ma langsung‘, kedudukan agama dalam 
negara (Pasal 29), dan wilayah negara. 

Seiring dengan betjalannya waktu serta pendekatan 

dan komunikasi yang makin efektif antar�¿‘aksi MPR di 
Panitia Ad Hoc I, diharapkan materi yang memiliki 
tingkat sensitivitas tinggi tersebut secara bertahap dapat 
diturunkan sensitivitasnya serta dapal diupayakan 
adanya kesamaan pendapat diantara se'mua �¿'aksi MPR 
di Panitia. Ad Hoc I. 

Selain itu, Panitia Ad Hoc I juga memba'gi materi 
rancangan pcrubahan Undang—Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dua bagian: 
yaitu materi yang berdiri sendiri dan materi yang 
berkaitan dengan materi lain. Terhadap materi yang 
berdiri sendiri, Panitia Ad Hm: I memprioritaskan 
untuk menjadi hasil kerjanya serta diajukan kc tingkat 

pembicaraan selanjutnya karena dipandang lebih 

'mudah untuk djbahas dan disahkan. Contohnya adalah 
materi tentang Pemilihan Umum dan Wilayah Negara. 
Adapun materi yang berkaitan dengan materi lain 
mendapat waktu pembahasan Iebih lama (paujang) agar 
sedapat mungkin dapat dicapai kesepakatan terhadap 
seluruh materi yang berkaitan itu sebelum diajukan Ice 
tingkat pembicaraan selanjutnya. Contohnya adalah 
materi tentang susunan dan keanggotaan MFR, wewe- 

nang MFR, dan pemilihan presiden secara langsung. 

Dari mekanisme pembicaraan pada tingkat I yang 
dilakukan oleh Panitia‘. Ad Hoc I dapat ditemukan 
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secara jelas. bahwa-proses pembahasan perubahan 
Undang-U'ndang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahuu 1945' sarat dengan nilai kualitatif, yakni muncul 
dengan leluasa dan tolak angsur gagasan dan pemikiran 
muncul  secara dialogis, bebas, clan kritis sekaligus 

konstruktif ,  serta kaj ian keilmuan dan‘ studi literatur 

dilakukan secara intensif. 

'. Pembicaraan Tingkat I[ 

Pada Pembicaraan Tingkat II dilakukan pem‘bahasan 
materi rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan dalam 

rapat paripuma MPR pada sidang MPR yang didahului osleh 
penjelasan Pimpinan MPR dan dilanjutkan dengan 

pemandangan umum �¿'aksi—fraksi MPR. 

. Pembicaraan Tingkat III 

Penjelasan Pimpinan MPR dan pemandangan mnum 
�¿aksi—�¿aksi MPR mengenai materi rancangan perubahan 
Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. dilanjutkan dengan pembahasan oleh Komisi Majeh's 
terhadap semua hasil pembicaraan tingkat 1 dan tingkat II. 

Komisi A MPR '(Komisi C MPR pada. Sidang Umum 
MPR tahun 1999) sebagai komisi pada sidang-sidang MPR 
yang mendapat tugas untuk membahas perubahan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menggunakan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil kerja Badan 
Pekerja MPR dan materi pengantar musyawarah �¿'a'ksi- 
fraksi MPR yang disampaikan pada rapat pertama Komisi A 
MPR. Selama pembahas-an di Komisi A MPR, terbuka ke- 
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mungkina‘n menerima masnkjan, tang-gapan, dan fpen'dapa't 
dari anggota komisi. 

Mekanisme pembaha'san di Komisi' A MPR 
berlangsung sebagai berikut. 

1) Forum Rapat Pleno Komisi A MPR 
Tiap-tiap �¿'aksi MPR menyampaikan pengantar 
musyawarah fraksi dan tiap-tiap anggota MPR diberi 
kesempatan untuk membahas materi rancangan per- 
ubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 'Tahun 1945. 

‘2) Forum Lobi 
Forum lobi adalah forum yang dibentuk oleh Komisi A 
untuk membicarakan substansi materi rancangan 

perubahan Undang-Undang Dasar Nezgara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang berkembang dalam forum 
rapat pleno. Keang‘gotaan forum lobi terdiri atas Pim- 
pinan Komisi A dan wakil dari sctiap �¿'aksi. 

3) Forum Rapat Tim Perumus 
Forum rapat tim perumus adalah forum yang dib'entuk 
oleh Komisi A MPR untuk membahas dan merumuskan 

rancangan perubahan Undang—Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

4) Untuk penyempurnaan redaksional rancangan 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Komisi A meminta pendapat 
ahli bahasa, ahli hukutn tata negara, dan ahli penulisan 
undangeundang. 

d. Pembicaraan Tingkat IV 

Hasil kerja Komisi A MPR kemudian diputus- 

'kan/ditotapkan 'dalam rapat paripurna MPR setelah men- 
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"dengar laporan dari Pimpinan Komisi .dan bilamana perlu 
dengan kata akhir dari �¿'aksi—�¿‘aksi MPR. 

Terhadap materi hasil pembicaraan tingk‘at III yang 
disepakati, putusan diambil dengan cara aklamasi, 
scdangkan terhadap materi hasil pembicaraan tingkat III 

yang tidak disepakati, putusan diambil dengan cara 
pemungutan suara (voting). 

Putusan terhadap rancangan materi perubahan Undan‘g- 
Undan'g Dasa'r Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dilakukan dengan cara pemungutan suara karena sampai 
saat terakhir menjelang pengambilan putusan tidak dicapai 

kesepakatan �¿'akSi-frak-si MPR sehingga masih 'terdapat le- 

bih dari satu rumusan rancangan perubahan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Pemungutan suara dilakukan berdasarkan ketentuan P213211 
37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (sebelum diubah), yaitu: 

(I) Untuk mengubah’ Undang—Undang Dasar sekurang— 
kurangnya 2/3 daraipada jumlah anggota Maje�¿s 

Permusyawaratan Rakyat hams hadir. 
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-ku— 

rangnya 2/3 daripadajumlah anggata yang hadir. 

Dalam proses perubahan UndangeUndang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibahas dalam 

empat kali sidang MPR sejak tahun 1999 sampai dengan 

2002, hampir seluruh materi rancangan perubahan disetujui 

dengan cara aklamasi setelah scbelumnya dilakukan 
pembahasan sangat mendalam, kritis, dan objektif. Hal ini 
menunjukkan keberhasilan dari seluru'h anggota MPR .dan' 
�¿'aksi-�¿aksi MPR serta- dalam arti luas seluruh bangsa 
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Indonesia karena telah berhasil menyamakan persepsi dan 
materi perubahan UndangeUndang Dasar Negara 'cublik 
Indonesia Tahun 1945'. 

Dari puluhan materi yang dibahas dan diputuskan 
dalam empat sidang MPR, hanya satu materi saja. yang 

diputuskan dengan cara pemungutan suara yaitu Pasal 2 
Ayat ( l )  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mengenai susunan keanggotaan MPR, yang 
terdiri atas dua altematif sebagai berikut. 

Alternatif l 

Majelis Pennusyawaratan Rakyat terdiri 'atas anggo'ia 
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah 
dengan utusan golongan yang dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, yang selanjutn-ya diatur oleh undangr 
undang. 

Alternatif '2' 

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan 
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur le- 
bih lanjut dengan und-ang-undang. 

Pada pemungutan suara tersebut, mayo�¿tas anggota 
MPR memilih altematif 2, yaitu sebanyak 475 anggota 
MPR, sedangkan altematif 1 djpilih 122 anggota MPR, dan 

3 anggota MPR memilih abstain. 

Dari proses pengambil'an putusan yang mengutamakan 
cal-a aklamasi dibanding pemungutan suara tersebut, dapat 
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5. 

disimpulkan bahwa kuatnya semangat dan ikatan 
kebersama'an, kekelua'rgaan, persah'abatan, persaudaraan, 

serta toleransi dan jiwa besar antaranggota MPR. Semangat 

dan ikatan luhur itu melampaui keragaman paham dan sikap 
antar�¿‘aksi MPR sebelumnya, pada awal-awal pembahasan. 

Semangat kenegarawanan antaranggota MPR itu 
menunjukkan besamya. hasrat dan cita-cita membangun 
keindonesiaan yang dilandaskan pada keragaman 
(bhinneka) tetapi pada satu titik mencapai kesatuan 
pendapat (mugged ika). Hal itu juga menunjukkan bahwa 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 merupakan kebutuhan MFR untuk 

'menyempurnakan 'aturan dasar dalam mamjudkan 

kehidupan bangsa dan negara yang. lehih baik pada masa 
yang akan datang. 

J'enis Pembahan UUD 1945 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dilakukan untuk menyempurnak-an 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, bukan untuk mengganti Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu jenis per- 
ubahan Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang dilakukan oleh MPR adalah mengubah, 
.membuat rumusan barn sama sekali, menghapus atau 
menghilangkan, memindahkan tempat pasal atau ayat 

s‘ekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat. Untuk itu 

dapat dikemukakan contoh sebagai berikut. 

49 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

a. Mengubah rumus‘an yang te-lah ada. 

Sebag'ai contoh rumusan Pasal 2 aya't (1) Undan’g- 
Undang Dasar Negar‘a Republik Indenesia Tahun 1.9.45 yang 
semula berbunyi: 

Final 2 

( I )  Majelis Permu'syawaratan Rakyat terdz'ri was. ang- 

gota-anggota Dewar: Perwakilan Rakyat, ditamb'ah 
dengan utusan-utusan dari daerah-daerah don 
golongan—golongan, menurut alarm: yang ditetapkan 

dengan undang-undang. 

Satelah diubah menjadi: 

Paul 2 

( I )  Mty'elis Pennusyawaratan Rakyat t'erdm' aim 
anggbta 021W?" Perwakilan Rakyar dan anggata 
Dewar: Perwakiian Daerah yang dzpilih melalui 

pemilz’han umum don diatur Iebih lanjut dengan 
undang—undang. 

b. Membua‘t rumusan barn. sama sekali. 

Contohnya adalah rumusan ketentuan Pasal 6 A  ayat ( I )  

Undang-Und'ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945: 

Pam! 6A 

( '1) Presiden dun Wakil Presiden dxpiiih dalam 5am 

pasangm secara Iangsung 'oleh. rmati 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

:‘c. Menghapuskan/menghilangkan mmusan ”yang ad'a. 

Sebagai 'contoh, ke'tEntuan Bab IV Dewan Per- 

timbangan Agung. 

BAB IV 

DE WAN PERTIMBANGiNA-GEDVG 

Pasal 16 

"(1) 'SuSunan Dayan Pertimbangan. Agung ditefa'pkan 
de-ngan undang-undang. 

(2) Dewan im' berkewajiban memberz‘ jmb alas. 
pertanyaan Presiden dun bet-�¿nk mmcy'ukan usul 
kepada pemerin rah. 

-Sete1ah diubah menjadi: 

BAB IV 

DE-WAN PERTIMBANGANAGUNG 

Dihapus. 

'd. Memindahkan rumusan pas‘al kc dalam rumu'san ay'at atau 
sebaliknya memindahkan rumusan ayat kc dalam rumusan 
pasal sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat. 

Contoh pemindahan rumusan pasal kc dalam rumusan ayat 

sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat adalah 
ketenman Pasal 34 Undang—Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
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Pasal 34 

Fakir miskin dam malt—anal: yang terlantar dipelihara' 
oleh negara. 

Set‘elah. diubah menjadi: 

Pasal 34 

(1 ) Fakir mkkin dam anak-anak yangsterlanrar dipeliham 
oleh negara. 

Contoh pemindahan rumusan ayat kc dalam rumusan 
pasal sekaljgus mengubah penomoran pasal atau ayat yakni 

ketenman Bab VIII Hal Keuangan Pasal 23 ayat (2) 
Undang-Undang. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

Pasal 23 

(2) Mat-2am dan hmga mam yang ditetapkun dengan 
undang—undang. 

Satelah diuba‘h menjadi: 

Pasal 23B 

Macam dan hazrga mate uang ditetapkan dengan 
undang-undang. 

6. Ketcntuan Umum 

Dalam prose‘s .dan hasil Pembahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat beberapa hal 
yang perlu dijelaSkan agar diperoleh kesamaan �Àan 
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kes‘e‘ragaman pendap'at dalam memahami Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tennasuk 

menjadi acuan bagi para narasumber dalam melakukan 

kegiatan sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Beberapa ketentuan tersebut, antara 
lain, sebagai berikut. 

-_a. Secara resmi kata yang dipakai dalam perubahan Undan'g— 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
adalah kata pembahan. Istilah amendemen yang beraSaJ 
dan' bahasa Inggris tidak digunakan sebagai istilah resmi. 
Istilah amendemen banyak dipakai oleh kalangan 
akademis dan LSM serta orang asing. 
Penyebutan Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi 
adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. Penyebutan resmi ini diputuskan dalam 

Sidang Paripurna Majelis pad-a Sidang Tahunan MPR 

tahun 2000. 
Dalam melakukan pembahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR 
menyepakati cara penulisan cara adendu‘m yakni naskah 
asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 tetap' dibiarkan utuh sementara naskah 
perubahan diletakkan setelah naskah asli. Dengan 
demikian naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 adalah naskah yang 
terdiri atas lima bagian: 

1) Undang-Undang. DasaI Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

2) Pembahan Pertama Undang—Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 
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3) Pembahan Kedua Undang-Undang Dasar Niagara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

4) Pembahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negar'a 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

5) Pembahan Keempat Undang-Undang Das'ar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

Agar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dapat lebih mudah dipahami oleh berbagai 

kalangan, disusun risalah Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah yang 
berisikan pasal-pasal dari Naskah Asli yang tidak bembah 
dan pasal-pasal dari empat naskah hasil perubahan. 
Namun Undang-Undang Dasar dalam Satu Naskah itu 
bukan merupakan naskah resmi Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Penyebutan nama Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 teiah termasuk juga 
perubahannya. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 dan perubahannya atau UUD 1945 dan 
perubah'annya. 
Kata “Pembukaan” memp'akan penyebutan resmi untuk 
menunjuk Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah lain yang dapat 
dipakai adalah Preambule sebagaimana tercantum dalam 
naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Adapun Mukaddimah merupakan 
istilah yang digunakan dalam Piagam Jakarta. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu'n 
1945 terdiri atas dua bagian, yaitu Pembukaan dan pasal- 
pasal. Istilah “Batang Tubuh“ yang selama ini digunakan 
sebagaimana tercantum dalam Pasal [I Aturan Tambahan 
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Undang—Undang Dasar Negara Repub�¿k Indonesia Tahun 
1945 tidak lagi dipakai karena sudah digantikan dengan 
kata pasal-pasal. 

h. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 tidak berlaku Iagi sesuai dengan 
ketentuan Pasal II Aturan Tambahan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun 

demikian sebagai dokumen historis Penjelasan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
tetap tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kar'ena dalam 
melakukan perubahan konstitusi, MPR menganut cara 
adendum. 

'i. Rumusan diamr dengan undang-undang yang terdapat 
dalam pasal atau ayat Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 diberi makna hal yang 
'diatur dalam ketentuan‘ itu harus dirumuskan dalam sebuah 
undang-undang yang khusus diterbitkan untuk 
kepentingan itu. Adapun diatur dalam undang-undang 

yang terdapat dalam pasal atau ayat Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diben' 
makna hal yang diatur daJam ketentuan itu dapat menjadi 
materi suatu atau beberapa undang-undang yang tidal; 
khusus diterbitkan untuk kepentingan itu. 

D. Hasil Perubahan Dan Naskah Asli UUD 1945 

Setelah melalui tingkat—tingkat pembicaraan sesuai deng'an 
ketentuan Pasal 92 Peratin'an Tata Tertib MPR, dalam beberapa 
kali sidang MFR telah mengambil putusan empat kali perubahan 
Undang-Undang Dasar Ne'gara Republik Indonesia Tahun 1945. 

dengan perincian sebagai berikut. 
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Pembahan Pertama. Undan'g-Undang DaSar Negara Republik 
Indonesia. Tahun 1945 hasil Sidang Umum MPR tahun 1999 
(tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999). 
Perubahan Kedua Undang—Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000 
(tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000). 

Pembahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 

(tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001). 
Pembahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 hasil Sidang Tahunan MFR tahun 2002 
(tanggal I sampai dengan I I  Agustns 20.02). 

'Setelah disahkannya Pembahan Keempat Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Sidang 
Tahunan MPR tahun 2002 yang Ialu, agenda veformasi konstitusi 

Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. 

Mengingat perubahan dilakukan dengan cara adendum, setelah 
dilakukan empat kaIi perubahan dalam satu rangkaian kegiatan, 
Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1-945 
memiliki susunan sebagai berikut: 

.1. Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang ditetapkan dalam sidang Panitia Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dan 
diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 
Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 

Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana 
tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959); 
Pembahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Taken 1945 (sebagaimana tercantum dalam 

Lembaran Negara Nomor 11 Tahun 2006); 
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3. Pembahan Kedua Undang-Undan‘g Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 ('sebagaimana ternantum dalam 
Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 2006); 

4. Pembahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun I945 (sebagaimana tercantum dalam 
Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2006); 

5. Pembahan Keempat Undang-Undang DasarNegara Repub�¿k 

Indonesia Tahun I945 (sebagaimana terCantum dalam 
Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 2006). 

Untuk memudahkan pemaharnan secara sistematis, holistik, 
dan komprehensif, Undang-Undang Dasar Negara Repilik 
Indonesia Tahun 1945 juga disusun dalam satu naskah yang 
berisikan pasal-pasal dari Naskah Asli yang tidak b-erubah dan 
pasal-pasal dari empat naskah hasil perubahan. Penyusunan 
Undang-Undang Dasar 1945 dalam satu naskah pada awalnya 

merupakan kesepakatan Panitia Ad Hm: I Badan Pekexja MPR 

masa sidang tahun 2001-2002. Selanjutnya kesepa‘katan itu dibahas 
dan disepakati oleh Komisi A Majelis pada Sidang Tahunan MPR 
tahun 2002, tanggal 9 Agustus 2002, yang disampaman pada Rapat 
Paripuma ke-S Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Kesepakatan 
Komisi A Majelis itu menindaklanjuti laporan Panitia Ad Hoc I 
Badan Pekeija masa sidang tahun 2001-2002 dalam Rapat ke-4 
Badan Pckerja MPR tanggal 25 Juli 2002 b'erupa draft Undang- 
Undang Dasar 1945 dalam satu naskah, untuk dilaporkan dalam 

sidang paripuma MPR, yang selanjutnya akan menjadi risalah 
sidang paripuma MPR sebagai naskah perbantuan dan kompilasi 
tanpa ada 'opini. Namun, susunan Undang-Undang Dasar dalam 
satu naskah itu bukan merupakan naskah resmi Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukannya 
hanya sebagai risalah sidang dalam rapat paripurna Sidain'g 
Tahunan MPR tahun 2002. 
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Perlu djcatat bahwa walaupun Undang-Undang Dasal' Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dalam satu naskah, hal itu 

sama sekali tidak mengubah sistematika Undang-Undang Dasar 
Ne'g-ara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni secara penomoran 
tetap terdiri atas 16 bab dan 37 pasal. Pembahan bab dan pasal 
ditandai dengan penambahan huruf (A, B, C, dan seterusnya) di 

belakang angka bab atau pasal '(contoh Bab VIIA tentang Dewan 

Perwakilan Daerah dan Pasal 22E). Penomoran Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tetap tersebut 
sebagai konsekuensi logis dari pilihan melakukan perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dengan cara adendum. 

Ditinjau dari aspek sistematika, Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia T-ahun 1945 sebelum diubah terdiri atas tiiga 
bagian (termasuk penamaannya), yaitu: 

1. Pembukaan (Pfeambule); 

2. Batang Tubuh; 

3. Penjelasan. 

Setelah diubah, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 terdiri dari atas dua bagian, y'aitu: 

l .  Pembukaan; 

2. Pasal-pasal (sebagai ganti istilah Bataug Tubuh). 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang dilakukan mencakup 21 bab, 73 pa-sal, dan 170 

ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan. 

Ditinjau dari jumlah bah, pasal, dan ayat Undang—Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah ter- 
diri atas 16 bah, 37 pasal, 49 ayat, dan 4 pasal Aturan Peralihan 
Sierta 2 ayat Aturan Tambahan. Setelah diubah, Undannndang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tardiri atas 21 bah, 
73 pasal, dan 170 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan serta 2 pasal 
Arman Tambahan. Lihat tabel di bawah ini. 

Undang—Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Sebelum dan Sesudah Perubahan 

Undang—Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

No. Bab Pasal Ayat Aturan Aturan 
Perahan Tambahan 

1.. Sebelum 16. 37 49 4 pasal 2 ayat 

Pembahan 

2. Setelah 21 73 170 3 pas‘al 2 pasal 
Pembahan 

Hasil pembaha‘n da'n naskah asli Undan‘g-Un‘dan‘g Das-a'r 
Negara- Republik Indonesia 'Tahun 1945 sebagai berikut. 

A. PEMBUKAAN. 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Nega'ra- Republik 
Indonesia Tahun 1945, TETAP dengan rumusan s'cbagai 
benkut. 
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UNDANG—UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 1945 

PEMBUKAAN 

(Preambule) 

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala 

bangsa dan oleh sebab itu, mak'a penjajahan 'di atas dunia 

hams dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri- 
kem'anusiaan dan peri-keadilan. 

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia 
telah sampailah kepada saat yang 'berbahagia dengan selamat 
sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu 
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, 

bersam, berdaulat, adil dan makmur. 

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa d�Àll 
dengan didorOngkan oleh keinginan luhur, supaya 
berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 
menyatakan dengan ini kemerd‘ekaannya. 

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu 
Pe-merintah Negara IndoIIesia yang melindungi seg'enap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketettiban dunia 
yang berdasarkan kemerdekaam perdamaian abadi dan 
kea'dilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan 

Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara 

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 
Republik‘ Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 

.berdasar kepada Ketuhanan Yang: Maha Esa, Kemanusiaan 
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yang adil dan beradab, Persanlan Indonesia dan Kerakyatan 
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan 
suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan 

Und-ang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 sebagaimana terdapat pada Penjelasan UUD 1945 
sebclum diubah mencakup empat pikiran, yaitu: 

Panama, Negara Indonesia melindung'i segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan 
berdasar atas persatuan dengan mewjudkan keadilan sosial 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima 
aliran 'pengertian negara persatuan, negara yang melindungi 
dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara 
mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham 
perseorangan. Negara, menurnt pengertian Pembukaan itu 
menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia 
seluruhnya. Inilah suam dasar negara yang tidak boleh 
dilupakan. 

Kedua, bahwa Negara. Indonesia hendak mewujudkan 
kea‘dilan sosial bagi seluruh rakyat. 

Ketiga, bahwa Negara Indonesia ial'ah negara' yang 
berkedaulatan Rakyat, berdaSar atas kerakyatan dan 

pennusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem nega'ra 
yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar hams berdasar 

ata-s kedaulatan Rakyat dan berdasar atas permusyawaratan 
perwak�Àan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat 
Indonesia. 
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Kearnpat, bahwa Negara Indonesia ialah negara berdasar 
atas Ketuhanan Yang Maha Esa menumt dasar kemanusiaan 
yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undan‘g 
Dasar hams mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan 
lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti 
kemanusiaan yang luhur dan memegang te'guh cita-cita moral 

rakyat yang luhur. 

Selain keempat pokok pikiran itu, keempat alinea 
Pembukaan UUD 1945 masing-masing .mengandung cita-cita 
luhur dan �¿loso�¿s yang hams menjiwai keseluruhan sistem 
ber�¿kir materi Undang-Undang Dasai‘. 

Alinea pertama menegask‘an kayakinan bangsa Indonesia 
bahwa kemerdekaan itu adalah hak asasi segala bangsa, .dan 
karena itu segala bentuk penjajahan di dunia hams 
dihapuskan, karena tidak. 'sesuai dengan pe�¿kemanusiaan 'dan 

perikeadilan. 

Alinea kedua, menggambarkan proses perjuangan bangsa 

Indonesia yang panjang dan penuh penderitaan yang akhirnya 

berhasil mengantarkan bangsa Indonesia kc depan pintu 
gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, 
adil, dan makmur. Alinea ketiga, menegaskan pengakuan 
bangsa Indonesia akan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha 
Esa, yang memberikan dorongan spiritual kepada segenap 
bangsa untuk memperjuangkan perwujudan cita-cita luhur, 
yang atas dasar keyakinan spiritual serta dorongan luhur itulah 
rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. 

Alinea keempat, menggambarkan visi bangsa Indonesia 
mengenai bangunan kenegaraan yang hendak dibentuk dan 
diselenggarakan dalam melembagakan keseluruhan cita-c-ita 
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bangsa urrtuk Inerdeka, bersatu, be’rdaulat, adil dan makmu‘r 
dalam wadah Negara Indonesia. Alinea ini menentukan 
dengan jelas mengenai tujuan dan dasar negara Indonesia 
sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi 
konstitusional. Negara Indonesia dimaksudkan untuk tujuan 
melin'dungi segenap hangsa Indonesia dan seluruh turnpah 

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemcrdekaan, perdamaian 
abadi dan keadilan sosial. 

Dalam mencapai keempat tujuan bemegara itu, Negara 
Indonesia diselenggarakan berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa, Kemanusiaan yang .adil dan beradab, Persatuan 

Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kcbijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, "dan 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Pokok-pokok pikiran tersebut mencakup su’a‘sana 
kébathinan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar. 

Pokok-pokok pikiran itu mencerminkan falsafah hidup dan 

pandangan dunia bangsa Indonesia serta cita-cita hukurn yang 

mcnguasai dan mcnjiwai hukum dasar, baik yang tertulis 
maupun tidak tertulis. Undang-Undang Dasar mewujudkan 
pokok-pokok pikiran itu dalam perumusan pasal-pasalnya 
yang secara umum mencakup prinsip-prinsip pemikiran dalam 
garis besamya. 
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B. PASAL—PASAL. 

l .  Bab Bentuk dan Kedaulatan 

Scbelum perubahan Undannndang Dasar Negara 
Repub�¿k Indonesia Tahun 1945, bab Bentuk da-n 
Kedaulatan'terdi�¿ atas satu pasal, yaitu Pasal 1 dengan dua 
ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Setelah Pembahan 
'Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 tetap memiliki saru pasal, tetapi dengan tiga ayat, 

yaitu ayat (l), ayat (2), dan ayat. (3). Adapun Pasal 1 ayat 
(1.) tetap. 

Uraian perubahan mated pokok “Bab tentang Bentuk 
dan Kedaulatan” sebagai berikut. 

a. Bentuk Negara, TETAP. 

Rumusan pasal ini sebagai b'ezikut, 

Pasal I 

('1) Negara Indonesia falah Negara Kesatuan, yang- 

berbentuk Republilc 

b. Ked‘aulatan Rakyat 

Perubahan Ketiga Undang—Undang Dasar Negara 
Rapublik Indonesia Tahun 1945 mengenai kedaulatan 
rakyat diatur dalam Pasal 1 ayat (2) <1a nunusan 
sebagai berikut. 
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Rumusan perubahan 

ram: 1 

(2‘) Kedaulaz‘an berada di tanganrakyat dan dilaksa— 

nakan menurut Undang-U�¿dang Dasar. 

Rumusan naskah asli 

Pasal 1 

(2)Kedau1aran adalah di fungal: ralgyat, dan 
dilakukan sepenuhnya ale}: Majelis Permu- 

syawararan Rakyat. 

Pembahan ketentuan Pasa] 1 ayat (2) itu di- 
maksudkan untuk mengoptimalkan dan mcneguh-kan 
paham kedaulatau rakyat yang dianut negara Indonesia 
karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi 
dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, 
yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara clan oleh berbagai 

lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Rumusan baru itu justru mempakan penjabaran 
langsung paham kedaulatan rakyat yang secara tegas 
dinyatakan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alinea IV. 

Padahal rumusan sebelum perubahan, kedaulatan rakyat 
dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, yang justru telah 

mereduksi paham kedaulatan rakyat itu menjadi paham 
kedaul-atan negara, suatu paham yang hanya lazim 
dianut oleh negara yang masih menerapkan paham 
totalitarian dan/atau otori-tarian. 
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Atas dasar pemikiran bahwa pelaksanaan ke- 
daulatan rakyat ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang menentukan bagian mana dari ke- 
daulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepa- 
da badan/ lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, 

dan �¿mgsinya ditentukan oleh Undang-Undangi Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu serta bagian 
mana yang Iangsung dilaksanakan oleh rakyat. Dengan 
kata Iain, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak 
diserahkan kepada badan/lembaga mana pun, tetapi 
langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri melalui 
pemilu. 

Dalam implementasiny‘a, pelaksanaan pemilihan 
langsung sebagai bentuk penggunaan hak kedaulatan 
rakyat bisa juga diberikan oleh undang-undang yang 
bersumber pada Undang-Undang Dasar Niagara 
Riepublik Indonesia Tahun 1945 seperti yang telah 
berlaku untuk pemilihan anggota Dewan Pemakilan 
Daerah dan pemilihan Kepala Daerah. Itu juga mungkin 

berlaku untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD pada 

masa yang akan datang. Jadi, penggunaan hak memilih 
secara langsung bukan hanya yang ditentukan secara 

eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar, tetapi juga 
dapa‘t dimuat di dalam Undang-Undang yang bersumber 
dari konsep dasar yang dianut Undang—Undang Dasar 
.kita. 

Ketentuan itu mengubah sistem ketatanegaraan 
Indonesia da'ri supremasi MPR kepada siste'm 
kedaulatan rakyat yang diatur melalui Undang—Undang 
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Dasar N'egara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Undang-Undang Dasar itulah yang menjadi dasar dan 
rujukan utama dalam menjalankan kedaulatan rakyat. 
Aturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 itnlah yang mengatur dan 
membagi pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat 

itu sendiri danfatau kepada berbagai lembaga negara. 

Pembahan itu menetapkan bahwa kedaulatan tetap 
d'i tangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara 
melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan itu 
menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diben'kan 
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahnn 19.45. Dengan peruhahan itu tidak dikenal lagi 

istilah lembaga tertinggi negara ataupun lembaga tinggi 

negara. Kedudukan setiap lembaga negara bergantlmg 

pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Repub�¿k Indonesia 
Tahun 1945.. 

”Indonesia adalah negara hukum 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menge�Àai Indonesia 
adalah negara hulcum diatur dalam satu pasal, yaitu 
Pasal 1 ayat (3) dengan rumusan sebagai berikut. 

Pam! I 

(3) Negara Indones-ia-adalah negara hukum. 

Ketentuan ini berasal dari Penjelasan Undang- 
Undan'g Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1.945 

yang “diangkat” ke dalam Undang—Undang D353: 
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Negara Repuk Indonesia Tahun 1945. Negara hukum 
yang dimaksud adalah negara yang menegakkan 
supremasi hukum untuk menegakkan k‘ebenaran dan 
keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertang— 
gungjawabkan (akuntabel). Masuknya rumusan im ke 
dalam Undang-Undang Dasar Ne'gara Republik 

Indonesia Tahun I945 mempakan salah satu contoh 
pelaksanaan kesepakatan dasar dalam melakukan per— 

ubahan Undang-Undang Dasar Negara Repuk 
Indonesia Tahun 1945, yakni kesepakatan untuk mema— 
sukkan hal-hal normatif yang ada di dalam Penjelasan 
k_e_ .dalam pasal-pasal. 

Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah 

negara hukum (dalam Penjelasan rumusan Iengkapnya 

adalah “negara yang berdasar atas hukum”) ke dalam 
pasal dimaksudkan untuk memperte'guh paham bahwa 
Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelengr 
gaman negara maupun ke'hidupan berhangsa clan 
bermasyarakat. 

Secara umu'm, dala-m setiap negara-yang menganut 

paham negara hukum, kita melihat bekexjanya tiga 
'prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (supremacy of 
law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the 
law), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak 
bertentangan dengan hukum (due process of law). 
Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negate. 
hukum akan terlihat ciri-ciri adanya: 

1) jaminan perlindungan hak-h'ak asasi manusia; 
2.) kekuasaan kehakiman atau peradilan yang 

merdeka; 
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3) legalitas dalam arti hukum, yaitu‘ bahWa baik 
pemerintahfnegara maupun warga negara dalam 
bertindak hams berdasar atas dan melalui hukum; 

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ne'gara hukum 
Indonesia mengenal juga adanya Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) scbagai salah satu Iingkungan 
peradilan di samping peradilan umum, peradilan militer 
dan peradilan ag-ama. Adanya PTUN scring juga 
diterima sebagai salah satu ciri negara hukum. 

Di dalam literatur memang dikenal juga adanya 
ciri lain sebagai varian di d‘alam negara hukum, yakni 
adanya peradilan tata usaha negara atau peradilan 
administrasi negara’ (Adminisrratz‘ef rechtsspraak). 
Namun ciri itu tidak selalu ada di negara hukum karena 
amat bergantung pada tradisi yang 
melatarbelakanginya. Ciri itu biasanya ada ‘di negara 
hukum dengan latar belakang tradisi Empa Kontinental 
dengan menggunakan istil-ah rechtsstaat. Di dalam 

rechsstaat pelembagaan peradilan dibedakan dengan 
adanya peradilan khusus administrasi negara karena 
pihak yang menjadi subjek hukum berbeda' 

kedudukannya yakni pemerhltah/pejabat tata usaha 
negara melawan warga negara sebagai perseorangan 

atau badan huk‘um privat. Namun di negara hukum 
yang berlatar belakang tradisi Anglo Saxon yang negara 
hukumnya menggunakan istilah the rule of law 
peradilan khusus tata usaha negara pada umumnya tidal: 
dikenal sebab pandangan dasamya semua orang 
(pejabat atau bukan‘) .berkedudukan sama di depan 
hukum. 
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.Meskipun tidak sepenuhnya menganut paham 
negara hukum dari Eropa Kontinental, karena warisan 
sistem hukum Bel-anda, Indonesia menerima dan 

melembagakan adanya peradilan tata usah'a negara di 
dalam sistem peradilannya. Sementara itu penggunaan 
istilah rech‘tsstaat dihapus dari Undang-Undang Dasar 

kita sejalan dengan peniadaan unsur “Penjelasan” 

.setelah Undang-Undang Dasar negara kita itu dilakukan 

cmpat kali perubahan. Istilah resmi yang dipakai 
sekarang, seperti yang dimuat dalam pasal 1 ayat (3), 
adalah “negara hukum" yang bisa menyerap substansi 
rechtsstaa! dan the rule of law sekaligus. Unsur 
:konsepsi negara hukum yang berasal dari 1Iadisi Anglo 
Saxon (the rule of law) di dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlihat dari 
bunyi pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa 

“Segala warga negara Ibersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung 
hukum don pemerintahan rim dengan tidal: add 
kecualinya.” 

Konsekuen‘si ketentuan itu adalah bahwa setiap 

sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk 
(Warga negara dan orang asing) hams berdasarkan dan 
sesuai dengan hukum. Ketentuan itu sekaligus 

dimaksudk-an untuk mencegah terjadinya kesewenang— 
wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan 
oleh alat negara maupun oleh penduduk. 

Paham negara hukum sebagaimana tercantum 

dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) terkait erat dengan 
negara kcsejahteraan (wel�¿rre state) atau paham negara 

hukum 'materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat 
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Pcmbukaan dan k‘etentuan Pasal 34 Unda‘ng-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pelaksanaan 
paham negara hukum materiil akan mendukung dan 
mempercepat terwuj udnya negara kesejahteraan di  
Indonesia. 

Bab Majelis Permnsyawaratan Rakyat 

Bab tentang Majelis Pennusyawaratan Rakyat "ter'diri 
dari dua pasal, yaitu Pasal 2 dengan tiga ayat dan Pasal 3. 
Pembahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dilakukan terhadap ayat (1) 
mengenai susunan keanggotaan MPR. Adapun ayat (2') dan 

ayat (3) tetap tidak diubah dan tarhadap Pasal 3 tanpa ayat 
mcnjadi Pasal 3 dcngan 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3). ausan perubahannya Sebagai bcriku't. 

Rumusan pembahan: 

Pasal 2- 

(1) Majel'z‘s Pennusymvamtan Rakyat' terdiri atas anggbta 
Dewar: Perwakilan Rakyat dan anggata Dewan Perwa- 
kiian Daerah yang dipilih melalui pemih‘han umum dun 
diaiur Iebih lanjut danger: undang—undang. 

Runmsan naskah asli: 

Pam! 2 

(I) Majelis Perirmsyawaratan Rakyar terdirz’ alas 'anggora- 
:anggota Damn» Pemakilan Rakyat, ditambah dengan 
umsan-utusan dari daerah-daerah dam golongan- 
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golongan, menum't aturan yang“ dite'qkan dengan 
undang—undang. 

(2) Majelis Permusyawaramn Ralg‘zar bersida-ng sedikingza 
sekali dalam Iima tahun di ibukora negara. 

(3) Segala putusan Majelfs Permusyawaratan Rakyat 

diterapkan dengan suara yang terbanyak. 

Pembahan Pasal 2 ayat (1) dilakukan melalui 
pemungutan sua'ra. Pada saa't pcmungutan suara, uSul 
pcrubahan Pasal .2 ayat (1) tardiri dari dua alternatif: 

A lt'ernatg'f I : 

Majelis Pennusyawaratan Rakyat terdir-i atas anggota 
Dewan Perwakilan Rakyatd‘a-n anggota Dewan Perwakilan 
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah 
dengan utusan golongan yang dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya diam uleh undang- 
undang. 

Alternatifl’: 

Majelis Pennusyawaratan Rakyat terdiri ratais angg'o'ta 
Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota. Dewan Perwakilan 
Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur- le- 
bih lanj ut dengan undang-undan'g. 

Setelah dilakukan pemungutan suara, ternyata 475 ang- 

gota MPR memjjjh alternatif 2, sedangkan 122 anggota 
MPR memilih alternatif 1, dan 3 anggota MPR memilih 
abstain. Dengan demikian alternatif‘ 2 disahkan sebag-ai 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

Pasal 2 ayat '(l) Und‘ang-Undang Dasa‘r Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Pembahan ketentuan mengenai susunan keanggotaan 
MPR dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan 
kedaulatan rakyat yang seluruh anggota MPR dipilih oleh 
rakyat melalui pemilu. Selain itu, perubahan itu untuk 
meningkat-kan legitimasi MPR. 

Dengan perubahan ketentuan tersebut, MPR terdiri atas 

anggota DPR dan angg‘ota DPD yang semuanya dipilih oleh 

rakyat dalam pemilu. Ketentuan itu sesuai dengan prinsip 
demokrasi perwakilan yaitu “perwakilan atas dasar 

pemilihan” (representation by election). Ketentuan itu juga 
mcnjelaskan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR Idan 

anggo'ta DPD, bukan lembaga DPR dan lembaga DPD. 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 terhadap Pasal 3 terdiri atas tiga 
ayat. Pada Pembahan Ketiga (tahun 2001) diputuskan ayat 

( l ) ,  ayat (3), dan ayat (4). Adapun ayat (2) yang terdiri atas 

dua altematif diputuskan pada Pcrubahan Kecmpat (tahun 
2002) yakni tidak perlu ayat (2). Akjbamya penomoran 
ayat-ayat pada Pasal 3 hasil Pembahan Ketiga yang semula 
ayat (l), ayat (3), dan ayat (4) diubah menjadi ayat (1), ayat 
(2), dam ayat (3) pada Pembahan Keempat (tahun 2002i). 

Pembahan Pasal 3 mengenai wewenang Majelis 

Pcnnusyawaratan Rakyat tcrsebut dinyatakan dengan 
nmiusan sebagai bcrikut. 
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RumuSan perubahan 

Pas'al’ 3 

(I) Mqielis Pemmyawaratan Rafe/at berwenang meag— 
ubah dart meneiapkan Undang- Undang Dasar. 

(2) Majeltls Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden 
don/amt: Wakil Presiden. 

(3) Majehls" Permusyawararan Rahal hanya dapaf mem- 

berhentz’kan PIP-aside» dun/mail Wakil Presiden dalam 
masajabatannya menurut. Undang— Undan g Dasar. 

Rumus’an nas'kah asli 

Pam! 3 

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan 
Undang— Undang Dasar dam garb—gum besar dan'pada 
haluan negara. 

Ketentuan itu dirumuskan untuk melakukan penataan 
ulang sistem ketatanegaraan kita agar dapat diwujudkan 
secara optimal sistem ketatanegaraan negara Indonesia yang 
menganut sistem saling mengawasi clan saling‘ 
mengimbangi antarlembaga negara dalam kedudukan yang 
Setara, dalam hal ini antara MPR dan lembaga negara 

laixmya seperti Pre-siden 'dan DPR. 

Dengan ketcntuan baru ini setara- teoretis beratti 
ttadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan 
kita, yaitu dari sistem yang vertikal hierarkis dengan prinsip 
supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal-mngsional 
dengan prinsip saling mengimbangi dan saling mengawasi 
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antarlembaga 'negara. Dengan perubahan itu, MPR 'ti'dak 
lagi menetapkan garis—garis besar haluan negara, baik yang 
berbentuk GBHN maupun berupa peramran perundang- 
undan'gan, serta tidak lagi memilih dan mengangkat Presi- 
den dan Wakil Presiden. Hal ini berkaitan dengan 
'perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang menganut sistem pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat 

yang memiliki program yang ditawarkan langsung kepada 
rakyat. Jika calon Presiden dan Wakil Presiden itu menang 
maka program itu menjadi program pemerintah selama lima 
tahun. Berkaitan dengan hal itu, wewenang MPR adalah 
melantik Presiden atau Wakil Presiden yang dipilih secara 
langsung oleh rakyat. Dalam hal ini MPR tidak boleh tidak 
melantik Presiden dan/atau Wald] Presiden yang sudah 
terpilih. 

D'engan adanya perubahan Pasal 3 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MFR mem- 
punyai tiga wewenang, yaitu. 

1) mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasalj; 
2-) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 

3) memberhentikan Presiden- dan/atau Wakil Presiden 
dalam masa jabatannya me-nurut Undang—Undang 

Dasar. 

Kewenangan MPR lainnya diatur. pula dalam Pasal 8 
ayat [2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pengisian loweng- 

an jabatan Presiden "clan Wald] Presiden secara bersama- 

same ataupun bilamana Wakil Presiden berhalangan tetap. 
Dengan .demikian, kewenangan MPR itu ada lima, yaitu: 
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1) mengubah dan menetapk'an Undang—Undang Dasar; 
2) melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden; 

3) memberhentikan Pmsi'den dan/atau Wakil Presiden 

dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang 
Dasar; 

4) memilih Wakil Presiden dari dua salon yang diusulkan 

oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil 
Presiden dalam‘ masa jabatannya; 

5) memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila 

keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa 
jabatannya, dari dua pasangan calon Presiden dan calon 
Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau 
'gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden 
dan calon Wakil Presidennya merajh suara terbanyak 

pertama dan kedua dalam pemilihan umum 

sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya. 

Bentuk pengaturan lebih lanjut tentang MPR 

sebagaimana. amanat Undang-Undang Dasar adalah 
ditetapkannya Undang-Undang Newer 27 Tahun 2009 
tentang MFR, DPR, DPD, dan DPRD; dan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu anggota DPR, DPD, 

dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhjr dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2009 

Tentang Pembahan Atas UU No. 10 Tahun 2008 Tentang 

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menjadj Undang—Undang. 
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3. Bab Kekuasaan Pemerintahan Negara 

S'ebelum perubahan, Bab tentang K6kuas'aan 

Pemerintahan Negara terdiri atas dua belas pasal, yaitu 
Pasa14, Pasal S, Pasal 6, Pasal 7, P-asal 8, Pasal 9, Pasal 10, 

Pasal 11, Pasal 12, Pasal l3, Pasal l4, dan Pasal 15. Setelah 

perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Bab tentang Kekuasaan 
Pcme�¿ntahan Negara menjadj tujuh belas pasal yaitu Pasal 
4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, 

Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, 

Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16. 

Pada Pcrubahan Pertama (tahun 1999) diputu'sk'a'n 
perubahan Pasal 5 ayat (1) , Pasal 7, Pasal 9 ayat (1) dan 
ayat (2), Pas-a1 13 ayat (-2) dan ayat (3), Pasal l4  ayat (1) 

dan ayat (2), Pasal 15,.Pasa1 17 ayat (2) dan ayat (3), P515211 
20 ayat ( 1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasa121. 

Pada Pembahan Ketiga Undang-Undaug Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (tahun 2001) 

diputuskan scbanyak delapan pasal, yaitu Pasal 6, Pasal 6A, 
Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal l7. 

Pada Pembahan Keempat Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diputuskan 
sebanyak empat pasal, yaitu Pasal 6A ayat (4), Pasal 8 ayat 

(3'), Pasal l l  ayat (1), dan Pasal 16. 

Uraian perub‘ahan Undang—Undang Dasa‘r Negar'a 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam 
materi pokok Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara 
sebagai berikut. 
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.a. Pemegang kekuasaan pe'merintahan (TET-AP} 

Rumusan p'asal ini Sebagai berikut: 

Farm! 4 
( I )  Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang—Undang Dawn 
(2) Dalam melakukan kewajibannya Preside�À dib'amu 

ale]: satu orang Wakil Presiden. 

b. K'ekuasaan membentuk undang-undang 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kekuasaan 
membeumk undang-undang yang diatur dalam Pasal 5 
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan hanya terhadap ayat ( 1) 
dengan rumusan sebagai berikut. 

Rumusan perubahan 

Pasal 5 
( I )  .Presz'den berhak mengajukan rancangian undang. 

undang kepada. Damn Perwakilan Rakyat. 

Rumusml nask'ah asli 

Fuse! 5 
( I )  Presiden memegang kekuasaan membenmk un- 

dang-undang dengan persetujuan Dewar": Perm:- 
kz'lan Rakyar. 

(2) Presiden menetapkan peraturan pemerz'mah untuk 
menjalanknn undang—undang sebag‘aimna 
mestinya. 

Pembahan Pasal 5 ayat (1)  dimaksudkan untuk 

meneguhkan kedudukan dan peranan DPR sebagai lem- 

haga legislatif yang. memegang kekuasaan legislatif 
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(membentuk undang-undang) sebagaimana tercantum 
pada Pasal 20 ayat (1) basil Perubahan Pettama, dan 
Pmsiden yang memegang kekuasaan eksekutif (men- 
jalankan undang-undang) tetap diberi hak untuk mang- 
ajukan rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR 
[Pasal 5 ayat (1) hasil Pembahan Panama]. 

Perua pasal ini memindahkan 'titik beta‘t 
kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di 
tangan Presiden, beralih ke tangan DPR. Pemberdayaan 
DPR tidak manyebabkan DPR lebih kuat dibandingkan 
Presiden karena kedua lembaga tersebut berada dalam 

kedudukan yang seimbang/setara. 

Berkaitan dengan kekuasaan legislatif itu, 'dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 antara lain diatur lewat ketentuan bahwa 
Presiden dan DPR mempunyai wewenang yang sama 
untuk membahas setiap rancangan undang—undang 
untuk kemudian disetujui bersama [Pasal 20 ayat (2') 

hasil Pembahan Pertama]. Anggota DPR diberi hak 
untuk mengajukan usul rancangan undang-undang 

(Pasal 21 hasil Pembahan Pertama), dan Presidcn 
mempunyai hak untuk mcnetapkan peraturan peme— 
rintah menetapkan menjalankan undang-undang [Pasal 
5 ayat (2)] serta peraturan pemerintah sebagai 
pengganti undang-undang [Pasal 22 ayat (1)]. Selain itu 
DPR mempunyai hak melakukan pengawasan terhadap 
presiden/pemerintah sebagai salah satu ciri sistem 

presidensial yang kita anut [Pasal 20A ayat (1)]. 
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.c'. Persyaratan Calon Presiden (Ian Wakil Presiden 

Pembahan Pasal 6 ayat (1)  dan ayat (2)  meng'e'nai 

Persyaratan calon Presiden dan Wald] Presiden dengan 
rumusan sebagai herikut. 

Rumusan perubahan: 

Pasal 6 
( I )  Calon Presiden dan calm! Wald! Presiden hams 

seomng war‘ga negara Indonesia sejak 

kelahirannya dan tidak pernah menerz'ma 

kewarganegaraan lain karena kehendabwya 

sendiri, tidak pemah mengkhianati negara, serta 
mampu secara rohani dan jasmani untuk 
melaksanakan Iugas dan kmajiban sebagai 
Presid‘en dan Wakil Presiden. ' 

(2) sarat-syarat 1mm}: menjadi Presiden dan' Wakil 
Presiden diaIur Iebih Ianjut dengan undanga 
.undang. 

Rumusan naskah asli: 

Pasal 6 

( I )  Presiden ialah orang Indonesia ash‘. 
(2) Preside-n dun Waki! Presiden d�¿uilih oleh' Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dengan sun-m yang 

terbanyak. 

Perubahan ketcntuan mengenai persyaratan calon 
Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkau untuk 
mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan 
tuntutan zaman. Untuk itu persyaratan yang ads. 

sebelumnya dalam Undang-Undang Dasar Negara 
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'd. 

Republik Indonesia Tahun 1945 (“o‘rang Indonesia 
asli”) diubah agar sesuai dengan perkernbangan 
masyarakat yang makin dcmokratis, egaliter, dan' 
berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya adalah 
'pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap 
warga negara. 

Rumusan itu konsisten dengan paham kebangsaan 
Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak 
membedakan warga negara atas dasar keturunan, ras, 
dan agama. Kecuali itu, dalam perubahan ini juga 
tcrkandung kem-auan politik untuk lebih memantapkan 
ikatan kebangsaan Indonesia. 

Berbagai persyaratan untuk menjadi Presiden dan 
Wakil Presiden sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 6 
.ayat (1) dimaksudkan agar siapa pun warga negara 
yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden 
dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 
secara optimal. Penyempurnaan persyaratan itu 

mengingat kedudukan dan peranan Presiden clan Wakil 

Presiden sangat panting dalam penyelenggaraan nega'ra 

(sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang 
dianut negara Indonesia) sehingga diperlukan adanya 
persyaratan yang ketat. 

Pemilihan Preside]! dan W'akil- Presiden- Secar'a 

Langsnng 

Pembahan Undang—Undang Dasar Niagara 
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai pemilihan 
Presiden dan Wakil Presi'den secara langsung tercantum 
dalam Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan‘ 
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ayat (5.). Pada Perubahan Ketiga (tahun 2001) 
diputuskan empat ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3'), 
dan ayat (5), sedangkan ayat (4) diputuskan dalam‘ 
Pembahan Keempat (tahun 2002). Rumusan perubahan 
sebagai berikut. 

Pasal 6A 
(1) Presiden 'dan Wakil Présiden dipilih claim saw 

pasangan- secara Iangsung aleh rakvar. 
(2) Pasangan calon Presiden dan Wald! Preside?! 

diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai 
palitik peserta pemilihan umum sebelum 
pelaksanaan pemilihan un’mm. 

(3) Pasangan calm: Presiden clan Wak�À Presiden yang 
mendapatkan mam lebih dari Iima puluh persen 
.darijumlah suara dalam pemilz‘han umum dengan 

sedikimya dua puluh persen suara di setiap 
provinsi yang tersebar di lebih dari Setenga}: 

jumlah pravinsi di Indonesia, dilantik menjadi 
Presiden dan Wakil Presiden. 

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden terpiifh, dua pasangan salon yang 
mamperoleh suara terbanyak pertama dan kedua 
dalam pemilihan umum dépz'lih oleh rakyat sec-am 
langsung dan pasangan yang memperoleh suara 

mkya! terbanyak‘ dilantz‘k sebagaz‘ Presiden dan 
Wakil Presiden. 

(5) Tara Cara pelaksanaan pemilihan Présk’fen daft 
WakilPresiden lebih lanjut diatw dalam undan'g— 
undang. 

’Sejalan dengan kesepakatan untuk memper- 
tahankan (dalam arti lebih mempertegas) sistem 
pemcrintahan presidensial, maka Presiden (dan Wakil 
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Presiden) haruslah mcmilik'i legitimasi yang kuat. 
Legitimasi yang kuat itu hanya bisa diperoleh jika 
Frasiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung‘ 
oleh rakyat. Dalam sistern presidensial, setidak— 

tidaknya, akan terdapat ciri-ciri 

I )  adanya masa jabatan Presiden yang bersifat‘ pa'Sti 
(�¿xed team); 

2) Presiden di samping sebagai kepala negara, 
sekaligus sebagai kepala pemerintahan; 

3) adanya mekanisme saling mengaWasi dan .sa'ling 
mengimbangi; 

4) 'adanya mekanisme immachment. 

Pembahan ketentuan mengenai pemilihan Pre'siden 

dan Wald] P-residen yang semula dilakukan oleh MPR 
dan sekarang dilakukan rakyat secara langsung juga 
didasarkan pemikiran untuk mengejawantahkan paham 
kedaulatan rakyat. Di samping itu, pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, 
menjadikan Presiden dan Wakjl Presiden terp�Àjh 
mempunyai legitimasi yang lebih kuat. Jadi, adanya 
ketentuan tersebut berarti memperkuat .sistem 

pemerintahan presidensial yang kita anut dengan salah 

satu cirinya adalah adanya periods masa jabatan yang 
pasti (�¿xed rem) dari Presiden dan Wakil Presiden, 
dalam hal ini masa jabatan Presiden dan Wakil 
Presiden Indonesia lima tahun. Dengan demikian, 
Presiden dan Wald] Presiden terpiIih tidak dapat 
dijatuhkan dalam masa jabatannya kecuali melanggar 
hukum berdasar hal-hal yang ternantum dalam Undang— 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
meialui suatu prosedur konstitusional, yang populer 
'disebut impeachmem. Khusus mengenai impeachment, 
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sesung‘guhnya mempakan suatu pengecualim yaitu 
jika Presiden dan/atau Wakil Presiden mel-akukan 

pelanggaran hukum yang ditentukan dalam Undang- 
Undang Dasar. Di sini sekali lagi terlihat konsistensi 
penerapan paham negara hukum, yaitu bahwa tidak ada 
pengecualian penerapan hukum, bahkan terhadap 
Presiden sekalipun. 

Calon Presiden dan calon' Wald] Presiden di— 
usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 
dimaksudkan untuk mewujudkan �¿mgsi partai politik 
sebagai pemersatu bangsa yang menyerap dan 
memperjuangkan aspirasi rakyat mengenai calon 

Presiden dan calon Wakil Presiden. Dengan demikian, 

para calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang 

diajukan partai-partai politik mcrupakan k�¿sta'lisasi 
dari aspirasi rak-yat. 

Selain adanya ketentuan' diusulkan oleh sebuah 
partai politik, calon Presiden dan Wakil Presiden juga 
dapat diusulkan oleh gabungan partai politik peserta 

pernilu dimaksudkan untuk membangun kesepahaman, 
kcbersamaan, dan kesatuan di kalangan partai-partai 
politik dalam melakukan perjuangan politik. Hal itu 
diharapkan dapat memperkukuh persatuan dan kesatuan 
bangsa Indonesia yang majemuk dalam melaksanakan 
demokrasi atau kedaulatan rakyat. 

Ketentuan bahwa calon Presiden' dan calon Wakil 
Presiden diusulkan olch partai politik atau gabungan 
partai politik tersebut menyebabkan tidak tertutup 
peluang munculnya calon Presiden dan calon Wakil 
Presiden dari kalangan non partai politik. Hanya saja, 
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Calm dari kalangan non partai itu dapat diusulkan 
menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden jika 
melalui dan diuSulkan ol'eh partai politik- atau gabungan 

partai politik. 

Dalam ketentuan Pasal 6A ayat (3) diatur me— 
ngenai 'perolehan suara minimal yang hams diraih 
pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden 

untuk terpilih menj adi Presidcn dan Wakil Presiden. 

Pertimbangan adanya ketenman ini adalah untuk 
menyesuaikan dengan realitas bangsa Indonesia yang 
sangat majemuk, baik dari segi suku, agama, ras, 

budaya, dan domisili karena persebaran 'penduduk tidak 
merata di seluruh wilayah negara yang terdiri atas 

pulau—pulau. Dengan demikian Presiden d-an Wakil 
Presiden Republik Indonesia adalah pilihan mayoritas 
rakyat Indonesia secara relatif yang tersebar di hampir 
semua wilayah. Hal itu sebagai wujud bahwa �¿gur 
Presiden dan Wakil Presiden selain sebagai pimpinan 

penyelenggara peme�¿ntahan, juga mempakan simbol 

persatuan nasional. 

Pasal 6A ayat (4) m'erupakan ke'tentuan lanjutan 
untuk melengkapi ketentuan Pasal 6A ayat (3) hasil 
Pembahan Ketiga (tahun 2001) yang mengatur proses 
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara lang- 

sung. Ketentuan Pasal 6A ayat (4) ini mempakan jalan 

keluar (escape clausule) untuk mengantisipasi jika 
.dalam pcmilu tidak ada pasangan calon Presidcn dan 
Wakil Presiden yang memenuhi perolehan suara yang 
'disyaratkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A 
ayat (3.). 
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e. Pembatasan masa jabata'm Presiden clan Wald] 
Presiden 

Pembatasan masa jabatan Presid'en dan Wakil 
Presiden diatur dalam satu pasal di dalam Pembahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, yaitu P383] 7 dengan rumusan sebagai 
berikut. 

Rumusan pembahan: 

Pasal .7 
PreSiden dan Wakil Presiden memegang jaba'tan 

selama lima mhun, dan sesudahnya dapat dipilih 
.kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali 
masajabatan. 

Rumnsan naskah asli: 

Pasal 7 

Preside’n dan Wak�À PreSiden memegangjabatannya 
seIama masalima tahun, dansesudahnya dapat dqyilih 
kembali. 

Pembahan pasal ini dilatarbela-kangi oleh praktik 
ketatanegaraan kita selama berpuluh-puluh tahun tidal-L 
pemah mengalami pergantian presiden. Texjadinya hal 
tersebut disebabkan oleh rumusan Pasal 7 Undan'g- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sebclum diubah yang memang menimbulkan tafsiran 

yang beragam, antara pendapat yang menyatakan 
bahwa presiden dapat menjabat berkali-kali dan 
pendapat yang menyatakan bahwa presiden hanya 
dapat menj abat dua kali. 

86 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

f. 

Belajar dari pcng‘alaman praktik ketatanegaraan 
tersebut, dilakukan perubahan sehingga deng-an 
rumusan Pasal 7 itu, periode masa jabatan Presiden dan 
Wakil Presiden sudah ditentukan dan dibatasi, yakni 
bisa dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. 
Dengan demikian, Presiden atau Wald] Presiden hany'a 
dapat menjabat maksimal dua kali masa jabatan. 

Alasan pemberhentian Presiden danfa'tall Wald] 

Presiden dalam masa jabatannya 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai alasan 

pemberhentian Presiden dan/atau Wald] Presiden dalam 
masa jabatannya. Pcngaturan mengenai hal itu. diatur 
dalam ketentuan Pasal 7A. Rumusannya sebagai 
be�¿kut. 

Pasal 7A 
Presiden dun/aim: Wakil Presiden dapat 

diberhentikan dalam’ masa jabata'nnya oleh Majelis 
Permusyawararan Rakyat atas usul Dewar: Perwakilan 

Rakyat. baik apabila terbukt i  telah melakukan 
pelanggaran hukum bempa pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 
lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti 
tidal: lagi memenuhi syarm sebagai Presiden dart/amt! 
'Wak�À Presiden. 

Sebelum p‘erubahan, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 belum memuat 
ketentuan yang mengatur pemberhentian Presiden 
danfatau Wakil Presiden dalam masa jabatannya. 
Undang-Undang. Dasar Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1945 hanya menga‘tur‘ hal itu di dalam 
Penjelasan Undaug—Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 bahwa DPR mengusulkan 
sidang istimewa MPR dan MPR meminta pertanggung— 
jawaban Presiden. Hal itu di samping bertentangan 
dengan sistem presidensial juga membuka peluang 

terjadinya ketegangan dan krisis politik dan kenegaraan 

selama masa jabatan Presiden danfatau Wakil Presiden, 

seperti yang kerap kali terjadi dalam praktik 
ketatanegaraan kita. Praktik ketatanegaraan seperti itu 
lebih merupakan pelaksanaan sebuah sistem penic— 
rintahan parlementer yang tidak dianut negara kita. 

Untuk itu, p'erubahan Undang-Undan‘g Dasar 
Negara Republik Indonesia T'ahun 1945 memuat 

kcte�¿man pcmberhentian Presiden danfatau Wakil 
Presiden dalam masa jahatannya (impeachment) yang 
didasarkan pada alasan hukum ataupun alasan lain, 
yang tidak bersifat politik clan multitafsir seperti yang 
teljadi pada era sebelumnya. Dengan adanya rumusan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang secara tega‘s dan jelas menga-tur 

mengenai impeachment, hanya atas alasan yang ter- 

cantum dalam ketentuan Pasal 7A saja, seoran'g 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan 

dalam masa jabatannya. Itu pun hanya dapat dilakukan 

setelah melalui proses konstitusional melalui 
Mahkamah Konstitusi (NIK) dam DPR. 

Peran MK menegaskan bekeljanya prin‘sip negara 

hukum. Putusan MK merupakan putusan hukum yang 
didasarkan pada pertimbangan hukum semata. Posisi 
putusan MK menjadi 'rujukanfacuan .bagi DPR 
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g. 

mangenai apakah usul pemberhentian Presiden dan/atau 
Wakil Presiden tersebut diteruska-n atau dihentikan. 

Prosedur pemberhentian Preside-n daniatau Wakil 
Presiden dalam masa ja-batannya 

Prosedur pemberhentian Presiden dan/atau Wald] 
Presiden dalam masa jabatannya sebagaimana 
ketentuan Pasal 7 A  diatur dalam ketentuan Pasal 7B 
yang terdiri atas tujuh ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat 

(3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7)  dengan‘ 

rumu‘san sebagai berikut. 

Pasal 7B 
(1) Usu! pemberhentian Presiden dun/(Ital: Wakil 

Presiden dapa! 'diajukan ole}: Dewan Pemakilan 
Rabat kepada Majelis Permusyawaratan Ralgzat 
hanya dengan re�Àebz'h dahulu mengajukan 
permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk 
memeriksa, mengadili, dam memum pendapat 

Dewan Pemakilan Ralgzat bahwa Presiden 
dan/atau Wakil Presiden Isiah melakukan 

pelanggamn hukum bempa pe'ngkhianatan 
terhadap negara, karupsi, penyuapan, rindak 
pidana berm Iainnya, atau perbuatan tercela; 
dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil 
Presiden tidal: Iagi memenuhi .syarat sebagaf 

Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

Ketentuan itu dilatarbelakangi oleh kehen'dak 

untuk melaksanakan prinsip saling mengawasi dan 
'saling mengimbangi antarlernbaga negara (DPR, 
Pre'siden, clan MK) serta paham mengenai negara 
hulcum. Sesuai dengan bidang kekuasaannya, sebagai 
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lembaga perwakilan, DPR mcngusulkan pemberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

.jabatannya. Usul pemberhentian itu merupakan 
pclaksanaan �¿mgsi pengawasan yang dimiliki oleh 
DPR. MK menjalankan proses hukum tersebut atas usul 
pemberhentian tersebut dengan cara memeriksa, 

mengadili, dan memutus pendapat DPR. 

Pasal 7B 
(2) Pendapat Demo-n Perwakilan Rakyat bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakuk'an 

pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidal: 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 
Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan 
�¿mgs‘i pengawasan Dewar: Perwakilan Rakyat. 

Kctentuan itu dilatarbel-akangi oleh sistcm keta- 
tancgaraan kita yang menempatkan DPR dan Presiden 
dalam kedudukan yang setara/seimbang. Oleh karena 
itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden tidak dapaI 
membubarkan DPR clan DPR tidak dapat menjatuhkan 

Pficsiden. Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu 

�¿mgsi DPR adalah �¿mgsi pengawasan terhadap Pre- 
siden (dan Wakil Presiden serta pemerintah secara 
umum). Dalarn pelaksanaan fungsi pengawasan 

tersebut, DPR dapat berpcndapat bahwa Presiden 

dau/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan 

pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, dan/atau 
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau 
Wakil Presiden. 

Atas pendapatnya'tersehut, DPR dapat mengajukan 

usul pemberhentian Presiden danfatau Wakil Presiden 
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kepada MPR sebagai Iembaga negara yang berwenang 
memberhentikan Presiden �Àan/atau Wakil Presiden 

dalam masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 
ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

Karena kedudukan DPR sejajar/seimbang denga-n 
kedudukan Presiden sehingga keduanya tidak dapat 
'sa‘ling' menjatuhkan, DPR tidak memproses dan tidak 
mengambil putusan terhadap pendapamya sendiri. Oleh 
karena itu, DPR mengajukannya kepada MK untuk 
memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat yang 
be�¿si dugaan DPR im. Jika putusan MK menyatakan 

Presiden dam/atau Wakjl Presiden terbukti melakuk‘an 
pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, danfatau 
terbukti tidak lagi memenuhi Syarat sebagai Presiden 
(tan/atau Wakil Presiden, DPR mencruskan usul 
pemberhentian kc MPR. 

Ketcntuan itu juga' mempakan salah satu pe- 
laksanaan prinsip saling mengawa'si dan saljng 

mengimbangi antarlembaga negara, khususnya antara 
DPR, MK, dan MPR sesuai dengan kcdudukan dan 

wewe'nangnya yang berbeda. 

Pasal YB 

(3) Pengajuan permimaan Dewan Perwakilan Rubia! 
"kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat 
dilakukan dengan dukungan selwrang—kurangnya 
2/3 dart“ jumlah anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat yang hadir dalam sidang parwuma yang 

dikadiri Oleh sekurang—kurangnya' 2/3 darz‘ jumlah 

anggota Damn Pemakilan Rakyat. 
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('4) Mahkama-h Konstitusi wajib memerikzsa, mengadilfj 
dan memums dengan seadiI-adilnya terhadap 
pendapat Dewar: Penuakilan Ralgzat tersebuf 
paling lama semb�Àan puluh hari setelah 
pemintaan Dewan Perwakilan Rabin: in: direrima 
oleh Mahkamah Konstitusz‘. 

Kctentuan kuorum dan jumlah minimal dukungan 
anggota DPR itu dimaksudkan agar pendapat DPR 
Inerupakan pendapat yang didulcung oleh mayoritas 
anggnta DPR. 

Adapun jangka waktu yang diSebut secara teg’a‘s 

dalam ketcntuan Pasal 7 B  ayat (4) dimaksudkan untuk 
memberikan kepastian waktu sekaligus batas waktu 
(deadline) kepada M K .  Kctentuan itu dimaksudkan 

untuk menghjndarkan berlarut—lamtnya proses pembera 
hentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa 

jabatannya yang akan dapat meningkatkan ketegangan 
situasi politik nasional. 

Pasal 7B 
(-5) Apab�Àa- Mahkamah Konstitusi- memwuskan bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melaku- 
kan pelanggaran huku-m bempa pengkhianamn 
terhadap negara, korupsi, penwapan, tindak 
pidana berm lainnya, atau perbuatan tercela; 
'dcim/atau terbukti’ bahwa Presiden dan/a‘tau Wakil 
Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wak�À Preside", Dewar: 
Perwakziian Rakyat menyelenggarakan sidang 

parsurna untuk menemkan usul pemberhentian 
PreSiden dart/arm; Wakfl Presiden kepada Majelis 
Permusyawararan Rakyat. 

92 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

Ketwtuan itu menunjukkan diterapkannya pah'am 
negara hukum sehjngga hanya atas putusan MK,  DPR 
'dapat melanjutkan upaya pemberhentian Presiden 
dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya 
dengan cara menyelenggarakan sidang paripuma untuk 
meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau 
Wakil Presiden kepada MPR. 

Pasal 7B 
(6) Majelis Permusyawararan Rakyat wajib meny‘e- 

Ienggarakan sidang untuk memutuskan usul 
Dewar: Perwakilan Rakyat tersebut paling Iambat 
tiga puluh hari sejak Majelz's Permusyawaratan 
Rakyat menerima usul tersebut. 

(7) Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas 
usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden hams diambil dalam rapat parlpuma 
Majelis Permusyawaratan Ralgzat yang dihadiri 
oleh sekurang—kurangnya 3/4 dan‘ jumlah anggota 
dam diSetujui oleh sekurang—kurangnya 2/3 dari 
jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden 
dan/arau Wakil Presiden diberi kesempatan 
memzampaikan penjelasan dafam rapat pa�¿puma 
Majeiis Pemusyawaratan Rakyar. 

Adanya ketentuan mengcnai jangka waktu yang 
disebut secara. tegas dalam ketentuan Pasal 7 B  ayat (6) 
dimaksudkan untuk membe�¿kan kepastian waktu seka- 
ligus batas waktu kepada MPR untuk 
menyelenggarakan sidang guna membahas usul perm 
berhenti'an Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh DPR. 
Ketentuan itu menghindarkan berlarut-larutnya proses 
pemberhentian Presiden dan/atau Wakil. Presiden dalam 
masa jabatannya. yang dapat meningkatkan ketegan'gan 
situasi p'olitik nasional. 
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Keteutuan kuorum sebanyak tiga, perempat dari 
jumlah anggota MPR hams hadir dan disetujui oleh 
sekurang—kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota 
MPR yang hadir dalam mengambil putusan terhadap 
usul DPR tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan 
putusan yang didukung suara terbanyak. 

Rapat Pa�¿puma MPR dapat memutuskan mam. 

bcrhentikan .atau tidak diberhcntikan Presiden danfatau 
Wakil Presiden dari jabatannya. Proses itu mempakan 
bagian dari ketentu-an hukum yang diatur dalam Un- 
dang-Undang Dasar. 

Ketenman Pasal 7B yang mengatur petnberhentian 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan melalui 

tahapan yang ‘jelas dan tegas yang dilakukan tiga 
lembaga negara, yaitu DPR, MK, dan MFR. 

Walaupun dipilih oleh rakyat untuk memimpin 'da'n 
'memegang kekuasaan pemerintahan negara, sebagai 

manusia Presiden dan/atau Wakil Presiden bisa saja 

'melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum yang 

memsak sendi—sendi hidup bemegazra dan mencederai 
hukum. Oleh sebab itu, Presiden daniatau Wakil 

Presiden bisa diberhentikan dalam masa jabatannya 
dengan alasan tertentu yang disebutkan secara limitatif 
di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, yakni melalui proses politik 

(dengan adanya pendapat DPR dan keputusan 

pcmberhcntian MPR) dan melalui proses hukum 
(dengan cara Mahkamah Konstitusi memeriksa, 
mangadili, dan memutus pendapat DPR). 
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Pcrbuatan p'elang'garan hukum yang seem-a. limita‘tif 
dijadikan alasan untuk memberhcntikan Presiden 
dan/atau Wakil Presid'en sebagaimana dimuat dalam 
pasal 7B ayat (1) adalah pengkhianatan terhadap 
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 
lainnya, atau perhuatan tercela, danfatau tidak lagi 
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
PrESiden. 

Berdasarkan muatan berbagai konstitusi di banyak 
négara, pemberhentian Presiden danfatau wakil 
Presiden dapat dilakukan melalui pmses dan keputusan 
politik (impeachment) atau melalui proses dan putusan 

hakim di pengadilan (forum previlegiatum). 
Pemberhentian melalui impeachment dimaksudkan 

bahwa pcmberhentian Presiden dan/atau Wakil 
Presiden dilakukan dengan mekanismc dan syarat— 
syarat tertentu oleh lembaga perwakilan rakyat, 

sedangkan pemberhentian melalui forum previlegiatum 
'dimaksudkan bahwa pemberhentian Presiden daJJ/atau 

Wakil Presiden melalui proses hulcum dan putu'sa‘n 
pengadilan. 

Bcrdasarkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, pemberhentian 
Presiden danfatau Wakjl Presiden dapat dilakukan 
dengan proses impeachment oleh MPR jika proses 
hukum (forum previlegiatum) telah ditempuh melalui 
Mahkamah Konstitusi, yang sebelumnya haru's 
didahului dengan pernyataan pendapat oleh DPR 
bahwa Presiden dan/atau Wakil Presid'en telah 
melakukan pelanggaran hukum. Dengan d'emikian, 
.proses pemberhentian Presiden dan/atau Wald] 
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Presiden dalam masa jabalannya hamslah melalui tiga 
tahap. Pertama, pernyataan pendapat dari DPR bahwa 
Presiden dan/atau Wakjl Presiden telah melakukan 
pclanggaran hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7B 
ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, adanya 
putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pendapat DPR 
tersebut terbukti benar. Ketigag pemberhentian oleh 
MPR jika MPR berketetapan bahwa pelanggaran yang 
dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden itu 
layak dijatuhi hukuman pemberhentian. Jadi, MPR 
tidak hams memberhentikan Presiden dan/atau Wakil 
Presidcn meskipun putusan Mahkamah Konstitusi 
membenarkan pendapat DPR bahwa Presiden danfatau 
Wak�À Presiden telah melakukan pelanggaran huk‘um 
tertentu menurut konstitusi. 

Tahapan-tahapan tersebut membuktikan bahwa 
dalam memberhcntikan Presiden dan/atau. Wakil 
Presiden yang masih dalam jabatannya, Undang- 
Undang Dasar Negara Repub�¿k Indonesia Tahun 1945 
berpijak pada paham negara demokrasi seperti diatur 
dalam Pasal 1 ayat (2) dan berpijak pada paham negara 
hukum seperti diatur dalam pasal 1 ayat (3). Penerapan 
paham demokrasi dilakukan melalui pernyataan 
pendapat lebih dahulu oleh DPR dan pemberhentian 
oleh MPR, yang merupakan lembaga perwakilan 
dengan fungsi yang berbeda. Penerapan paham negara 
hukum dilakukan melalui forum previlegiatum, yakni 
dengan pemeriksaan, pengadilan, dan putus-an oleh 
Mahkamah Konstitusi sebagai pemegang kekuasaan 
kehakiman sebelum MPR benar-benar memberhentikan 
Presiden dan/atau Wakil Presiden. Di sinilah terletak 
perpaduan penerapan antara paham demokrasi dan 
p'aham negara hukum. 
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h. Presiden tidak dapat membekukan dau/atan 
membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun I945 mengenai larangan 

pembekuan dan/atau pembubaran DPR oleh Presiden 

tercantum dalam Pasal 7C dengan rumusan sebag'ai 
bcrilcut. 

Pasal 7C 

Presidén tidak dapat membekukan dan/a’zau 

mem-bubarkan Dewar: Perwak�Àan Rakyat. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mewujudkan 

keSeimbangan politi-s bahwa DPR tidak dapat mem- 

berhentikan Presiden, kecuali mengikuti ketentuan 

Pasal 7A (ketentuan ini diangkat dari Penjelasan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945) dan Presiden juga tidak dapat 

'membekukan DPR. Ketentuan itu juga dimaksudkan 

untuk melindungi keberadaan DPR sebagai salah satu 

lembaga negara yang mencerminkan kedaulatan rakyat 

sekaligus meneguhkan kedudukan yang setara antara 

Presiden dan DPR yang sama-sama memperoleh legi- 

timasi langsung dari rakyat. 

Dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia T-ahun 1945 yang menegaskan 

larangan pembekuan danfatau pernbubaran DPR, pada 

masa yang akan datang tidak boleh tetjadi peristiwa 

pembekuan dan/atau pembubaran DPR oleh Presiden. 
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H
.

 

‘I
 Pengaturan apabila Presiden mangkat, berhenti, 

diberhentikan atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa jabatannya 

Sebelum diubah, ketentuan apabila President mang- 
kat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan 
kewajibannya dalam masa jabatannya terdiri atas satu 
pasal, yaitu Pasal 8 (tanpa ayat). Setelah pembahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 menjadi tetap satu pasal, yaitu Pasal 8 
dengan 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3). Pada Pembahan Kedua (tahun 2000) diputuskan 

dua ayat, yaitu ayat (1)  dan ayat (2), sedangkan ayat (3;) 

diputuskan untuk dibahas pada Pembahan Keempat 

(tahun 2002). Rumusan perubahan sebagai berikut. 

Rumusan perubah'an: 

Pasal 8 
( I )  Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, 

amu tidal: dapa! melakukan kewajibannya daIam 
masa jabatannya, fa digantikan oleh Wakil 

Presiden sampai habis masa jabatannya. 
(2) 136310»: hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, 

selambat—lambamya dalam wakm enam puluh 
hart", Majelis Permusyawiararan Rab/at menye— 

lenggarakan sidang unmk memilih Wakil Preside?! 
dari dua calon yang dimulkan aleh Presiden. 

Rumusan naskah asli: 

Pasal 8 

Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapar 

melakukan kwajibannya dalam mam jabatannya; fa 
digami ale}! Wakii Presiden Sammi habis waktuny‘a. 
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Pcrubahan ketentuan Pasal 8 dirumuskan untuk 
mengatur apabila teljadi kekosongan Presiden, Wakil 
Pre�¿den [ayat (1) dan ayat (2)] dalam waktu yang 
berbeda, serta kekosongan Presiden dan Wakil Presiden 

dalam waktu bersamaan [ayat (3)]. Adanya perubahan 
ketentuan Pasal 8- tersebut dimaksudkan untuk 
mempeljelas dan mempertegas solusi konstitusional 

untuk menghindarkan bangsa dan negara dari 

kcmungkinan terjadinya krisis politik—kenegaraan 
akibat kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil 
Presiden, baik secara sendiri-sendiri maupun secara 
bersamaan. 

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberh'entikan, 

atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya, ia digantikan oleh Wakjl Presiden sampai 
habis masa jabatannya. Rumusan itu merupakan hal 
otomatis karena Wakil Presiden secara konstitusional 
harus tampil sebagai pengganti Presiden. Hal tersebut 
mempakan pengembangan dari rumusan Pasal 8 
Undang-Undang Dasar Neg'ara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (lama). 

Ayat (2) ini me-nyebabkan be-rtambahnya tugas 
MPR selain tersebut dalam Pasal 3 Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-. 

Dalam Pasal 8’ ayat ('1) terdapat penambahan faktor 

penyebab penggantian Presiden oleh Wakil Preside‘n 

.dalam masa jabatannya dari rumusan Pasal 8 sebelum 
diubah, yaitu diberhentikan. Kata diberhemikan itu 
'dirumuskan dalam upaya konstitusional yang datang 
dari lum- din Presiden dan/atau Wakil Pre'siden, yaitu 
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ole'h .tig‘a lembaga negara (DPR, MK, dan MFR) 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7A dan 7B. 

Adapun ketentuan Pasal 8 ayat (2) yang menganm 
tentang pengisian jabatan Wald] Presiden yang kosong 
oleh MPR dengan memilih Wakil Presiden dari dua 
salon yang diusulkan oleh Presiden, terkait erat dengan 
kct'entuan Pasal 6A. Dua calon Wakil Presiden yang 
”akan mengisi jabatan Wakil Presiden yang kosong 
diajukan oleh Presiden sebagai konsekuensi logis dari 
ketentuan bahwa Presiden dan Wakil Presiden 

mempakan pasangan. Sehingga jika terjadi kekosongan 
Waki] Presiden yang menjadi pasangan Presiden, 

Presiden diberi hak oleh Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 mengajukan dua calon 

Wakil Pre'siden kc MPR. 

Adanya ketentuan bahwa salon Wakil Presiden 
yang diusulkan sebanyak dua 'orang calon, bukan se- 
orang calon, dimaksudkan agar MPR dapat mempunyai 

altematif dalam mengambil putusan sekaligus terhindar 

dari keharusan untuk menerima begitu saja usul 

Presiden dan agar tetjaga konstclasi dan stabilitas po- 
litik selama sisa masa jabatan Presiden. 

Ketentuan mengenai pengaturan Presiden dan 
Wakil Presid'en mangkat, berhenti, diberh'entikan, atau 

tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabat- 

annya yang telah diputuskan dalam Pembahan Ketiga 
(tahun 2001) yaitu dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) 

dilengkapi dengan ayat (3) hasil Pembahan Kcempat 
(tahun 200.2) dengan runmsan sebagai berikut: 
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Pasa] 8 
('3) �¿lm Presiden dan Wakil Presiden- mangkar, 

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat 
melalmkan kewajibannya dalam mam jabatannya 

secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan 
adalah Menterz' Luar Negerz‘, Memeri Dalam 

Negerij dan Menteri Pertahanan seCara bersama- 

sama. Selambat—Iambatnya tiga puluh hari setelah 
itu, Majelis Permusyawaratan Rabat 
menyelenggarakan sidang untuk memilih 
Pres'iden dan Wakil Preside» dari dua pasangan 

calon Presiden dun Wakil Prayiden yang diusulkan 
.oleh partai politik atau gabungan partai politik 
yang pasangan calm Presiden dart Wakil 

Presidennya meraih 5mm rerbanyak pertama dart 

kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai 

berakhir masajabatannya. 

Adanya ketentuan Pasal 8 ayat (3) dimaksudkan 
agar apabila Presiden dan Wakil Presiden mangkat, 

berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan 

kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersa- 
maan, telah ada solusi konstitusional yang ditentukan 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan itu 
djharapkan tidak timbul krisis ketatanegaraan yang ber- 
kepanjangan. 

Kendatipun yang memilih Presiden "clan Wakil 
Presiden dalam ha] Presiden dan Waki] Presiden ber- 
halangan tetap secara bersamaan adalah MPR, sesung- 

guhnya esensi pemjlihan langsung tidaklah hilan'g 
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karena MPR tidak bole}: memilih Presid'en dan Wakil 
Presiden di luar basil pemilu sebelumnya, yaitu 
pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden 
yang berasal dari partai politik atau gabungan partai 
politik yang memperoleh suara terbanyak pertama dan 
kedua pada pemilu tersebut. Presiden dan Wakil 
Presiden yang terpilih menurut ketentuan Pasal 8 ayat 

(3) ini masa jabatannya adalah terbatas pada sisa masa 

jabatan yang ditinggalkan oleh Presiden dan Wakil 
Presiden yang berhalangau tetap secara bersamaan itu. 

Pembahan itu juga memberi kewenangan bagi 
MFR selain yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sumpah/Janji Presiden daniatan Wakil Presiden 

Sebelum diubah ketentuan yang mengatur 
sumpah/janji Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur 
dalam satu pasal, yaitu Pasal 9' tanpa ayat. Setelah 

diubah, ketentuan itu menjadi Pasal 9 dengan dua ayat, 
yaitu ayat (1) dan ayat (2). Rumusan perubahan sebagai 

bcrikut. 

ausan perubahan: 

Pasal 9 
(I) Sebelum memangku jabatannya, Pres-idea dan 

Wakil Presiden bersumpah menurul agama, atau 

berjanji dengan sungguh—sungguh di hadapan 
Majelis Permusyawararan Rakyat atau Dewar: 
.Perwakil‘an Rakyat sebagai berz‘kut : 
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Summit Presiden (Wald! Presiden) : 
"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi 

keWcI�¿ban Presiden‘ Republik Indonesia (Wakil 
Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik- 
baiknya dart seadiI-adilnya, memegang teguh 
Undang—Undang Dasar darn menjalankan segala 

undang—undang den peramrannya dengan selums- 

lumsnya serta berbakli kepada Nu-sa dam Bangsa. ” 

Janji Presiden (Wak�À Presiden) .' 
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan 

memenuhi keWajiban Presiden Republik Indonesia 
(Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan 
sebaik-baiknya dan seadil—adz'lnya, memegang 
teguh Undang-Undang Dasar dan m'enjalankan 
segala undang—undang dan peraturannya dengan 
selums-lurusnya Serra berbakti kepada Nusa dart 
Bangsa“. 

(2) Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan 
Perwak’ilan Rakyat tidal: dapat m'engadakan 
sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah 
menumt agama, atau berjanji dengan sungguh— 
sungguh di hadapan pimpinan Majelis 
Permusyawaratan Ralgaat dengan disaksikan ale}: 
Pimpinan Mahkamah Agung. 

'Rumusan naskah asli: 

Fuse! 9 

Sebeium memangku jabatannya, Presiden dun 
Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau 
bezjanji dengan sungguh—sungguh di hadapan 
Adajelis Permusyawaratan Rabat atau Dewar: 
Perwakiian'Rakyat sebagai berikm : 
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Sumpah Preside}: (Wokil Presiden) ': 
”Demi Allah, soya bersumpah okan memenu’hi 

kewajibon Presiden Republik Indonesia (W�Àkil 
Presiden Republik Indonesia) dengon seboik-boik- 
nya don seodil-adilnya, memegong teguh Undang- 
Un‘dong Dosar don menjolankan segola undang- 

undang don peroturannya dengon selums-lumsnya 

Sorta berbakti kepada Nusa don Bongsa ”. 

Jonji Presiden (Wakil Presiden) .' 

“Soyo berjonji dengon Sungguh-sungguh okah 
memenuhi kewojiban Presiden Republik Indonesia 
(Wak�À Presiden Republik Indonesia) dengan 
seboz‘k-baiknyo don seadiI-adilnya, memegong 

teguh Undang-Undang Dasar don menjalankan 

Segola undong-undong don peroturonnya de’ngan 

selum—lumsnyo semi berbaktz' kepada Nusa don 
Bangsa”. 

Pembahan‘ yang dilakukan pada ketcntua‘n pasal in'i 
adalah menambah satu ayat, yakni ayat (2). 
Penambahan ayat itu dimaksudkan untuk menghjn- 
darkan terjadinya problem ketatanegaraan apabila MPR 
atau DPR karena- satu dan lain hal tidal»: dapat 

menyelenggarakan sidang, ketentuan Pasal 9 Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

ditambah dengan memaSI�Àckan rumusan: Jika MPR 
alau DPR tidak dapat mengadakan sidang maka 
Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut 
agama, atau beljanji dengan sungguh-sungguh di 
hadapan pimpinan MPR dengan disaksikan oleh 
pimpinan MA. 
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Dengan penambahan ayat (2) tersebut, naskah 
sumpah/janji Presidcn dan Wakil Presidcn menjadi ayai 
(1). 

Kekuasaan Presiden atas Angkatan Dal-at, Angkatan 
Laut, dan Angk'atan Udara (TETAP) 

Rumusan pasal ini sebagai berikut: 

Pasal I 0 

Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi was 
Angkatan Darat, Angkatan Laut dam Angkatan Udara. 

Kekuasaan Presiden menyatakan perang, membuat 

perdamaian dan pet'janjian dengan neg-am lain 

Untuk melengkapi Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) 
hasil Pembahan Ketiga (tahun 2001), pada Perubahan 
Keempat (tahun 2002) diputuskan Pasal 11 ayat (1) 
yang berasal dari Pasal 11 (lama) tanpa ayat. 

Rumusa'n perubahan: 

Pascal 11 
(I) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakildn 

Rakyat menyatakan perang, membuat perdamalh�¿ 
dam peijanjian dengan negara lain. 

Rumusan naskah asli: 

Pasal 11 

Presiden dengan persetujuan Dewar: Pemakitan 
Rakya! menyamkan pee-rang, membuatperdamaian dam 

pedanjian dengan negara lain. 

Substansi Pasal 11 ini "tidal: bembzih, yang ber- 
ubah hanya penomoran ayatnya. 
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m. Kekuasaan President membuat perjanjian 
intemasional 

Sebelum diub‘ah, ketenman meng‘enai kekuasaan 
Presiden membuat petjanjian intemasional tercantum 
Pasal 11 tanpa ayat, setelah perubahan Undaug- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mcnjadi satu pasal, yaitu Pasal l l  dengan tiga ayat, 
yaitu ayat ( l), ayat (2), dan ayat (3). Pada Pembaha'n 
Ketiga (tahun 2001) diputuskan ayat (2) dan (3), 
sedangkan ayat ( l )  yang merupakan Pasal 11 (lama) 
diputuskan pada Pembahan Keempat (tahun 2002) 
dengan mengubah penomoran, yakni, semula Pasal 11 

menjadi Pasal 11 ayat (l). Rumusan perubahan sebagai 
berikut. 

Rumusan perub'ah'an: 

Pam! I I  
(2) Presiden dalam membuat perjanjian intemasional 

Iainnya yang men'imbulkan akibat yang Iuas don 
mendasar bagi kehidupan ralg/at yang terka‘z'! 
.dengan beban keuangan negara, dan/atau 
menghamskan perubahan atau pembentukan 
undang-undang hams dengan persetujuan Dewar: 
Perwakilan Rah/at. 

(3) Ketentuan lebih Ianjut remang perjanjian 

intemasional diatw danger: undang-undang. 

Rumusan naskah asli: 

Pasa! I I 

Presiden dengan pErsez‘ujuan Dewcm Perwakild�À 
Rakyat menyatakan per-ang, mem bum? perdamaian dam 
péijanjian dengan negara Iain. 
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Pasal 11 (naskah asli) dimmuskan "dalam 'suasana 
ketika peljanjian intemasional yang ada pada saat itu 
lebih banyak berbentuk perjanjian antarnegara, semen- 
tara pada saat ini perjanjian intemasiona] bnkan hanya 
berupa petjanjian antamegara tetapi juga antara negara 
dengan kelompok negara atau antara negara dengan 

subjek hukum intemasional Iain yang bukan negara 

.atau badan-badan intemasional, misalnya organisasi 

intcmasional, Palang Memh Intemasional, World Bank, 

IMF, dan Tahta 'Suci, yang dapat membawa implikasi 
yang luas di dalam negeri. Undang-undang dasaI yang 
modern barns mengakomodasi perkembangan tersebut. 

Dari perspektif kedaulatan rakyat, perubahan Pasal 
l l  juga dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan 
DPR sebagai lembaga perwakilan dalam pelaksanaan 
kekuasaan Preside-n menyatakan perang, membuat 
perdamaian dan pedanjian dengan negara lain. Dengan 
adanya ketentuan itu maka kepentingan dan aspirasi 
rakyat dapat djwujudkan melalui keharusan 
memperoleh pet'setujuan DPR apabila Presiden hendak 
menyatakan perang, membuat perdamaian dan 

ptanjian dengan negara lain. Presiden dicegah oleh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 melakukan hal-hal tersebut sesuai dengan 
kehendak dan keinginannya sendiri karena dampak 
putusannya membawa akibat yang luas kepada kehi- 
dupan negara dan kepentingan rakyat banyak. 

Adanya ketentuan im' juga mempakan salah 5am 
pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi 
antarlemba'ga negara, yakni antara Presiden dan DPR. 
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11. Keadaan bahaya (TETAP) 

Rumusan pasal ini s‘ebagai ber'ikut. 

Pasal I 2  
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat- 

syara! dan akibamya keadaan bahaya ditetapkan 
dengan undang—undang. 

o. Pengangkatan duta dam k’onsul .serta pene'rimaan 
duta negara lain 

Sebelum diubah, ketcntuan tentang pengangkatan 
duta dan konsul serta penerimaan duta negara lain 
diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 13 dengan dua ayat, 

'yaitu ayat (1)  dan ayat (2). Setelah perubahan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menjadi tetap terdiri atas satu pasal, tetapi menjadi tiga 
ayat, yaitu Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 
Adapun Pasal 13 ayat ( I )  tetap. Rumusan perubahan 
sebagai berikut. I 

Rumusan perubahan: 

Pasal 13 

(2) Dalam ha! mengsangkar data, Preside-n memper— 

hatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyal. 

(3) Presiden menerima pen'empatan du'ta negara lain 

dengan memperharikan pertimbangan Dewar: 
Pemakilan Rakyat. 

ausan naskah asli: 

Pasal I3  

( I )  Presiden mengangkat data dan karma], 

(2) Presiden menerima duta negara lain. 
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'Sebelum paSaI tersebut diubah, Presid'en schagai 
kepala negara mempunyai wewcnang untuk 
menentukan sendiri duta dan konsul serta menerima 
duta negara lain. Duta besar yang diangkat oleh 
Presiden mempakan wakil negara Indonesia di negara 
tempat ia ditugaskan. Kedudukan itu menyebabkan 
duta besar mempunyai peranan penting dan 

'belpeng'aruh dalam menjalankan tugas—tugas 

kcnegaraan yang mcnjadi wcwenangnya. 

Demikian pula duta ne'gara lain yang meWak-ili 
negaranya di Indonesia sangat panting bagi akurasi 
informasi untuk kepentingan hubungan baik antara 

kedua negara 'dan kedua bangsa. 

Mengingat pcntingnya ha] tersebut, maka Preside}: 
'dalam mengangkat dan menerima duta besar sebaiknya 
diberikan pertimbangan oleh DPR. Pertimbangan DPR 
tidak bersifat mengikat secara yuridis-formal, tetapi 
pcrlu diperhatikan secara sosial—politis. Selain itu, 

pertimbangan DPR dalam hal menerima duta asing juga 

'dimaksudkan agar pemerintah tidak disalahkan apabila 
menolak duta asing yang diajukan oleh negara lain 
karena telah ada pertimbangan DPR. 

Selain itu, adanya pertimbangan DPR tersebut 
dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling 
mengimbangi antara Presiden dan lembaga perwakilan 

tersebut di mana mereka saling mengawasi dan saling 

'mengimbangi dalam ha] pelaksanaan tugas-tugas Rene- 
garaan. 
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p. Pemberian grasi, amnesti, 'aholisi, dan rehabilitasi 

Sebelum diubah, ketentuan yang mengatur pem- 

berian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi diatur 

dalam satu pasal, yaitu Pasal I4 tanpa ayat. Setelah 
pcrubahan Undang—Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 14. dengan dua 
'ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2) dengan rumusan 
sebagai berikut. 

RumuSan pembaha‘n: 

Pasal '14 

(I) Presiden memberr' grasi dan rehabilitasi dengan 
memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 

(2) Presiden m'emberi amnesti dan abolisi dengan 
memperha�¿kan pertimbangan Dewar: Perwakilan 
Rakyat. 

Rumusan naskah asli: 

Pas'a! 1.4? 

Preside» mam-barf grasi, amnesti, abolisi dun 
rehabilitasi. 

Pembahan pasal ini dimaksudkan agar sebelum 
Presid'en sebagai kepala eksekutif dalam memberikan 
grasi, amnesti, abolisi, clan rehabilitasi mendapat ma- 

sukan dari lembaga yang tepat sesuai dengan 

�¿mgsinya. Mahkamah Agung. (MA) memberikan 
pertimbangan dalam hal pcmberian grasi dan 

rehabilitasi dari pelaksana fungsi yudikatif. MA sebagai 
lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga negara pa- 
ling tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden 
mengenai hal itu. 
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DPR memberikan pertimbangan dala'm hal 

pemberian amnesti dan abolisi karcna didasarkan pada 

pcrtimbangan politik. Oleh karena itu DPR sebagai 
lembaga penvakilan/‘lembaga politik kenegaraan adalah 
lembaga negara paling tcpat memberikan pertimbangan 
kepada Presiden mengenai h-al itu. 

Selain itu, adanya pertimbangan MA dan DPR 
(lembaga di bidang yudikatif dan legislatif) jIJga 

dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan saling 
mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga 

negara tersebut dalam hal pelaksanaan tugas-tugas' 
kenegaraan. 

q. Pembe-rian tanda kehormntan 

Pembah'an Undang-Undang- Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kekuasa-an 
Presiden memberikan tanda kehormatan diatur dalam 

satu pasal, yaitu Pasal 15 dengan rumusan sebagai 
berikut. 

Rumusan pembahan‘: 

Pasal 15 
PreSiden memberi gelar, tanda jam, dan Iain-Iain 

ta'nda kehomatan yang diatur dengan' undang-undang. 

Rumusan naskah asli: 

Pasal 15 

Presiden memberi gelaran, tanda jasa dam lain-Iain 
tanda kehomatan. 
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Pembahan pasal ini berdasarkan pertimbangan agar 
Presiden dalam membe�¿kan berbagai tanda kehor— 
matan kepada siapa pun (baik‘ warga negara, orang 
asing, badan, maupun lembaga) didasarkan pada 
undang-undang yang mempakan hasil pembahasan 
DPR bersama pemerintah sehi‘ngga berdasarkan 

pertimbangan yang objektif. Dengan adanya undang- 

undang yang mengatur pernberian tanda—ta‘nda kehor— 

matan oleh Presidcn, pcmberian tanda—tanda 
kehonnatan tersebut akan transparan dan objektif. 

4. Penghapus‘a‘n DeWan Pertimbangan Agung dan 
kekuasaan Presiden membentuk snatu dewan 

pertimbangan 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan penghapusan 
Dewan Pertimbangan Agung dan kekuasaan Presiden 

membentuk suatu dewan pertimbangan. Rumusannya 

sebagai berikut. 

Rumusan perubaha‘n: 

BAB I V 
BE WAN PER TIMBANGAN AGUNG 

Dihapus. 

Pass! 16 
Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang 

berrugas memberikan nasihat dun-pertimbangan kepada 
Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. 
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Rmnusan naskah asli': 

BABIV 

DEWANPERHMBANGANAGUNG 

Pasal 16 

(I) Susunan Dawn Perrimbangan Agun'g ditelapkan 
dengan undang-undang. 

(2) Dewar: im' berkewajiban memberi jmvab atas 
pertanyaan Presiden dan berhak- memajukan usul 
kepada pemerinrah. 

Penghapusan Pasal 1'6 minusan yang lama i'ni 
di-dasarkan atas pertimbangan untuk meningkatkan e�¿siensi 
dan efektivitas penyelenggaraan negara. Sebelum 

perubahan, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 mengatur kewenangan lembaga 

negara DPA memberikan nasihat dan pertimbangan kepada 
Presiden dalam kedudukan sejajar. Narnun, Presiden tidak 
terikat dengan nasihat dan pertimbangan itu. Hal itu 
menunjukkan keberadaan DPA sebagai lembaga negara 
setingkat Presiden tidak efektifdan tidak efisien. ‘ 

Demikian pula mekanisme‘ penetapan pertimbanga'n 
olch DPA hams melalui prosedur pembahasan dalam 
pcngambilan putusan dalam sidang DPA sehin'gga 
membutuhkan waktu atau "tidal: dapat dilakukan secara. 
serta merta apabila Presiden membutuhkan pertimbangan 
yang cepat. Untuk itu, ketentuan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IV 
tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapus. Sebagai 

gantinya dirumuskan ketenman Pasal 16 yang memberikan 

kekuasaan kepada Presiden untuk membentuk suatu dewan 
pcrtimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan 

pertimbangan kepada Presiden dan berkedudukan di bawah 
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Presiden. Oleh karena itu, ketentuan itu dimasukkan Ice 
dalam Bab tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang 
mengamr kekuasaan Presiden. Hal itu juga didasari oleh 
hasil pengkajian bahwa secara fungsional lembaga 
kepenasihatan, bahkan ketika masih bemama DPA pun 
sesungguhnya berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. 

Dengan kedudukan di bawah Presiden, tugas suatu 
d'ewa'n pertimbangan 'akan lebih efektif dan e�¿sien karma 
langsung berada di bawah pimpinan dan koordinasi 
Presiden. Selain itu suatu dewan pertimbangan memang 
'dibentuk untuk memberikan dukungan secara terns- 
menerus kepada Presiden agar lebih suk-ses dalam 
melaksanakan tugasnya. 

Bentuk penga‘turan leb�ÀJ l-anjut. dala'm undang-undan‘g 
yang mengamr tentang pelaksanaan kekuasaan 
pemerintahan negara adalah sebagai berikut: 

(”-1) Sesuai dengan pengaturan Pasal 6 Ayat (2) dan 6A 
Ayat (5) UUD 1945 tentang pemilu Presiden dan 
Wakil Presiden, telah ditetapkan Undang—Undang 
Nomor 12 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 
tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 10. 

Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, 

dan DPRD; serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2003 scbagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang—Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang- 
Pemilu PreSiden dan Wald] Pres'iden 
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(2) 

(3) 

'S'eSuai dengan pengaturan Pasal 11 ayat (3) mung 
petjanjian internasional, telah ditetapkan antara 
lain: 

(a) 

(b) 

UU No.24 tahun 2000 tenfang Fexjanjian 
Internasional, 

UU No.4 tahun 2010 tentang PengeSahan 
Pex‘janjian Antara Republik Indonesia Dan 
Republik Singapura Tentang Penetapan Garis 
Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Bagian 
Barat Selat 'Singapura. 

UU No.6 tahun 2010 tentang Pengesahan 
Memorandum Saljng Pengertian Amara 
Pemerintah Republik Indonesia Dan Kerajaan 
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri 
Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara 
Brunei Darussalam' Tentang Kerjasama Di 
Bidang Pertahanan. 

Sesuai dengan pen'gamran Pasal 12 tentang._. 
pemyataan keadaan 'bahaya, telah ditetapkan 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 1956 tentang 
Penanggulangan Keadaan Bahaya. Pada tahun 
2009, telah disusun Rancangan Undang-Undang 
(RUU) tentang‘ Keadaan Bahaya, kar'ena Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 1956 tentang 
Penanggulangan Keadaan Bahaya dipandang tidak 

scsuai dcngan perkembangan hulcum dan 
ketatanegaraan serta jenis-jenis bencana yang 
menganc-am keselamatan dan keamanan rakyat 
sehingg'a dipandangpcrlu disempumakan._ 
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(4) Sesuai dengan pengaturan Pasal' 15 tentang 
pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda 
kehormatan lainnya, telah ditetapka'n Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, 
Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan. Undang- 
.Undang ini mencabut keberlakuan Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1963 tentang Tanda Kehormatan 

Bintang Jasa dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun. 

1980 tentang Tanda Kehormatan B'intang Buday‘a 
Parama Dhanna. 

(S)- Sesuai dengan pengaturan Pasal 16 tentang 
pembentukan suatu dewan per�¿mbangan, tela‘h 
dit'etapkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 
tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dewan 

Pcnasihat Presiden ini scbagai pengganti Dewan 
Pcrtimbangan Agung yang sudah dihapus, 
keberadaanny-a di dalam Undang-Undang Dasar' 
1945. 

5. Bab Kementerian Negara- 

Sebelum diubah Bab tentang Kementcrian Negara 
terdiri dari satu pasal dengan tiga ayat, yaitu Pasal 17 ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3). Setelah pembahan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
tetap t'er'diri atas satu p’asal namun dengan empat ayat, yaitu 

Pasal 17 ayat (1), ayat ( 2), ayat (3), dan ayat (4). Pada 
Pembahan Pertama (tahun 1999) diputuskan tiga ayat, 

yakni ayat (2), dan ayat (3). Sedangkan ayat (4) diputuskau 
pada Perubahan Ketiga (tahun 2001), Adapun ayat (1.) 
tetap, tidak diubah. 
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Pembahan Undang—Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahnn 1945 yang mencantumkan dalam materi 
pokok Bab tentang Kementerian Negara adalah meng‘enai 
kekuasaan Presiden mengangkat dan memberhentikan 
menteri. Dengan rumusannya sebagai berikut. 

Rumusan perubahan: 

Pasal 17 

(2) Menteri-menteri in: dian'gkat dan diberhentikan ole}: 
Presiden. 

(3) Setiap m-enteri membidangi umsan' tertentu dalam 
pernerintahan. 

Rumu'San naskah asli: 

Pasal I 7 

( .1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 
(2) Menteri-menteri in”: diangkat dcm dzperhentikan aleh 

Presiden. 

(3) Me-nteri-menteri im memz'mpin departemen peme— 

rintahan. 

Pembahan dalam pasal ini menyesua-ikan bahasa dan 
praktik ketatanegaraan,_ yakni ayat (2) huruf “p” dari kata 
“diperhentikan” diganti huruf “b” sehingga menjadi 
“diberhentikan” sesuai dengan perkembangan bahasa 
Indonesia. Ketentuan ayat (3) sesuai dengan prak�¿k 

ketatanegaraan kita, yakni ada menteri yang memimp’in 

departemen dan ada yang tidak. Sementara itu, ayat ('1) 

yang berisi ketentuan bahwa Presiden dibantu oleh menteri- 

menteri negara tetap tidak diubah, baik rumusan, isi, mau- 
pun nomornya; 
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Pengaturan in'j juga mengatur penyusunan penne- 
rintahan pusat secara vertikal (asas dekonsentrasi), 
pangaturan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran 
kementerian negara. 

Untuk melengkapi Bab tentan'g Kemtanterian Negara 
yang .telah tcrdapat dalam Pembahan Pertama sebagaimana 
tercantum dalam Pasal l7  ayat (2) dan ayat (3.), sedangkan 
'ayat (1) tetap, tidak diubah, maka dal'am Pembahan Ketiga 
diputus Pasal 17 ayat (4). Rumusan ayat (4) sebagai 
barikut. 

Pasal 1 7 
(4) Pembentukan, pengubahan, dart pernbubaran 

kementerian negara diatur dalam undang—undang. 

Ketentuan ini dimasukkan ke dalam Undang-Undang 
Dasa: Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena 
belajar dari praktik ketatanegaraan yang pernah terjadi pada 
era sebelumnya, yakm' pembubaran departemen oleh 
Pre'siden terpilih. Akibatnya teljadi ketegangan yang berla- 
rut-lamt, kesulitan menyalurkan Pegawai Negeri Sipil 

departemen itu, serta kesulitan mengatur tugas dan tang- 
.gung jawab pcmerintah dalam melanjutkan program pam- 
bangunan, yang sebelmnnya menjadi tugas departemcn 
yang. dibubarkan itu. 

Belajar dari kejadian terseb'ut, di dalam perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dimasukkan ketentuan bahwa pemhentuk'an, 

pcngubahan, dan pembubaran kementerian oleh Presiden 
diatur dalarn undang-undang. Hal itu dimaksudkan agar 
pelaksanaan hak prerogatif Presiden mempunyai aturan 
yang baku yang di5usun DPR bersama Presiden sehingga 
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tidak hanya sesuai dengan kehendak Presidcn saja. Karena 
dialur dalam undang-undang, hal itu berarti kepentingan 
clan aspirasi rakyat juga diwadahi dan menjadi pedoman. 

Ketentuan im' juga merupakan perwujudan saling 
mengawasi dan saling mengimbangi antarlembaga negal�¿a, 

yaitu antara Presiden dan DPR. 

Bentuk pengaturan lebih lanjut' dalam undang-undang 
yang mengatur tentang kementerian negara adalah 
ditetapkannya Undang-Undang‘ Nomor 39 Tahun 2008 

tentang Kementerian Negara. 

Bab Pemerintahan Daerah 

Sebelum diubah, ketentuan mengenai Pemerintahan 

Daerah diatur dalam satu pasal yakni P353! 18 (tanpa ayat), 
setelah diubah menjadi tiga pasal yaitu Pasal 18, Pasal ISA, 
dan Pasai 18B. Semua pasal diputus pada Pembahan Kedua 
(tahun 2000). 

Pembahan dalam bah in'i dan juga pada bagian lain'nya 
m‘erupakan suatu pendekatan ham dalam mengelola negara. 

Di satu pihak ditegaskan tentang bentuk Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) dan di pihak lain ditampung 
kemajemukan bangsa. scsnai dengan sasanti Bhinneka 

Tunggal Ika. 

Pencantuman tentang Pemerintah Daerah di dalam 
perubahan Undang-Undang‘ Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dilatarbelakangi oleh kehendak 
untuk menampung semangat otonomi daerah dala-m 
mempeljuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Hal itu 

dilakukan setclah belajar dari praktik ketatanegaraan pada 
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era sebelumnya yang ccnd‘crung sentralis�¿s, adanya 
penyeragaman sistem pemerintahan seperti dalam Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan 
Daerah dan Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang 
Pemerintahan Desa, serta mengabaikan kepentingan daerah. 
Akibat kebijakan yang cenderung sentralistis itu, 

Pemerintah Pusat menjadi sangat dominan dalam mengatur 

dan mengendalikan daerah sehingga daerah diperlakukan 

sebagai objek, bukan sebagai subjek yang mengatur dan 
mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan 
kondisi objektif yang dimilikinya. 

Pembahan Pasal 18 Undangr-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi dasar hukum bagi 

pelaksanaan otonomi daerah yang dalam era reformasi 

menjadi salah satu agenda nasional. Melalui pencrapan Bab 

tentang Pernerintahan Daerah diharapkan lebih 
mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan 
kesejahteraan rakyat di daerah, serta meningkatkan kua�¿tas 
demokrasi di daerah. Semua ketentuan itu dirumuskan 
tbtap, dalam kerangka menjam'm dan memperkuat NKRI, 

sehingga dirumuskan hubungan kewenangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dengan 
memperhatik‘an kekhususan dan keragaman daerah. 

Ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dam Pasal 18B ini 
berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) yang 
menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan yang 
'berbentuk Republik, Pasal 4 ayat ( I )  yang menyatakan 

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan clan Pasal 
25A mengenai wilayah negara, yang menjadi wadah dan 
batas bagi pelaksanaan Pasal 18', Pasal 18A, dan Pasal 18B. 

120 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

a. Pembagian daerah 

Mengenai pembagian daerah Indonésia yang 
semula diatur dalam satu pasal tanpa ayat "diubah men- 
jadi satu pasal dengan tujuh ayat. Substansi pembagian 
daerah yang semula diatur dalam Pasal 18, setelah 
diubah ketcntuan tersebut diatur menjadi Pasal 18 ayat 
( l )  dengan rumusan sebagai berikut. 

Rumusan perubahan: 

Pasal I8  
( I )  Négara Kesatuan RBpubh'k Indonesia dibagi alas 

daerah-daerah provinsi (Ian daerah provinsi in: 
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap 
provihsi, kabupaten, dan‘ kota itu mempunyai 
pemerimahan daerah, yang diamr-dengan undang— 
'undang. 

ausan naskah a�Ài: 

Final 18' 
Pembagfan daerah Indonesia arias daerah besar 

'dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya 
ditetapkan dengan undang—undang, dengan meman- 
dang dan mengingati dasar permm'yawaratan dalam 
sistem pemerintahan negara. dam hak-hak asal—usul 
dalam daemh-daemh yang bers�Àat istimewa. 

Perubahan itu dimaksudkan untuk lebih mam- 
perjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatua'n 
Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi daemh 
provinsi dan dalam daemh provinsi terdapat daerah 
kabupaten dan kota. Ketentuan P353] 18 ayat ( l )  
mempunyai keterkaitan crat dengan ketcntuan Pasal 
25A mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
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b. 

Ungkapan dibagi aras (bukan terdiri mas) dalam 
ketentuan Pasal 18 ayat (1) bukanlah istilah yang digu- 
nakan secara kebetulan. Ungkapan itu digunakan untuk 
menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan 
yang ke'daulatan negara berada di tangan Pusat. Hal itu 
konsisten dengan kesepakatan untuk tetap mem- 
pertahank‘an bentuk negara kesatuan. Berbeda dari 
terdz'ri alas yang lebih menunjukkan substansi faded 
ralisme karena istilah itu menunjukkan letak kedaulatan 
berada di tangan negara-negara hagian. 

Ketenman Pasal 18 ayat (1) mi sesuai dengan 
sejarah Indonesia, yakni asal muasal negara. Indonesia 
adalah negara kesatuan. 

Pemerintahan Daerah 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemerintahan 
daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4)”, 
ayat (5), ayat (6), dan ayat ('7), yang rumusannya 
sebagai berikut. 

Pasal 1'8 
(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, 

dan kota mengatur dun mengurus sendiri umsan 
pemerintahcm menuruz asas otonomi dan Inga; 
pembant-uan. 

(3) Pemerz‘nmhan daerah provinsi, daerah kabuparen. 
dan kota memiliki Dewar: Perwakilan Rakyat 
Daerah yang anggoIa-anggotanya dtpilih melalui 
pem�Àihan umum. 

(4) Gubernur, Bupati, dam Walikota musing-musing 
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, 
kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis, 
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(5) Pemerintahan daerah menjalankan oranom-i 
seIuas-Iuasnya, kec-uali urusan pemerintahan yang 
ole}: undang—undang ditenmkan sebagai umsan 
Pemerintah Pusat. 

(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan per- 
amran daerah dan peramran-peramran lain un‘tuk 

melakmnakan otonomi dan tugas pembantuan. 

(7) Susanan dan tam cam penyelenggaraan pemerin- 

Iahan daerah diaIur dalam undang-undang. 

Dalam ketentuan itu, antara lain, ditegaskan bahwa. 
pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten, maupun 
kota) mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Penegasan ini menjadi dasar hukum bagi 
seluruh pemerintahan daerah untuk dapat menjalankan 
roda pemerintahan (termasuk menetapkan peraturan 

daerah dan peraturan Iainnya) secara lebih leluasa dam 
bebas sert-a sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan 
karakteristik daerahnya masing-masing, kecuali untuk 
urusan pemerintahan yang dinyatakan oleh :undang- 
undang sebagai urusan pemerintah pusat. 

Mengenai asas dekonsentrasi tidak diatur dalam 

bab yang memuat ketentuan tentang pemerintahan 

daerah ini. Tugas dekonscntrasi adalah bagian dari 
'tugas pemerintahan negara yang berkaitan dengan Bab 
III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Namun, 
meskipun daerah diberi hak untuk membentuk 
peraturan daerah dan peraturan lain dalam rangka 
melaksanakan otonomi daerah [ayat (6) di atas], it'u 

.bukan berarti bahwa daerah boleh membuat peraturan 

yang bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Hal 
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itu menjadi 'penting karena Pemcrintahan Daerah dalam 
mcnjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 

menyangkut urusan pemerintahan yang .oleh undang- 
undang ditentukan sebagai umsan Pemerintah Pusat, 
daemh dalam melaksanakan urusan pemerintahan itu 
juga hams memperhatikan hubungan wewenang 

antarpemerintahan yang diatur dengan undang-undang. 

Untuk itu hak pemerin'tahan daerah tersebut sanga‘t 

berkaitan erat dcngan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dalam 
menjalankan umsan pemerintahan dan Pasal 33 serta 
Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan 
perekonomian dan kesejahteraan sosial. 

Selain itu tercantum pula ketentuan bahwa 
pcmerintahan daerah memiliki DPRD yang anggotanya‘ 
dipilih melalui pemilihan umum. Ketentuan ini 
dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mewujudkan 
demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan daemh 
yang DPRD-Ilya bcrwenang dalam menetapkan 
peraturan daemh dan .APBD bersama-Sama dengan 
pemerintah daerah, serta mengawasi penyelenggaraan 

pemerintah daerah. 

Dalam pasal ini juga dimuat ketentuan bahwa 
kepala pemerintah daerah dipilih secar‘a demokratis. 
Ketentuan itu mengandung arti bahwa pcmilihan itu 
hams dilakukan dengan cara yang demokra�¿s, yang 
menjamin prinsip kedaulatan rakyat, seperti dipilih 

secara langsung atau cara lain sesuai dengan 
keistimewaan atau kekhususan daerah yang diatur 
dengan undang-un'dang, tetapi tetap kedaulatan ada di 
tangan rakyat.. 
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Huhungan wewena-ng pemerin‘tah pusat. dun 
pemerintahan daerah 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hubungan 
wewenang pemcrintah pusat dan pemerintahan daerah 
dalam satu pasal, yaitu Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2) 
dengan rumusan sebagai berikut; 

Pasal 18A 

(1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat don 
pemerinrahan daerah provinsi, kabupaten, dart 

kota, atau antara provinsi 'dcm kabupaten dan kota, 

diamr dmgan undangmndang dengan 
memperhatikan kekhususan dam keragama'n 
daerah. 

Ketentuan Pasal 18A ayat (1) ini terkait. erat 
dengan Pasal. 4 ayat ( I)  dengan ketentuan bahwa 
Daer‘ah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pcmerintahannya berlandaskan atau mengacu pada 

Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Presiden 
memegang kekuasaan pemerintahan. 

(2) Hubungan keuangan, p'elayanan umum, peman— 
faatan sumber daya alum dan sumber daya lain'nya 
antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah 
diamr dart dilaiwanakan secara adil dun selaras 
berdasarkan undang—undang. 

Ketemuan Pasal 18A ayat (2) ini 'dimaks'udkan agar 
penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap menjamin 
adanya prinsip keadilan dan keselarasan. Sementara itu, 
hal-hal yang menyangkut keuangan, termasuk yang 
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menyangk'ut hak—hak daerah, di'atur dalam undangs 
undang. Demikian pula halnya dengan umsan 
pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan 
sumber daya lainnya juga ditata agar daemh 
mendapatkan bagian secara proporsional. Seiring 
dengan itu, pasal ini juga menjamin sejumlah 

kewajiban untuk memperhatikan daerah lain bagi yang 

memiliki sumber daya alam dan sumber daya lainnya 

yang berbeda atau daerah lain yang tidak memilikinya, 
yang semuanya harus diatur dengan undang—undang. 

Pengakuan dan penghormatan satuan 

pemerintahan daerah hersifat khusus dan kesatuan 

masyarakat hukum adat. 

Pembahan Undang—Undang Dasar Niagara 
Republik Indonesia Tahun 1945 meng‘atur pengakuan 
'dan penghormatan satuan pemerintahan daerah yang 
bersifat khusus dan istimewa oleh negara dalam satu 
pasal, yaitu. Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) dcngan 
rumusan sebagai berikut. 

P0501183 
(I) Negara m‘engakui dan menghormati satuan-saman 

pemerintahan daerah yang bersg'far khus-us atau 
bersi�¿zt is'timewa yang diatur dengan undang- 
undang. 

Ketentuan ini mendukung keheradaan berbagai 
satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau 

istimewa (baik provinsi, kabupaten dan kota, Inaupun 
dcsa). Contoh satuan pemcrintahan bersifat khusus 

.adalah Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta; c'ontoh 
saman pernerintahan bersifat istimewa ada-lah Daerah 
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Istimewa (DI) Yogy‘akarta dan Daerah Istimewa (DI) 
Nanggroe Acch Damssalam (NAD). 

(2) Negara mengakui dan menghormatz' kesatuan— 
kesatuan masyamkat hukum adat baserta kak-hak 
tradisionalnya sepanjan‘g masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakar dan primip 
Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 
dalam undang-undang. 

'Satuan pemerintahan di tingkat desa seperti 
gampong (di NAD), nagarz' (di Sumatera Barat), dukuh 
(di Jawa), desa dan banjar (di Bali) serta berbagai 

kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup 
berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, 

tetapi dengan satu syarat bahwa kelompok masyarakat 
hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan 

dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan. Oleh 
karena itu dalam pelaksanaannya, kelompok itu hams 
diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah yang 
ditetapkan oleh DPRD. Selain itu, penetapan itu tentu 

saja dengan suatu pembatasan, yaitu tidak bol'eh 
bértentangan dengan prinsip—prinsip negara kesatuan. 

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang- 
undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah 
adalah sebagai berikut: 

(1-) Sesuai dengan pengaturan Pasal 18 aya’t. (1) dan 
"ayat' (7) tentang susunan dan tata cam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah 
ditetapkan Undang-Undang Nomor' 32 Tahun 
.2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
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Undang-Undang 'Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
'Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor' 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 9 
tahun 2010 tentang Keprotokolan. 

(2) Sesuai dengan pengaturan Pasa] 18A ayat ( l) 
tentang hubungan keuangan, pelayanan umum, 
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya 
lainnya antara pemerintah pusat clan 

pemerintahan daerah, telah ditetapkan Undang- 
Undang Nomor- 24 tahun 2000 tentang 
Perjanjian Internasional; Undang—Undang 
Nomor 33 'tahun 2004 16110n Perimbangan 
Kenangan antara Pemerintah Pusat dan 
Peme�¿ntahan Daerah; Undang-Undang Nomor 
28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan 
Retribusi Daerah; Undang-Undang Nomor 25- 

mhun 2009 tentang Pelayanan Publik. 

(3) Scsuai dengan pengaturan Pasal 18B tentang 
pengakuan kesaman-kesatuan masyarakat- 
hukum adat, telah ditetapkan Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus 
Bagi Provinsi Papua; Undang-Undang Nom‘or 

11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh; 
Undang—Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang 
Pemerintahan Provinsi Dacrah Khusus Ibukota 
Jakarta. 

128 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

7. Bab Dewan Perwakilan Rakyat 

Sebelum diubah Bab tentang Dewan P'erwakilan 

Rakyat terdiri atas empat pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, 
Pasal 21, dan Pasal 22. Setelah diubah Bab itu menjadi 
tujuh pas'al, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, 
Pasal 22, Pas-a1 22A, dan Pasal 22B. Pada Pembahan 

Panama (tahun 1999) diputuskan dua pasal, yaitu Pasal 20 
dan Pasal 21, sedangkan pada Pembahan Kedua (tahun 
2000) diputus sebanyak empat pasal, yaitu Pasal 20 ayat 
(5), Pasal 20A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)., Pasal 
22A, dan Pasal 2.23. 

Uraian perubahan Unda'ng4Undiang Dasa‘r Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 tercanturn dalam materi 
pokok Bab bentang- Dcwan Perwakilan Rakyat sebagai 
berikut. 

a. Keanggotaan, susnnan, dan waktu sidang DPR 

Sebelum djubah, ketcntuan tentang keanggotaan, 
susunan, dan waktu sidang DPR diatur dalam satu 
pasal, yaitu Pasal I9 dengan dua ayat, yaitu (1) dan 
ayat (2). Setelah diubah, ketentuan menjadi Pasal 19 

'dengan tiga ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), 
'dengan rumusan perubahan sebagai berikm. 

RumuSan peruhahan: 

BAB VII 
DE WAN PER WAKILAN RAKYAT 

Pasal I9 

(1) Angola Dewar: Pemakilan Rakyat dmilih melalui 

pmilihan umum. 

129 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

(2) Susunan Dewar: Penmkilan .Rakyat diaiur' den-gun 
undang—undang. 

(’3) Dewar: Perwaldlan Reign! bersidang sedikz'tnya 
sekali dalam setahun. 

Rumusan naskah asli: 

BAB VII 
DE WAN PER WAKILAN RAE FAT 

Pasal I 9 
(1) Susunan Dewar: Perwakilan Rakyat ditetapkan 

dengan undang—undang. 
(2) Dewan Perwakilan Rabat bers'idang ._sedikimya 

sekali dalam setahun. 

Adanya ketentuan bahwa anggota DPR dipilih 
melalui pemilihan umum dimaksudkan untuk meWu- 
judkan asas kedaulatan rakyat yang secara implisit 
menjiwai Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan ketentuan 

bahwa seluruh anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui 
pemilu. Dengan adanya ketentuan ini, pada masa 
datang tidak ada lagi anggota DPR yang diangkat. Hal 
itu sesuai dengan paham demokrasi perwakilan yang 

mendasarkan keberadaannya pada prinsip. perwakilan 

atas dasar pemilihan (representation by election). 

Dcngan adanya seluruh anggota DPR dipiljh melalui 
pcmilu, dcmokrasi semakin berkemhang dan legitim-asi 
DPR makin kuat. 

Kekuasaan DPR membentuk undang—undang 

Sebelum diubah, ketentuan yang mengatur 
kekuasaan DPR dalam membenmk undang—undang 
terdiri dati 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 20 dengan (1113. 
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ayat, yaitu ayat (1) dan‘ ayat (2). Setelah diub‘ah, 
ketentuan itu tetap diatur dalam satu pasal tetapi 
'dengan lima ayat, yaitu Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), ayat (4), dan ayat (5). Pada Perubahan Pertama 

(tahun 1999) diputuskan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan 
ayat (4). Adapun ayat (5)  diputuskan pada Pembahan 

Kedua (tahun 2000), dengan nunusan perubahan 
-.scbagai berikut. 

ausan perubahan: 

Pasa120 
(I) Dewan Perwakilan Rakyat memegangrkekuasaan 

'membenmk undang—undang. 
('2) Seriap rancangan undang—undang dibahas ole}: 

Dewan Pemak�Àan Rakya! dan Presiden untuk 
mandapat pers‘etujuan bersama. 

(3) Jika rancangan undang-undang in: tidal: mendapat 
perserujuan bersama, rancangan undang—undang 
I'm tidak baleh diajukan Iagi dalam persidangan 
Dewar: Perwakilan Rabid: masa itu. 

(4) Presiden mengesahkan rancangun undang-undang 
yang telah disetujui bersama unmk menjadi 
undang-undang. 

Rumusan naskah .asli: 

Pasal 20 
( I )  .Tiap—tiap undang-undang menghendaki persetw 

juan Dewan Perwakilan Rakyat. 
(2) Jika sesuatu rancangan undang—undang tidal: men- 

dapat persemjuan Dewan Perwakilan Rakyat, 
maka mncangan tadi tidal: boleh dimjukan lagi 
dalam pe-rsidangan Dwan Perwakilan Rafa/at 
mam itu. 
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Pembahan pasal ini dimaksudkan untuk member- 

dayakan DPR sebagai lembaga legislatif yang 
mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang, 
Pembahan pasal ini mengubah peranan DPR yang 
sebelumnya hanya bertugas membahas clan memberi- 
kan persetujuan terhadap rancangan undang-undang 

yang dibuat oleh Presiden (kekuasaan eksekutii). Pasal 

ini juga memberikan hak kepada anggota DPR untuk 

mengajukan rancangan undang-undang. 

.Pergeseran kewenangan membentuk undan'ge 
undang, yang sebelumnya di tangan Presiden dialihkan 
kepada DPR, merupakan langkah konstitusional untuk 

meletakkan secara tepat fungsi lembaga negara sesuai 

dengan bidang tugasnya masing-masing, yakni DPR 

sebagai lembaga pembcntuk undang-undang 
(kekuasaan legislatif) dan President sebagai lembaga 
pelaksana undang-undang (kekuasaan eksekutif). 
Namun, Undang—Undang Dasar Negar‘a Republik 
Indonesia Tahun 1945 juga mengatur kekuasaan 
Presiden di bidang legislatif, antara lain ketentuan 
hahwa pembahasan setiap rancangan' undang-undang 
(RUU) oleh DPR dilakukan secara bersama-sama 
dengan Presiden. 

Dengan pergeseran kewenangan membenmk 
undang-undang itu, sesungguhnya ditinggalkan pula 
tenri pembagian kekuasaan (distribution of power) 
dengan prinsip supremasi MPR menjadi pemisahan 

kekuasaan (separation of power) dengan prinsip saling 

mengawasi dan saling mengimbangi sebagai ciri yang 
melekat. Hal itu juga mempak‘an penjabaran lebih jauh 
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dari kesepakatan untuk memperkuait 'si'Stcm 
presidensial. 

RUU yang disetujui bersama DPR dan Presiden sah 
men j adi UU 

Pembahan Undang—Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun I945 mengenai ketentuan 
RUU yang disetujui bersama DPR dan Presiden tetapi 
tidak disahkan oleh Presiden diatur dalam Pasal 20 ayat 

(5). Rumusan Pasa1-20 ayat (5) ini melengkapi Pasal 20 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) hasil Perubahan 
Pertama (tahun 1999). Rumusan Pasal 20 ayat (5) 

Sebagai berik'ut. 

Pam! 20 
(5) DaI'am hal rancangan undang-undang yang telah 

disetujui bersama tersebut tidal: disahkan oleh 
Presiden dalam waktu tiga puluh hart“ semanjak 
rancangan undang—undang tersebut disemjui, mn- 

Cangan undang-undang tersebur sah menjadi 
undang—undang dan wajz'b diundangkan. 

Ketentuan itu dirumuskan karena adanya 
kEbutuhan untuk mencari solusi konstitusional apabila 
tidak dilakukan pengesahan oleh Presiden atas sebuah 
Rancangan Undang-Undang (RUU) yang telah 
disetujui bersama antara DPR dan Presiden, sehjngga 

tidak menentunya pengundangan RUU tersebut. Selain 

itu, belajar dari praktik ketatanegaraan pada masa lalu 
terdapat RUU yang telah mendapat persetujuan 

bersama DPR dan Presiden, tetapi ternyata kemudian 
tidak disahkan oleh Presiden. Hal itu dapat 
menimbl�Àkan ketidakpastian hllllIl dill! 

133 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

kesimpangsiuran hukum yang membawa dampak 
negatif dalam kehidupan kenegaraan. 

Dengan adanya ketentuan ini, ditandatan‘gani atau 
tidak ditandatanganinya suatu RUU yang telah disetujui 
bersama DPR dan Presiden olch Presiden, setelah 

lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak disetujui 
bersama oleh DPR dan Presiden, RUU itu Berta Inerta 

(otomatis) secara resmj menjadi Undang—Undang (UU) 
yang sah menurnt hukum dan mcnjadi hukum yang 
berlaku. 

Rumusan ini mempakan salah satu wujud dari 
pelaksanaan kekuasaan membentuk unda�Àg-undang 
yang ada di tangan DPR. Sclain itu, ketentuan ini 
berkaitan dengan Pasal 22 ayat ( l)  yang mengatnr 
kekuasaan Presid'en. Dalam hal ihwal kegentingan yang 
memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan 
pemerintah pengganti undang-undang (perpu). 

Walaupun RUU tersebut tidak ditandatangani 
Présiden, hal itu tidak mengurangi komitmen scm‘ua 
pihak, terutama penyelenggara negara untuk 
melaksanakan undang-undang tersebut, termasuk 
Presiden. Hal itu karena undang-undang tersebut se- 
belumnya telah disetujui bersama antara DPR dan 
PrEsiden. Selain itu, adanya penegasan Pasal 20 ayat 

(S) itu sendiri yang menyatakan bahwa suatu RUU. sah 

menjadi undang-undang dan wajib diundangkan apabila 

lewat waktu 30 hari walaupun Presidcn tidak 
mengesahkannya, 
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Ket'entuan :ini dirumuskan untuk‘ mmnbe�¿k‘an Ice- 
pastian hukum. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 20 
ayat (5) ini perlu dipahamj Sebagai imbangan ketentuan 
Pasal 20 ayat (3)  dan ayat (4)  karena RUU, itu sudah 

dibahas dan disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. 

Fungsi dan hak DPR serta hak anggota DPR 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negar'a 
Republik Indonesia Tahun '1945 mengatur fungsi dan 

hak lembaga DPR Serta hak ang'gota DPR dalam satu 
pasal, yaitu Pasal 20A dengan empat ayat, yaitu ayat 
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Uraian 
'perubahannya sebagai berikut. 

Pasal 20A 
(1) Dewar: Perwakilan Rakyat memiliki �¿ngsi 

legzlslasi, �¿mgsi anggaran, dcm �¿mgsi pengawasan. 
(2) Dalam melakmnakan �¿mgsinya, selain hak yang 

diamr dalam pasaI-pasai lain Undang—Undang 

Dasar im', Dewar: Perwak�Àan Rakyat memp'unyai 
hak interpelasi, hak angket, dcm hak menyatakan 
pendapal. 

(3) Selain hak- yang diam” dalam pasal-pasal lain 
Undang-Undang Dasar im', setiap anggpta Dewar: 
Pemakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan 
pertanyaan, menyampaihm usul dan pendapal‘ 
serta hak I'm unitas. 

(4) Ketentuan lebih Ianjut tentang hiak Dewar: 
Perwakilan Rakyat dan hak anggota Damn 

Perwakilan Rakyat diamr datum undang—mdang. 

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjadikan DPR 

ber�¿mgsi secara optimal sebagai lembaga perwakilan 
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rakyat s‘ekaligus memperkukuh pelaksanaan saling 
mengawasi dan saling mengimbangi oleh DPR. 

Dalam ketentuan itu dipertegas fungsi DPR, y'aitu 
fungsi legislasi, anggaran, dan pcngawasan. Fungsi 
legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lamba— 

ga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk 
undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas 
kcdudukan DPR untuk membahas (termasuk 
mengubah) Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Be‘lanja Negara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Ne‘gara (APBN) yang 
ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Kedudukan DPR 

dalam ha] APBN ini lebih men'onjol dibandingkan 

dengan kedudukan Presiden karena apabila DPR tidak 

menyetujui RAPBN yang diusulkan Presidcn, 
Pemerintah menjalankan APBN tahun yang Ialu [Pasal 

'23 ayat (3)]. Fungsi pengawasan adalah �¿mgsi DPR 
dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan 'dan 
palaksanaan pemerintahan dam pembangunan 01611 Pre- 
Siden (pemerintah). 

Pencgasan fungsi dan hak DPR serta hak anggota 
DPR dalarn ketentuan itu akan sangat mendukung 
pclaksanaan tugas DPR sehingga DPR makin ber�¿mgsi 
sesuai dengan harapan dan tuntutan rakyat. 

Hak anggota DPR mengajukan rancangan undang- 

undang 

Sebelum diubah, ketcntuan mengenai hak 

anggota DPR mengaju'kan ranca-ngan undang-undan'g 
diatur daLam 5am pasal, yaitu P3511121 ayat (1) dan ayat 
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(2). Setclah "diubah, Retentuan itu diatur di dalam satu 
pasal tanpa ayat yang rumusannya berasal dari Pasal 21 
ayat (l). Adapun Pasal 20 ayat (2) menjadi Pasal 20 
ayat (3) hasil Pembahan Pertama (tahun 19.99). 
Rumusan perubahan itu sebagai berikut. 

Rumu‘san perubahan: 

Pasal 21 

Anggota Dewan Perwakiian Rakyat be'rhak 
mengajukan 4mm! rancangan undang-undang. 

Pembahan Pasal 21 ayat (1) ini bersifat redak- 
sional, yakni mengubah kata memajukan usul menjadi 
kata mengajukan usul untuk mengikuti perkembangan 
bahasa Indonesia. I 

Rumusan naskah asli: 

Pasal 21 
(I) Anggora-anggota Dewar: Femala'lan Rabat 

berhak memajukan rancangan undang—undang. 
(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujuf oleh Dewan 

Pemakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, 

maka rancangan tadi tidal: boleh dimajukan lag-1' 
dalam persidangan Dewar: Perwakilan Rabat 
masa itu. 

Tata cara penetapan pera'turan pemerintah 

pengganti undang-undang (TETAP) 

Rumusan pasal mengenai tata cara ”penet'apan 
peratura‘n pemerintah pengganti undang-undang ini 
tetap, tidak diubah. Rumusannya sebagai berikut. 
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Basal 22 
(I) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksq, 

Preside?! berhak menetapkan peraturan 
pemerinmh sebagai'penggami undang—undang. 

(2) Peraturan pe-merintah itu hams mendapat 
persemjuan Dewar: Perwakilan Rakyat dalam 
persidangan yang berikut. 

(3) Jika tidak mendapa'r persetujuan, maka perdturan 
pemerintah itu hams dicabut. 

'Tata cal-a pembentukan undang—undang 

Perubahan Undang-Undang Dasar' Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 mcngatur tata cara 
pembentukan undang~undang dalam satu pasal, yaitu 
Pasal 22A dengan rumusan sebagai berikuL 

Pasal 22A 

Ketentuan lebih Ianjut tentang tat'a cam 
pmbentuknn undang-unda�¿g diamr dengan undanga- 

undang. 

Ketentuan itu didasarkan pada pemikiran bahwa 

undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR bersama 
Presiden (pemerintah) akan berlaku umum kepada 
masyarakat. Undang-undang sangat kompleks dan jugs. 
menyangkut akibat hukum yang luas. Oleh karena itu, 
perlu tata cara yang baku dan lengkap. 

Ketentuan itu akan membangun sistem 
pembentukan undang-undang dengan pedoman yang 
baku 'dan jelas pada maSa yang akan datang. 
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h. Pemberhentian anggota DPR 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur 
pemberhentian anggota DPR dalam satu pasal, yaitu 
Pasal 22B. Rumusannya sebagai berikut. 

Pasal 22B 
Anggota Dewar: Perwakilan Rakyat. dapat dither- 

3k'en�¿kan dari jabatannya, yang Ayarat-syarat dan' tam 
caranya diaIur dalam undang-undang. 

Ketentuan itu dilatarbelakangi oleh pemikiran bah- 
Wa anggota DPR tidak kebal hukum sebagai salah satu 

penerapan paham bahwa Indonesia adalah negara hu— 
kum. Dalam masa jabatannya mungkin saja terjadi hal 
atau kejadian atau kondisi yang menyebabkan anggota 
DPR dapat diberhentikan sebagai anggota DPR. Agar- 
pemberhentian anggota DPR tersebut mempunyai dasar 
hukum yang baku dan jelas, pemberhentian perlu diatur 
dalam undang-undang. Ketenman ini mempakan 

mekanjsme kontrol terhadap anggota DPR. 

Adanya pengaturan pcmberhentian anggota DPR 
dalam masa jabatannya dalam undang-undang akan 
menghindarkan adanya pertimbangan lain yang tidak 
berdasarkan undang-undang. Ketentuan itu juga 
sekaligus menunjukkan konsistensi dalam menerapkan 

paham supremasi hukum, yaitu bahwa setiap orang 

sama di depan hukum, sehingga setiap warga negara 

ham-s tunduk pada hukum. Namun, dalam men'egakkan 

hukum itu hams dilakukan dcngan cam-cam yang 
's'esuai dengan 'hukum. 
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Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang— 
undang yang mengatur tentang Dewan Perwakilan 
Raky'at adalah sebagai berikut: 

( I)  Sesuai dengan pengaturan Pasal I9 ayat (3) dan 
Pasal 20A ayat (4) tentang Suslman Dewan 
Pcrwakilan Rakyat, telah ditetapkan Undang- 
Undang Nomor 27 Tahun 2009 tcntang MPR, 
DPR, dan DPD; Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2010 tentang Keprotokolan. 

(2) Sesuai dengan pengaturan Pasal 22A tentang‘ tata 
cara pembentukan undang-undang, telah 

ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
201 1 tentang Pembentukan Pcraturan 

Pemndang—undangan. 

(3) .Sesuai dengan pengaturan Pasal 22B tentang 
syarat-syarat dan tata cara pemberhentian 
anggota DPR, telah ditetapkan Undang-Undang 
Nomor 27 tahun 2009 tentang MFR, DPR, DPD, 
dan DPRD. 

8. Bab Dewan Perwakilan Daerah 

Bab tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah 
bab barn dalam Undang—Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Bab ini terdiri atas dua pasal, yaitu 
Pasal 22C clan 2-2D dengan rumusan sebagai berikut. 

BAB VIIA 
DEWANPERWAKILANDAERAH 

Pasa122C 
(I) Anggota Dewar: Perwakilan Daerah dipilih dari 

seriap provinsi melalm' pemilz'ha�À umum'. 
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(2) 

(3). 

(4) 

(I) 

(2) 

(3) 

Anggo'ta Damn- Penvakilan Daerah dart? Seriap 
pmvinsijumlahnya sama danjumlah selumh anggota 
Dewar: Perwakilan Daerah iru £1"d Iebih dam" 
seperrigajum lah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 
Dman Perwakz'lan Daerah bersidang sedikimya 
sekali dalam setahun. 
Susanan dan kedudukan Dewan Perwakilan Due-rah 
diatur dengan undang—undang. 

Pasa! 22D 
Dewan Perwakilan Daerah dapar mengajukan kepada 
Dewar: Pemakilan Ralcyat rancangan undang- 
undang yang berkairan dengan otonomi daerah, 
hubungan pusat dart daemh, pembenrukan dart 
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan 

sumber daya alam dan sumber daya e-konomi lainnya, 

sen‘a yang berkaitan dengan perimbangan keuangan 

pusat dan daerah. 
Damn Perwakilan Daerah ikut membahas 
rancangan undangeundang yang berkaitan dengan 

otonami daerah; hubungan pusat' dan daerah; 
pembentukan, pemekaran, 'dan penggabungan 
daerah; pengelolaan sumber daya aIam dan sumb �À 
daya ekonomi lainnya, serta pe�¿mbangan keuangan 
pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan 
kepada Dewar: Perwakilan Rakyat alas rancangan 
undang—undang anggaran pendapatan dun belanja 

negara dan rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 

Dewan Pemakilan Da'erah dapat m‘elakukan 
pengawasan mas pelaksanaan undang—undang 
mengenai: otonomi daemh, pembentukanj pemekaran 
dam penggabungan daerah, hubungan pusat dan 
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daerah, pengelolaan sumber daya .alam dan sumber 
daya ekonomi lain-nya, pelakmnaan anggamn 
pendaparan dan bela'nja negara, pajak, pendidikan, 
dan agama serta menyampaikan hasil pengawas— 
armya itu kepada Dewar: Perwakilan Rakyat sebagai 
bahan‘ pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

(4) Anggora Dewar: Perwakilan Daemh dapat diber- 

hentikan darijabatannya, yang syaraz-syamt dan tam 

caranya diamr dalam undang—undang. 

Pemb‘ahan Undang—Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 melahjrkan sebuah lembaga barn 
dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, yakni Dewan 

P'erwakilan Daerah (DPD). Dengan kehadiran DPD 

tersebut, dalam sistem perwakilan Indonesia, DPR 

didukung dan diperkuat oleh DPD. DPR merupakan lem— 

baga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik 

rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD 
,mempakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman 
'aSPir'asi daerah. Keberadaan lembaga DPD mempakan 
upaya menampung prinsip perwakilan daerah. 

Sistem perwakilan yang dianut Indonesia merupakan 

sistem yang khas' Indonesia karena dibentuk sebagai per- 

wujudan kcbutuhan, kepcntingan, sorta tantangan bangsa 

dan negara Indonesia. 

Ketentuan Undang—Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun I945 yang mengatur keberadaan DPD 
dalam struktur ketatanegaraan Indonesia itu antam lain 

'dimaksudkan untuk: 
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1) memperkuat ika'tan dacrah—daerah dalam wadah 
Neg-am Kes-atuan Republik Indonesia dan mcmper— 
teguh persatuan kebangsaan seluruh daerah; 

2) meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan 
kapcntingan daerah—daerah dalam perumusan 

kebijakan nasional berkaitan dang-an negara da-n 

daerah; 

3) mendorong percepat-an demokrasi, pembangunan d‘an 
kem'ajuan daerah s‘ecar'a serasi dan Seimbang. 

Dengan demikian, keberadaan daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan otonomi dae'rah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) bcrjalan 
sesuai dengan keberagaman daerah dalam rangka 
kemajuan bangsa dan negara. 

DPD memiliki fungsi yang tarbatas di bidang legis- 
lasi, 'anggaran, pengawasan, dan partimbangan. Fungsi 
DPD berkaitan erat dengan sistem saling mengawasi dan 
saling mengimban‘gi dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia, yaitu: 

(1) dapat mengajukan kepada DeWan Perwakilan Rak'yat 
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan 

otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, 

pembentukan dan pemekaran serta penggabungan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan 
pe�¿mban‘gan keuangan pusat clan daerah; 

(2) ik‘ut membahas rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat 
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dan da'erah; pembentukan, pemekaran, dan 
penggabungan dacrah; pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah; serta memberikan 
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas 
rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan rancangan undang-undang yang 

berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; 

(3') dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
unda'ng-undang mengena‘i: otonomi daerah, 
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya 

alam dan sumb'er daya ekonorm' lainnya, pelaksanaan 

anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, 

pendidikan, dan agama serta menyampaikan basil 
pen'gawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rak'ya't 
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang 

yang mengatur tentang Dewan Perwakilan Daerah 

sebagaimana ketentuan Pasal 22C ayat (4) dan Pasal 22D 
ayat (4) adalah ditetapkan Undang—Undang Nomor 27 
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPD; Undang— 

Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan. 
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9.. Bab Pemilihau Umum 

Bab tentang Pemilihan Umum mempakan bah baru 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik- Indonesia 
Tahun 1945. Rumusannya sebagai berikut. 

BAB VIIB 
PEMILIHAN UMUM 

Pasta! 22E 

(1) Pem'ilihan unmm dilakmnakan secara Iangsung, 
u'mum, bebas, rahasia, jujur, dan adii setiap. Ema 

tahzm sekali. 

(2) Pemilihan umum diselenggarakan unt‘uk memilih 

anggota Dewar: Pemakilan Rakyat, Dewar: 
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden 

dan Dewar: Perwakilan Rakyat Daerah. 

(3) Peserta pemilfhan umum untuk memilih anggata 
Dewar: Perwak�Àan Rakyat dan anggo‘ta Demm 
Pemakilan Rakyat Daerah adalah par-mi politik. 

(4) Peserta pemiiihan umum unruk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 

(.5) Pemih‘han umum diselenggamkan oleh suatu komi'sz' 
pemilihan umum yang berszfat nasional, tétap, dan 

mandiri. 
(6) Ketenman Iebih lanjut tentang .pemilihan umum 

diatur'dengan undang—undang. 

Adanya ketentuan mengenai pemilihan umum 
(pemilu) dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 djmaksudkan untuk 

memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemilu 
sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat, 
yang sesuai dengan bunyi Pasal l ayat (2 )  yang 

menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
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dilaksanakau menurut Undang-Undang Dasar. Dengan 
adanya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka lebih 
menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur 
per Iima tahun ataupun menjamin proses dan mekanisme 
serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, 

umum, bebas, rahasia (luber) serta jujur dan adil (iurdil). 

Sebagaimana dimaklumi pelaksanaan pemilu selama ini 

bclum diatur dalam Undang—Undang Dasar. 

Selain mengatur Pemiljhan Umum yang terc-antum 
'dalam Bab VIIB tentang Pemilihan Umum, Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

juga mengatur pemilihan umum untuk Presiden/Wakil 

Presiden dan Iegislatif, yakni Pasal 6A mengatur 

mangenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 
19 ayat (1) mengatur pcmilihan anggota DPR, serta Pasal 
22C ayat ( I) yang mengatur pernilihau anggota DPD. 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut 

mengenai pemilu dilakukan dengan undang—undang. Hal 

itu berarti kepentingan dan aspirasi rakyat juga diwadahi 
"dan dijadik'an pedoman dalarn pembentukan undang~ 
undang melalui wakil-wakilnya di DPR. Ketentuan vitu 
juga mempakan salah satu pelaksanaan saling mengawasi 
�Àan saling mengimbangi antara Presiden dan DPR. 

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang 

yang mengatur tentang Pemilihan Umum sebagaimana 
ketentuan Pasal 22E ayat (6) adalah ditetapkan Undang— 

.Undang Nomor 17 tahun 2009 tentang Penetapan 
Pemturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Namor 
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1 Tahun 2009 tentang Pemb‘ahan Atas. Undang—Undang 
N01110: 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, 
DPD, dan DPRD dan Undang-Undang‘ Nomor Nomor 42 
tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. 

10. Bab Hal Keuangan 

Sebelum diubah, Bab tentang Hal Keuangan terdiri 

'atas satu pasal yakni Pasal 23. Setelah diubah, Bab. 
tentang Hal Keuangan menjadi delapan pasal, yakm' Pasal 

23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, PaSal 

Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G. Ketentuan Pasal 23, 

Pasal 23A, Pasal 23C, Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 

2.3G diputuskan pada Pembahan Ketiga (tahun 2001). 

Perubahan Pasal 23 ayat (5) melahirkan sebuah bah 
barn, yaitu Bab VIIIA tenta'ng Badan Pemeriksa Keuangan 
sebagai lembaga negara. Bab baru itu terdiri atas tiga pasal 
ya'itu Pasal 23E; Pasal 23F; clan Pasal 23G. 

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menghasilkan Bab 
tentang Hal Kenangan mencakup 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 
23B dan Pasal 23D. Uraian perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
tercakup dalam materi poke]; Bab tentang Hal Kenangan 
adalah sebagai berikut: 

Rumusan per-ubahau: 

Pasa123 

(I) Anggaran pendapatan da’n belanja negara sebagai 
umjud dari pengelolaan keuangan negara ditetqpkm 
setiap tahun dengan undang—undang dan dilak- 

147 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

sanakan secara terbuka darn bertanggung jawab 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran ralqyat. 

(2) Rancangan undang—undang anggaran pendapatan 
dan belanja negara diajukan aleh Presiden untuk 
dibahas bersama Dew/Man Perwakilan Rakyat dengan 
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Daerah. 
{3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui 

rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 
yang diusulkan oleh Presiden,_ Pernerintah menjalan- 
kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Iahun 
yang lain. 

Pam! 23A 

Pajak dan pungutan Iain yang bersifar memaksa 
untuk keperluan negara diam dengan undang-nndang. 

Rumusan naskah asli: 

Email? 
( I )  Anggaran pendapatan dan belanja dilatapkan' �Àap- 

iiap tahun dengan undang—undang. Apabz‘la Dewar: 

Perwakilan Rcsarl‘gwsnf tidak menyemjui anggaran yang 

dimlkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan 
anggaran ta-hun yang lain. 

(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan 
undang-undang. 

(3) Macam dan harrga mam uang- ditetapkan dengan 
undang-undang. 

(4)  Hal keuangan negara selanjutnya' diatur dengan 

undang-undang. 

(5) Untuk meme�Àksa tanggung jawab rentang keuangan 
negara diadakan snafu Badan Peme�¿lcsa Kwangan, 

yang peraturannya direrapkan dengan undang- 
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undaHg.— Hasfl pemeriksaan I‘m diberitahukan kepada 
Dman Perwaldlan Rakyat. 

Ketentuan perubahan sebagaimana yang terdapat 
dalam Pasa] 23 djmaksudkan untuk mengatur tentang 

mekanisme APBN yang menuntut akuntabilitas dan 

tmnsparansi pengclolaan keuangan negara. Karena APBN 

mempakan salah satu instrumcn panting untuk 
kcpentingan pembangunan nasional dan ada bagian—bagian 
yang berkaitan dengan pembangunan daerah, 

pembahasannya dilakukan dengan memperhatikan 
pertimbangan DPD. Dcngan demikian, muatan APBN 
mempakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan 
tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang 
ditujukan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat. 

Pembahan ketentuan Pasal 23A berdasarkan pertim- 
bangan bahwa sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat, 
pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan 
'bersifat kewajiban material yang mengikat dan 

membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu oleh 
rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di DPR. 
Berkaitan dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat 

memaksa, diharapkan DPR mempeljuangkan' kepentingan 

dan aspirasi ralq'at dan agar kepentingan dan aspirasi 

menjadi pedoman dalam pengambilan putusan. 

Ketentuan Pasal 2-3 ayat (S) diuraikan pada Bab 
tentang Badan. Pemeriksa Kauangan di bawah ini. 
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Macaw dan harga mata uang 

Sebelum diubah, ketentuan meng‘enai maCam 'dan 

harga mata uang dimmuskan dal'am satu 'ayat, yaitu 
Pasal 23 ayat (3), setelah perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
ketentuan mengenai macam harga mata uang 
dirumuskan m'enjadi satu pasal, 'yaitu Pasal 2'3B.- 
Rumusannya sebagai berikut. 

Rumusan perubahan: 

Pasa123B 
Macam dan harga mam mug ditempkan dengan 

undang-undang. 

Rumusan naskah asli: 

Farm! 23 
(3) Macam dare harga mam uang ditctapkan dangan 

undang—undang. 

Pasal 233 itu melengkapi perubahan Undang- 
Uudang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 Bab tentang Hal Kenangan yang telah dilakukan 
pada Pembahan Ketiga (tahun 2001). 

Pasa123C’ 
Hal-ha! lain mengénai kemngan �¿egara diGMr 

dengan undang-undang. 

Bank sentral 

Mengenai bank sentral di dalam perubahan 
Undang—Undang Dasar Negara Repub�¿k Indonesia 
Tahun 1945, dirumuskan 'dala'm Pasal 23D. 

Rumusannya sebagai herikut. 
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Pasal 23D 
Negara mamiliki suam bank sentral yang 

munan, kedudukan, kewenangan,. tanggung jawab’ 
dan independensinya diatm‘ dengan undang—undang. 

Ketentuan mengenai bank sentral merup'akan 

ketcntuan baru dalam Undang—Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai 
hal itu masuk dalam Bab tentang Hal Keuangan. 

Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tenta‘ng Bab 

VIII berkenaan dengan Hal Keuangan secara singkat 
dijelaskan tentang fungsi Bank Indonesia yang pada' 
hakikatnya merupakan pengaturan tentang fungsi 
bank sentral. 

Ketentuan mengenai bank sentral dalam Undang— 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum 
dan kcdudukan hukum yang jelas kepada bank sentral 

sebagai suatu lembaga yang sangat panting dalam 
suatu negara yang meng‘atur dan melaksanakan �¿mgsi 
kebijakan monster. 

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undangi 
nndang yang mengatur tentang Hal Keuangan adalah 
sebagai berikut: 

('1) Sesuai dengan pengaturan Pasal 23A tentang 
pajak dan pungutan Iainnya, telah ditetapkan 

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU N0. 
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(2) 

16' tahun 2000 Pembahan Kedua Atas Undang~ 
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Pembahan 
Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 8: 

Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 

dan Paj-ak Pertambahan Nilai Barang Mcw'ah; 

Sesuai dengan pengaturan Pasal 23B tentang 
macam dam harga mata uang, telah ditetapkan 
Undang-Undang Nomor' 23 Tahun 1999: 
tentang Bank Indonesia sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2004 serta Undang—Undang Nomor 7 
tahun 2011 tentang Mata Uang. Sebelum 
Undang-Undang ini dibentuk, undang-undang 
yang mengatur tentang macam dam harga mat-a 
uang diatur pada masa Undang—Undang Dasar 
Sementara Tahun 1950, yaitu: 

(a) Undang-Undang Darurat Nomor .20 Tahun 
1951 tentang Penghentian Berlakunya 
”Indische Mutwet 1912” dan Penetapan 
Petaturan'Baru Tentang Mata Uang; 

(b) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 
tentang Pcnetapan ”Undang-Undang Darur'at 
Tentang Penghentian Berlakunya ”Indischs 
Mutwet 1912” dan Penetapan Baru Tentang 

Mata Uang” (Unclang-Undang Darurat 
Nomor 20 Tahun 1951) Sebagai Undang- 
Undang; 
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(c) Undang—Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1985 tentang Pengubahan ’Undang—Undang 
Mata Uang Tahun 1.953”; 

(d) Undang-Undang Nomor 71 Tahun 1985 
tentang Pengubahan ’Undang-Undang Mata 
Uang Tahun 1953” Sebagai Undang- 
Undang. 

(3) Slcsuai dengan pangaturan Pasal 23C: tentang 
keuangan negara, telah ditetapkan Undang- 
Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. 

(4) Sesuai dengan pengaturan Pasal 23D 't'en‘tang 
bank sentral, telah ditetapkan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. 

'11. Bab Badan Pemeriksa Keuanga'n 

Bab tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah bah 
barn dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Sebelumnya Badan Pemeriksa 
Keuangan diatur dalam satu ayat, yakni dalam ayat (5) 

Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Setel-ah perubahan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menjadi tiga pasal, yaitu Pasal 23E, Pasal. 23F, dan Pasal 
23G. Rumusannya sebagai berikut: 
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Rumu'sa-n perub'ahan: 

BAB VHLi 

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN 

Pasa123E 

( I )  Unfuk memerikm pengelolaan dan tanggung jawab 
tenfang keuangan negara diadakan saru Badan 

Pemerz'lcs'a Keuangan yang bebas dan mandiri. 
(2) Hasz'l pemeriksaan keuangan negara diserahkan 

kepada Dewar: Penuak�Àan Rakyat, Dewan Fema- 
k�Àan Daerah, dun Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, sesuai dengan kmenangannya. 

(3) Hasi! pemerz'ksaan' tersebut ditindaklanjuti .Oleh 
'lembaga perwakiiqn dan/atau badan sesuai dengan 
undang-undang. 

Pasa123F 
( I )  Anggota Badan Peme�Àksa Kmangan dipilih oleh 

Dewan Pemakilan Rakyat dengan memperhatikan 

pertimbangan Dewar: Pemakilan Daerah dun 
diresmikan oleh Presiden. 

(2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keucfmgan dcpilih dari 
dun oleh anggota. 

Pasa123G 

(1) Radar: Pemeriksa Keuangan berkedudukan di �¿lm 
kota negara, dart mem'iliki perwakz'lan di setiap 

pravinsi. 

(2) Ketentuan Iebih lanjut mengenaz' Badan Pemeriksa 
Keuangan diatur dengan undang—undang. 

Rumu'san nask'ah asli: 

Pam! 23 

(5) Unfuk memerz'ksa tanggung jawab tentan‘g keuangan 
negam diadakan sum‘u Badan Pemer'iksa Kwangan, 
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yang peraifurannya ditetapkan dengan undange 
undang. Hasil pemeriksaan in: diberitahukan kepada 
DeWan Perwakilan rakyat. 

DipiSahkannya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
dalam bah tersendiri (Bab VIIIA), yang sebelumnya 
merupakan bagian dari Bab VIII tentang Hal Keuangan 
dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat 
serta pengaturan rinci mengenai BPK yang bebas dan 
mandiri serta sebagai lembaga negara yang berfungsi 
meme�¿ksa pcngelolaan dan tanggung jawab keuangan 
negara. Dalam rangka memperkuat kedudukan, 
kewenangm, dan independensinya sebagai lembaga 
negara, anggotanya dipilih oleh DPR dengan 
memperhatikan pertimbangan DPD. 

Dalam kedudukannya sebagaj ekstemal auditor 
pemerintah yang memeriksa keuangan negara "dam APBD, 
Sena untuk dapat menjangkau pemeriksaan di daerah, 
BPK membuka kantor perwakilan di setiap provinsi. 

Bentuk pengaturan 'lebih Ianjut dalam undang-undang 
yang mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan adal'ah 
"sebagai berikut: 

__(l') Sesuai dengan p'engaturan Pasa'l 2-3E ayat (3) 
tentang tindak lanjut basil pemeriksaan BPK, telah 

ditetapkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara. 

(2) S'esuai dengan pengaturan PaSal 23G ayat (2) 
tentang BPK, telah ditetapkan Undang-Undang: 
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Nomor 15 Tahu—n‘ .2006 tentang' Badan Pemcriks‘a: 
Keuangan. 

12. Bab Kekuasaan Kehakiman 

Sebelum perubahan, Bab tentang Kekuasa‘an Keba- 
kiman terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 24 dan Pasal 25. 
Setelah diubah, Bab tentan-g Kekuasaan Kehakjman 
menjadi lima pasa] sehjngga lebih rinci dan lebih lengkap, 
yaitu Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, clan Pasal 

25.. Pada Perubahan Ketiga (tahun 2001) diputus Pasal 24 

[kecuali ayat (3)], Pasal 24A, Pasal 24B, Pasa124C. Pasal 
"24 ayat (3) diputus pada Perubahan Keempat (tahun 
2002), sedangkan Pasal 25 tetap, tidak diubah. 

Pembahan itu melahirkan dua lembaga barn dalam 
:kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) 
dan Komjsi Yudisial (KY). Secara umum, perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 itu dimaksudkan untuk memperkuat kekuasaan keba- 
kiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai 
Salah satu perwujudan ketentuan Undang—Und'ang Dasar 

'Ncgara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan 
Indonesia adalah negar-a hukum. 

Uraian pembahan yang tercakup dalam materi pokok 
Bab tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut. 

a. Badan—badan pelaksana kekuasaan kehakiman 

Sebelum perubahan, ketentuan mengenai badan 
.pelaksanaan kekuasaan kehakiman terdiri dari satu 
pasal, yaitu Pasal 24 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) 

dan ayat (2). Setelah perubahan Undang—Undang 
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Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi 
ini tetap terdiri atas satu pasal dengan tiga ayat, yaitu 
Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Pada 

Pembahan Ketiga (tahun 2001) diputus dua ayat, 
yaitu ayat (1) dan ayat (2), sedangkan ay-at (3) dipu- 
tuskan pada Pembahan Keempat (tahun 2002). 
Rumusan perubahannya sebagai berikut. 

ausan pernbahan: 

BAB I X  
KEKUASA-AN KEHAKIIHAN 

P11511124 
(I) Kekuasaan kehakiman mempakan kekuasaan 

yang merdeka untuk menyelenggarakan 
perudilan guna menegakkan hukum dan keadflan. 

(2) Kekmsaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 
beraa'a di bawahnya dalam lingkungan perudilan 
umum, Ifnglmngan peradz'lan agama, lingkungan 
perndilan militer, Iingkungan peradi'lan rata 
usaha negara, "dart ol'eh sebuah Mahkama�¿ 

Konslimsi. 
(3) Badan-badan Iain Jung �¿mgsinya berkaitan 

dengan kekuasaan- kehakiman diamr dalam 
undang-undang. 

Rumnsan naskah asli: 

BAB DI 
KEKUASAANKEHAKIMAN 

P03151124 
( I )  Kekuasan kehakiman dilakukan ofe'h sebuah 

Mahkamah Agung dan Iain-lain badan 
kehakiman m'enumt undang—undang. 
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(Z) Susan'an dan kekuasaan badan-badan kehakz'man 
I'm diatur dengan undang—undang. 

Pembahan Undangr-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 itu dimaksudkan 
untuk mempertegas bahwa tugas kekuasaan 

kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia 
yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang 
merdeka, bebas dari intervensi pihak mana pun, guna 
menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini 

merupakan perwujudan prinsip Indonesia seba'gai 
negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal l 
'ayat (3). 

Pada Pasal 24 ayat (2) dibentuk satu lambaga 
peradilan baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), 
selain badan kekuasaan kehakiman yang telah ada, 
ya-itu Mahkamah Agung, dan badan peradilan yang 
bera'da di bawahnya. Wewenang dan hal lain yang 
terkait dengan MK diatur dalam Pasal 24C. 

Ketentuan Pasal 24 ayat (3) menjadi dasar hukum 
keb'eradaan berbagai badan lain yang berkaitan 
dengan kekuasaan kehakiman, antara lain lembaga 
pcnyidik dan lembaga penuntut. Hal-ha] mengenai 
hadan lain itu diatur dalam undang—undang. 

Pengaturan dalam undang-undang mengenai 
bad'a'n lain yang berk'aitan dengan kekuasaan 
kchakiman membuka partisipasi rakyat me'lalui wakil— 
wakilnya di DPR untuk memperjuangkan agar 

aspirasi dan kepentingannya diakomodasi dalam pam— 
bentukan undang-undang tersebut. 
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Adanya kctenman pengaturan dalam undang- 
undang tersebut mempakan salah satu wujud saling 
mengawasi dan saling mengimbangi antara kekuasaan 
yudikatif MA dan badan peradilan di bawahnya serta 
MK dengan kekuasaan legislatif DPR dan dengan 
kekuasaan eksekutif lembaga penyidik dan lembaga 

penuntut. Selain itu, ketentuan itu dimaksudkan untuk 

mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated 
judiciary system) di Indonesia. 

Pencantuman Pasal 24 ayat (3) di atas juga untuk 
mengantisipasi perkembangan yang tetjadi pada masa 
yang akan datang, misalnya, kalau ada perkembangan 

badan-badan peradilan lain yang tidal-c termasuk 
dalam kategori keempat lingkungan peradilan yang 
sudah ada itu diatur dalam undang—undang. 

Kewenangan Mahkamah Agung 

Pembahan Undang—Undang DaSar Negara 
Republik Indonesia Tahun I945 merumuskan 
kew'enangan Mahkamah Agung (MA) sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 24A ayat ( l),  ayat (2), ayat._(3), 
ayax (4), dan ayat (5). Rumusannya sebagai berikut. 

Pasa124A 

(I) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada 
tingkat kasasi, menguji peraturan pemndang— 
undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang-undang, dan mempunyai wewenang 
lainnya yang diberikan oleh undang—undang. 

(2) Hakim agung hams memiliki integritas dan 
kepribadian yang tidak tercela, adil, profesianal, 
dan berpengalaman di bidang hukum. 
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(3) Calon hakim agung diusulkan- Komisi Yudfsial 
kepada Dman Pemakilan Rakyat untuk men- 
dapatkan persetujuan dan selanjumya ditetapkan 
sebagai hakim agung oleh Presiden. 

('4) Ketua dan wakii ketua Mahkamah Agung dipilih 
dari dan oieh hakim agung. 

(5) Susumn, kedudukan, keanggotaan, dun hukum 
acara Mahkamah Agung serta badan paradilan 

dz' bmvahnya diaIur dengan undang—undang. 

Pembahan ketentuan mengenai MA dilakukan 
atas pertimbangan untuk memberikan jaminan kons~ 
titusional yang lebih kuat terhadap kewenangan dan 
kinetja MA. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat 
(1)  MA mempunyai wewenang: 

l)_ mengadili pada tingkat kasasi; 
2) men‘guji perannan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang; 
3) wewenang Iainnya yang diberikan oleh undang- 

undang. 

Untuk itu, pengusulan calon haldm agung dila- 
kukan oleh Komisi Yudisial (KY) dengan persetuju-an 

DPR. Dengan ketentuan itu, rakyat melalui DPR 

mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa 
yang tcpat menjadi hakim agung sesuai dcngan 
aspirasi dan kepentingan rakyat untuk memperoleh 
kepastian dan keadilan. 

c. Kewenangan Komisi Yudisial 

Pembahan Undang-Undang Dasatr Nagara 
Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan 
kewenangan Komisi Yu‘di-sial (KY) sebagaima‘na 
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tcrcantum dalam Pasal 24B ayat (1), ayat' (2), ayat (3), 
dan ayat (4). Rumusannya sebagai berikut. 

Pasa124B 
( I )  Kamisi Yudisial barsifat mandiri yang bemena�¿g 

mengusulkan pengangkamn hakim- agung dan 
mempunyai wewenang lain dalam rangka 
menjaga dam menegakkan kehOrm‘atan, keluhuran 
martabat, serta perilaku hakim. 

(2) Anggota Kamisi Yudisial hams mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman' di bidang hukum 
serta memiliki integriras dan kepribadian yang 
tidak tercela. 

(3) .Anggota Kamis'i Yudisial diangkat dan diberhen— 
tikan oleh Presiden dengan persemjuan Dewan 
Pemakilan Rakyat. 

(4) Susumn, kedudukan, dam keanggotaan Komisi 

Yudis‘ial diatur dengan undangsundang‘ 

Ketentuau ini didasan' pemikiran bahwa hak‘im 
agung yang duduk di M A  dan para hakjm mempakan 
�¿gur yang sangat menentukan dalam perjuangan 
menegakkan hukum dan keadilan. Apalagi hakim 

agung duduk pada tingkat peradilan tertinggi [puncak) 
dalam susunan peradilan di Indonesia sehingg'a ia 
menjadi tumpuan harapan bagi pencari keadilan. 

Sebagai negara hukum, masalah kehormatan dan 
keluhuran martabat, serta perilaku hakim mcmpakan 
hal yang sangat strategis untuk mendukung upaya 
menegakkan peradilan yang handal clan realisasi 
paharn Indonesia adalah negara hukum. Untuk itu, 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 men-mat Retentuan mengenai 
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pembentukan lembaga di bidang kekuasaan 
kehakiman bemama Komisi Yudisi'al (KY) yang 
merupakan lembaga yang bersifat mandiri. Menurut 
ketentuan Pasal 24B ayat (1), KY berwenang meng— 
usulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai 
wewenang lain dalam rangka menjaga dan mane”- 
jgakkan kehormatan, keluhuran marta'bat, serta- peri- 
laku hakim. 

Melalui lembaga KY itu diharapkan dapat di— 
wujudkan l'embaga peradilan yang sesuai dengan 
hampan rakyat sekaligus dapat diwujudkan penegakan 
hukum dan pencapaian keadilan yang diputus oleh 
hakim yang terjaga kehormatan dan ke‘luhuran 
ma�¿abat sert-a perilakunya. 

d, Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 merumuskan 
kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (I), 
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (.6). 
Rumusannya sebagai berikut. 

Pasa124C 
(I) Mahkamah Konstitusi benvenang mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya 
bersifar �¿nal untuk menguji undang—‘undang ter- 
hadap Undang— Undang Dasar, memurus 
sengketa kewenangan [embaga negara yang 
kewenangannya diberikan oleh Undang- Undang 
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 
mm. 
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(2) Mahkamah Konsmusi wajz’b memberikan pums'an 
atas pendapat Dewan Perwak�Àan Rabat 
mengenai dugaan pelanggaran oleh Premier: 
dan/atau Wakil Pres-idea menurut Undang— 
Undang Dasar. 

(3.) Mahk-amah Konstitusi mempunyaz‘ sembilan 

arang anggota hakim konstitusi yang ditelapkan 

oleh Presiden, yang diajukan masing—masing tiga 

arang oleh Mahkamah Agzmg; Iiga orang aleh 
Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh 

Presiden. 

(’4) Ketua dan Wald! Ketua .Mahkamah Kons�¿mi 
dipilih dan' dan oieh hakim konstitusi. 

(5) Hakim konstitusi hams memiliki integritas dan 
kepribadz'an yang tidak tercela, adil, negarawan 

yang menguasai konstimsi dam ketatanegaraan, 

serta tidal: merangkap sebagaz' pejabat negara. 
(6) Pengangkatan dan pemberhenrian hakim 

kanstimsi, hukum acara serta keremuan Iainnya 
tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan 
undang—undang. 

Pembahan Undang-Un‘dang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1-945 juga melahirkan 

sebuah lembaga negara baru di bidang kekuasaan 

kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dengan 
wewenang tertentu, sebagai berikut: 

'1) menguji undang-undang terhadap Undang—Un— 
dang Dasar; 

2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara 
yang kewenangannya diberikan oleh Undang- 
Undang Dasar; 

3)  memutus. pembubaran partai politik; 
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4) mcmutus. petselisihan tantanig basil pen�¿lihan 
umum. 

Pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah 
.s'ejalan dengan dianutnya paham negara hukum 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dalam negara hukum hams 

dijalga paham konstitusional. Artinya, tidak boleh ada 
undang-undang dan peraturan perundang-undangan 
lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang 
Dasar. Hal itu sesuai dengan penegasan bahwa U11- 
dang-Undang Dasar sebagai punoak dalam tata urutan 
peraturan perundang-undangan di Indonesia. 
Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
membutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka 
menjaga prinsip konstitusionalitas hulcuIn. MK-lah 
yang be'rtugas menjaga konstitusionalitas hukum 

tors'ebut. 

Dalam praktik tidak ada keseragaman di negara- 
negara di dum'a ini mengenai kewenangan MK di- 
sesuaikan dengan sejarah dan kebutuhan setiap ne- 

gara. Ada konstitusi negara yang menyatukan �¿mgsi 

mahkamah konstitusi kc dalam MA; ada pula 

konstitusi negara yang memisahkannya schingga 
dibentuk dua bad'an kelcuasaan kehakiman, yaitu MA 

dan MK. Indonesia menganut paham yang kedua. 

Masih berkaitan dengan kewenangan MK, lamba- 

ga negara ini juga berwenang memutus sengketa ke- 

Wenangan lembaga negara yang kewenangannya dihe— 
rikan oleh Undang—Undang Dasar Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1945. Lembaga negara yang 
kewcnangannya diberikan langsung oleh Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, antara lain Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, 
dan BPK. Perbedaan pendapat di dalam MK sendiri 
diputuskan melalui mekanisme internal MK. 

Putusan MK untuk menyelesaikan perbcdaan 
p'endapat di tubuh MK berdasarkan pertimbang‘an 
komposisi keanggotaan hakim konstitusi di MK yang 
diharapkan dapat menerapkan prinsip saling 
mengawasi dan saling mengimbangi. Komposi'si 
hakim konstitusi di MK merupakan perwujudan tiga 

cabang kekuasaan negara, yakni legislatif, eksekutif, 

dan yudikatif, yakni dari sembilan anggota hakim 

konstitusi terdiri atas tiga Orang yang diajukan oleh 
DPR, tiga orang yang diajukan oleh Presi‘d‘en, dan t-iga 
orang yang diajukan oleh MA. 

Dengan pembentukan MK tersebut, proses dan 

putus'an yang diambil badan peradilan im' terhadap 

perkara—perkara yang menjadi wewenangnya dapat 

dilakukan secara lebih baik karena ditangani oleh 
badan peradilan yang mcmang khusus dibentuk untuk 
menangani perkara yang khusus yang berkaitan 
dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.. 

Pada sisi lain adanya MA (1311 MK dalam ke- 

kuasaan kehakiman lebih mempertegas bahwa'praktik 
pemerintahan selama ini yang membedakan adanya 
lembaga tertinggi negara dan tinggi negara sudah 
ditinggalkan karena setiap Iembaga menja-lankan 
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tugas‘ scsuai dengan �¿mgsi yang diberikan oleh Una 
dang—Undang Dasar. 

Syarat-syarat pengangkatan d'an pemberhcmian 

hakim (TETAP) 

Rumusan pasa-l ini sebagai herikut. 

Pasal 25 

Syarat—syarat untuk menjadi dun untuk 
dwerhenrikan sebag'ai hakim ditetapkan 'déngan 
mdang-undang. 

Bentuk pengaturan lebih lanjut dalam undang— 
Undang yang mengatur tentang KekuaSaan Kehakiman 
adalah sebagai bcrikut: 

(1) Sesuai dengan peng'aturan Pasal '24 ayat (1) 

I tentang badan—badan kekuasaan kehakiman‘, 
telah ditetapkan UndangeUndang Nomor 48 
tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, 

Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang 
Pembahan Kedua Atas UU Nomor' 2 Tahun 

19.86 tentang Peradilan Umum, Undang- 

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang 
Pembahan Kedua Atas UU Namor 7 Tiahun 
19.89 tentang Peradilan Agama, Undang- 
Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang' 

Pembahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

dan Undang—Undang Nomor l6  tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

"(2) Sesuai dengan pengaturan Pasal 24A ayat (1) 
dan ayat (4) tentang wewenang Mahkamah- 
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(3) 

(4) 

(5) 

Agung, telah ditctapkan Undang-Undang 
Nomor .48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehaldrnan, Undang-Undang Nomor 5 tahun 
2004 tentang Pembahan atas Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 
Agung. 

Sesuai dengan' p‘engaturan Pasal 24B ayat (4) 
tentang Kamisi Yudisial, telah ditetapkan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahlm 2011 
tentang Perubahan atas Undang-Undang' 
Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi 
Yudisial. 

Sesuai 'dcngan pengaturan Pasa] 24C ayat (4) 
tentang Mahkamah Konstitusi, telah ditetapkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 
Pembahan Atas UU Nomor 24 tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi. 

Scsuai dengan pengaturan Pasal 25 tentang. 

syaratasyarat untuk menjadi dan untuk dipe'r— 
hentikan sebagai hakjm, telah ditetapkan 
undang-undang yang mengatur ke‘dudukan‘ 
hakim, yaitu: 

(a) Undang—Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

(b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 
tentang Pembahan Kedua atas Und'ang— 
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung. 
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(c) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang' 
Pierubahan atas Undang-Undang Nomor 22 

tahun 2004 .tentang Komisi Yudisial. 

(d) Undang—Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Pembahan Atas UU Nomor 24 tahun "2003 

tentang, Mahkamah KonStitusi. 

13. Bab Wilayah Negal'a 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 memuat ba‘b barn, yaitu Bab 

tentang Wilayah Negara yang terdiri dari satu pasal, yaitu 

Pasal 25A. Rumusannya sebagai berikut. 

BAB IXA 

WTLA YAH NEGARA . 

Pasal 25A 

Negara Kesaruan Republik Indonesia adaiah sebuah 
'negara kepulauan yang berciri Misamara dengan wilayah 

yang hams-bards dare hak-haknya ditetapkan dengan 

'undang-undang. 

Adanya wilayah mempakan salah satu syarat herdi- 
rinya sebuah negara. Dalam konstitusi negara-negara di 
dunia ini terdapat bermacarn cara dalam memmuskan 
wilayahnya. Ada yang menggunakan ga'ris lintang dan 

garis bujur, ada yang menyebutkan negara bagiannya atau 
provinsinya, ada pula dengan cara menjelaskan kondisi 
kcwilayahannya. Dalam hal ini, Undang—Undang Dasa'r 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menganut cara 
yang terakhir. 
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Adanya ketentuan ini dalatn Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan 
untuk mengukuhkan kedaulatan wilayah NKRI. Hal ini 
panting dirumuskan agar ada penegasan secara kons- 
titusional batas wilayah Indonesia di tengah potensi 
perubahan batas geogra�¿s sebuah negara akibat gerakan 
separatisme, sengketa perbatasan antarnegara, atau 

pendudukan oleh negara asing. 

Berkaitan dengan wilayah negara Indonesia, pada 13 
Desember 1957 pemerintah Indonesia mengeluarkan 
Deklarasi Djuanda. Deklarasi itu menyatakan: “Bahwa 
segala perairan di sekitar, di antara. dan yang 

menghubungkan pulaa-pniau yang tenn‘asnk‘ dala‘m 

daratan Republik Indonesia, dengan ridak memandang 

Ian's atau Iebarnya, adalah bagz'an yang wajar dari 

wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan 
demikt‘an merupakan bagian daripada peraifan 
pedalaman atau perairan nasional yang berada dz‘ bawah 
kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan bards 
law“ 12 mil yang diukur dari gan's-garfs yang 
menghubangkan titik terluar pada palau—pulau Negara 
Republik Indonesia .akan ditentukan dengan Undang- 
un'dang. " 

Sebelunmya, pengalcuan masyarakat internasion‘ai 
mangenai betas laut teritorial hanya selebar 3 mil lau't 
terhitung dari garis pantai pasang surnt terendah. 

Deklarasi Juand-a menegaskan bahwa Indonesia 
mempakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan 
lagi sebagai pernisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa 
Indonesia. Prinsip ini kemudian ditegaskan melalui 
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Peraturan Pemejrintah Pengganti .Undang-Un'dang Nomor 
4JPRP/l'960. 

Berdasarkan Deklarasi Juanda tersebut, Indonesia 
menganut konsep negara kepulauan yang berciri 
Nusantara (archipelagic state). Konsep itu kemudian 

diakui dalam Konvensi Hukum Laut FEB 1982 (UN CLOS 
1982 = United Nations Convention on the Law of the Sea) 
yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika, tahun 
1982. Indonesia kemudian merati�¿kasi UNCLOS 1982 

térsebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 
Tahnn 1985. Sejak itu dunia. internasional men'gakui 

Indonesia. sebagai negara kepulauan. 

Berkat pandangan visioner Djuanda-lah bangsa 
IndoheSia akhi‘mya memiliki tambaha'n wilayah 'Seluas 

2.000.000 kmz, termasuk sumber daya .alam yang 
dikandungnya. 

Pada saat membahas materi rancangan perubahan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 mengenai wilayah negara ini, sebenarnya timbul 
keinginan untuk mempergunakan penyebutan Benua 
Maritim Indonesia untuk pengenalan wilayah Indonesia 
seperti yang telah dideklarasikan oleh pemerintah pads. 
tahun 1957. Ha] itu tidaklah berlebihan mengingat ada 

klaim penyebutan Benua- Antartika untnk Pulau Antartika 
yang berada di Kutub Selatan. 

Dengan adanya ketentuan mengenai wilay‘ah negar‘a 
tersebut, pada mesa datang kemungkinan pemisahan 
sebuah wilayah dari NKRI makin dipersulit. Demikian 
pula ha] itu akan mendukung penegakan hukum di seluruh 
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14. 

wilayah tanah air, dalam melakukan penmdingan 
intemasional yang berkaitan dengan batas wilayah negara 
Indonesia, serta pengakuan �¿ltemasional terhadap 
kedaulatan wilayah negara Indonesia. 

Kesadaran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang 

besar dengan mengingat besamya jumlah penduduk, 
sumber daya alam yang m‘elimpah, serta luasnya wilay‘ah 
pasti akan memberikan kepercayaan diri yang besar. 

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 25A ini, pada 
Pembahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan perubahan 

penomoran pasal dari Pasal 25E (perubahan kedua) 
menjadi Pasal 25A untuk menyesuaikan penomoran pasal 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

Bentuk pen‘gam'ran lebih Ianjut dalmn undang-undang 
yang mengatur tentang Wilayah Negara khususnya 

mengenai batas—batas wilayah dan hak-haknya antara lain 
adalah sebagaima‘na terdapat pada Undang-Undang 
Nomor 17 tahun 1985 tentang pengesahan UN'CLOS 
1982; Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona 
Ekonomi Eksklusif; Undang-Undang Nomor 43 tahun 
2008 tentang Wilayah Negara; Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2010 tentang Batas Selat Singapura. 

Bab, Warga Negara dan Penduduk 

Semula bah ini bemama Bab tentang.Warga.Negara. 

T'Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negar-a 
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Republik Indonesia Tahun 1945, namanya menjadi Bab 

tentang Warga Negara dan Penduduk. Sebelum diubah, 

ketentuan mengenai hal ini diatur dalam tiga pasal, yaitu 

Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28. Setelah perubahan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 tetap terdir‘i 'atas tiga pasal, yaitu Pasal 26., Pasa-l 27, 

dan P353128 dengan sebagian isi yang bembah. 

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercantum dalam 
materi pokok Bab tentang Warga Niagara dan Penduduk 

sebagai berikut. 

'-a_. Warga negara dan penduduk 

Sebelum diubah, ketentuan mengenai warga 

negara dan penduduk diatur dalam satu pasal, yakni 

Pasal 26 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). 

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 tetap satu pasal, 

tetapi dengan tiga ayat, yaitu Pasal 26 ayat (1), ayat 

(2), dan ayat (3). Rumusannya sebagai berikut., 

Rumnsan peru'bahan: 

BABX 

WARGA NEGARA DAN PENDUDUK 
Pasa126 

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan 

orang using yang bertempat tinggal dI' Indonesia. 

('3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk 

diamr dengan undang-undang. 

172 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

Rumusan naskah asli: 

BABX 
WARGA NEGARA 

Pasal 26 
(1 ) Yang menjadi warga negara ialah. orang—arang 

bangsa Indonesia ash“ dan orang-arang bangsa 
lain yang disahkan dengan undang—undang 
sebagai warga negara. 

(2) syar'at-syarat yang menge‘nai kewargane’garaan 
ditetapkan dengan undang—undang. 

Pcrubahan Undang—Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hal i'ni 
dilatarbelakangi oleh kebutuhan mamasukkan orang 
asing yang bertempat tinggal di Indonesia sebagai 
unsur penduduk, selain warga nagara Indqnesia 
(WNI). 

Dengan masuknya rumusan o‘rang asing yang 

tinggal di Indonesia sebagai penduduk Indonesia, 
orang asing yang menetap di wilayah Indonesia 
mempunyai status hukum sebagai penduduk Indo- 
nesia Sebagai penduduk, pad'a diri orang asing itu 
melakat hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku (berdasarkan 
prinsip yurisdiksi teritOrial) sekaligus tidak boleh 
bertentangan dengan ketentuan hukum intemasional 
yang berlalcu umum (general international law). 
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h. Hak dan kewajiban bela negara 

Semula ketentuan mengenai hak dan kewajiban 

warga negara dalam bela negara diamr dalam Pasal 30 
ayat (I). Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahuu 1945 menja‘di 
Pasal 27 ayat (3) dang-an rumusan sebagai berikut. 

Rumu'san perubahan: 

Pasal 27 
(3) Setiap warga negara berhak dam wajib ikw serial 

dalam upaya pembelaan negara. 

Rumusan itu berasal dari P353130 ayat (l) naskah 
asli berbunyi “Tiap-tiap war‘ga negara berhak dan 
wajib ilcut serta dalam usaha pernbelaan negara‘". 
Pembahannya setelah menjadi Pasal 27 ayat (3) 

terletak pada kata tiap-tiap yang diganti dengan kata 
setiap untuk menyesuaikan dengan perkembangan 
bahasa Indonesia. Adanya ketentuan Pasal 27 ayat (3) 
ini menambah dua ayat dalam Pasal 27 yang telah-ada 

yahli ayaI (1) dan ayat (2) yang tetap. 

Pasal 27 ayat (3) ini dimaksudkan untuk mem- 

perteguh konsep yang dianut bangsa dan negara 
Indonesia di bidang pembelaan negara, yakni upaya 
pembelaan negara bukan monopoli TNI, tetapi mem- 

pakan hak sekaligus keWajiban setiap warga negara. 

Pasal 27 :ayat (.1) dan (2.) teta'p, dengan rumusan 
sebagai berikut. 
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Pasa'127 
(I) Segala warga negara bersamaan kedudulwnnya di 

dalam hukwn dan pemerintaha'n dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
�¿dak ada kecualinya. 

(2) Tiap—tiap warga negara berh'ak atas pekeijaan 

dare penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

Pasa128 tetap, dengan rumusan scbagai beriku't.. 

Pasal 28 

Kemerdekaan berserikat dan berkumpui, menge— 

luhrkan pikiran dengan lisan dan mliSan' dart 

sebagaz'nya ditctapkan dengan undang-undang. 

Bentuk pengaturan lebih lanjut tentang warga 
negara dam penduduk seba-gaimana amanat U�¿dang- 
Undang' Dasar adalah ditetapkannya UndanguUndang 
Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, 

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan mcnyampaikan pendapat di muka 
umum, Undang—Undang Nomor 39 tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang 
Nom'or 40 Tahun 2008 tentang Penghapus‘an 
Diskriminasi Ras dan Etnis. 

1'5. Bab Hak Asasi Manusia 

PErubahan Undang-Undang Dasa‘r' Negara Repuk 
Indonesia Tahun 1945 juga memuat Bab tentang Hak 
Asasi Manusia (HAM) yang mempakan bab baru dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun‘ 
1945, dan sekaligus sebagai perluasan materi HAM yang 
telah ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah, yaitu 
P'asal 27, Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), P-asal 30' .ayat ('1), 
Pasa131 ayat (1), dan Pasal 34. 

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun‘ 1945 yang tercakup dalam 
materi pokok Bab tentang. Hak Asasi Manusia (HAM) 
.adalah sebagai be�¿kut: 

BAB X A  
HAK ASASI WSIA  

Pas0128A 
Setiap smug berhak untuk- hidup serra berkak 

mempertahankan hidup dan kehidupannya'. 

Pasa! 283 
( I )  Setiap orang berhak memben‘tuk‘ keluarga da‘n 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang "sah. 
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, 

dart berkembang sen‘a berhak atas parlindungan' darz' 
kekerasan dan diskriminasi. 

Pasal 28C 
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diff melalui 

pemenuhan kebutuhan dasamya, berhak mendapat 
pendidikan da-n memperoleh manfaar dan‘ iImu 
pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 
meningkatkan kuaIiras hidupnya dan .demi' kese- 
jahteraan umat manusia. 

(2) Setiap orang berhak untuk meinajukan dirinya dala'm 
memperjuangkan haknya secara kolektif'untuk mem- 
bangun masyarakat, bangsa, darn negaranya. 
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Pasta! 281) 
( I )  Se�¿ap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

periindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 
perlakuan yang sama di hadapan hukum. 

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serra mendapat 

imbalan dan periakuan yang adil dan layak dalam 
hubungan kerja. 

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesem- 
palan yang sama dalampemerz'ntahan. 

(4) Setiap ora'n'g berha'k atas status kewarganegaman. 

Pam! 28E 
('1) Se�¿ap- arang bebas memeluk agama dan be�¿baa'ar 

menurut agamanya, memilih pendidz‘kan dan 
pengajamn, memilih pekery'aan, memilih 

kEWarganegaraan, memilih Iempa! tinggal di wilayah 

negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 
(2-) Serial) orang berh'ak aras kebebasan meyakz'ni keper— 

cayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan 

hati nuraninya. 
(3) Seriap arang berhak atas kebebasan .berse�¿kat, 

berkumpul, dan mengeiua-rkan pendapat. 

Pasal 28F 
Seriap orang berh'ak un‘tuk b'erkamunikasi da'n 

memperoleh informasi unzuk m-engembangkan pribadi dan 
Iingkungan sasialnya, serta berhak untuk mencari, 
memperaleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan 
menyampaikan infamasi dengan menggunakan segala 
jenis saluran yang tersedia. 
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(I) 

9(2) 

(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

Pasal 280 
Se�¿ap orang berhak atas periindungan diri pribadi, 
keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda 

yang dz' bawah kekuasaannya, serta berhak was rasa 
a‘man dan per�¿ndungan dari ancaman ketakutan 
unluk berbuat amu tidak berbuat 335mm yang 

mempakan hak asasi. 
Seriap orang berhak u'ntuk bebas darz‘ penyiksaan 

alau perlakuan yang merendahkan .derajar martabar 
manusia dart berhak memperoieh suaka politik darz' 
negaralain. 

Pascal 28H 
Seth}; orang berhak hidup sejahtera Iahir dan batin, 
bertempat ringgal, dan mendapatkan iingkungan 
hidup yang baik dcm sehat sert'a berhak memperaleh 
pelayanan keseharan. 
Setiap orang berhak mendapat kemudahan dun 
perIakuan khusus untuk memperoleh kesemparan dan 
manfaat yang sama guna mencapaz' persamaan dan 
keadilan. 

Setiap orang berhak HMS jaminan sosial yang 
memungkinkan pengembangan dirinya secara ut'uh 
sebagai man'usia yang bemartabat. 
Se�¿ap orang berhak mempunyai hak milik priba‘di 
dun hak milik Iersebu! tidal: boleh diambil alih Secara 
sewenang-wenang oleh siapa pun. 

Pasal 28I 
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, halt kemer- 
dekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, ha}: 

untuk tidal: dwerbudak, hark untuk dmkui sebagai 
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"(2) 

(3). 

(4) 

(5) 

(I) 

(2) 

prz‘badi .dz‘ hadapan hukum, data halt untuk tidak 
diluntut atas dasar hukum yang berlalm sand adalah 
hak asasi manusia yang tidal: dapat dikurangi dalam 
keadaan apa pun. 
Setiap orang berhak bebas dari periakuan yang 
bersz'fat diskriminatifatas dasar apa pun dam berhak 
mandapatkan per-Iindungan terhadap perlakuan 

yang bersifat diskriminatifitu. 
Idealism budaya dan hak masyaraka! tradisianal 

dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan 
peradaban. 

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan 
hak asasi manusia adalak tahggung- jawab negara,_ 
Iemtama pemerintah. 
Untuk menegakkan dam melindungi hak asasz' 
manusia sesuai dengan p�¿nsip negara hukum yang 

demokratis, maka pelaksanaan hair asasi manusia 
dzjamin, diatur, data dimangkan dalam peraluran 
perundang—undangan. 

Pasal 281 
Se�¿ap arang wajib menghormati hak asasi manusia 
orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, seriap 
orang wajib mnduk kepada pembatasan ya�¿g 

diletapkan dengan undang-undang dengan maksud 
semata-mata untuk menjamin pengalman serta 

penghomatan alas hak dam kebebasan orang lain 

dan unruk memenuhz' tunmran yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai—nilai agama, 
keamanan, dan kerertiban umum dalam suatu 

masyarakat demokralis. 
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Penambahan rumuSan HAM sorta jaminan peng- 
hormatan, perlindungan, pelaksanaan, clan pemajuannya 
ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Indonesia bukan semata-mata 
karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan 
pandangan mengenai HAM yang, makin penting sebagai 

isu .global, melainkan karena ha] itu merupakan salah satu 

syarat negara hukum. HAM sering dijadikan sebagai salah 

satu indikator untuk mengukur tingkat peradaban, tingkat 
demokrasi, dan tingkat kemajuan suatu negara. Rumusan 
HAM yang telah ada dalarn Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilengkapi 
dengan memasukkan pandangan mengenai HAM yang 
._berkembang sampai saat ini. 

Masuknya nnnusan HAM ke dalarn Undan'g-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan 
kemajuan besar dalam proses perubahan Indonesia 
sekaligus menjadi salah satu ikhtiar bangsa Indonesia 
menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 
yang makin modern clan makin demokratis. 

Dengan adanya rumusan HAM dalam- Undang~ 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., 
maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara 
dan penduduk Indonesia telah dijamin. 

Daiam hubungan tersebut, bangsa Indonesia ber- 

pandangan bahwa HAM hams memperhatikan karak— 
teristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga hams 
diimbangi dengan kewajiban, sehingga diharapkan akan 
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tercipta saling menghzug‘ai dan 'mcnghormati akan h'a'k 
asasi tiap-tiap pihak. 

Dalam Bab tentang Haik Asa'si Manusia terdapat dua 
pasal yang saling berkaitan crat, yaitu Pasal 281 dan Pasal 
28.1. Keberadaan Pasal .28J dimaksudkan untuk 
mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 281. 

Pasal 281 mengatur beberapa hak asasi manusia yang 
tidak dapat dikurangi dalam keadaan .apa pun, termasuk di 
dalamnya hak untuk tidak dituntut atas 'daSar hukum yang 

'berlalcu surut. 

Sedangkan' Pasal 28.1 memberikan pembatasan yang 
ditetapkan dengan undang—undang dan untuk menjamin 
'pengakuan serta penghonnatan atas hak dan kebebasan 
'Orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, 
dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 

Rumusan HAM yang masuk dalarn Undang—Undang 
Dasar Negara Republjk Indonesia Tahun 1945 dapat 
dibagi kc dalam beberapa aspek, yaitu: 

l )  HAM berkaitan dengan hidup dan kehidupan; 
2) HAM berkaitan dengan keluarga; 

.3) HAM berkaitan dengan pendidikan, ilmu pengctahuan 
dan teknologi; 

4) HAM berkaitau dengan pekerjaan; 
5) HAM berkaitan dengan kebeb'asan beragama dan 

meyakini kepercayaan, kebebasan 'bersikapa 
berpendapat, dan berserikat; 

6) HAM berkaitan dengan informasi dan komunikasi; 
'7) HAM berkaitan dengan raga aman clan perlindungan 
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dari perlakuan yang merendahkan derajat dan 
martabat manusia; I 

8) HAM berkaitan dengan kesejahteraan sosial; 
9) HAM berkaitan dengan persamaan dan keadilan; 
10) HAM berkewajiban menghargai hak orang dan pihak 

lain. 

Jika rumusan HAM dalam Undang~Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dJ'i-m- 
plementasikan secam konsisten, baik oleh negar-a maupun 

oleh rakyat, diharapkan Iaju peningkatan kualjt'as 
peradaban, demokrasi, dan kemajuan Indonesia jauh lebih 
cepat dan jauh lebih mungkin dibandingkan dengan tanpa 

adanya rumusan jaminan pengakuan,_ penghormatan, 
parlindung‘an, dan pemajuan HAM dalam Undang-Undan'g 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Bentuk pengatman lebih lanjut tentang hak asasi 
manusia sebagaimana amanat Undang—Undang Dasar 
adalah sebagai berikut: 

( l )  'Sesuai dengan pengaturan Pasal 28 tentang 
kemerdekaan berserikat dan berkumpul, 
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan 
sebagainya, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 
9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan 
pendapat di muka umum dan Undang-Undang‘ 
Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

(2) fSesuai dengan pengaturan kesamaan kedudukan di 
dalam hulcum' dan pemerintahan, telah ditetapkan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 te�Àtang 
Penghapusan Diskriminasi Ras dan Emis. 
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(3) Sesuai dengan pengaturan Pasal 281 ayat (5) tentang 
penegakkan dan pelindungan hak asasi manusi-a, 
telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang 
Nomor 39 tahtm 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

'16. Bab Agama, TETAP 

Rumusan tentang' agamaisebagai berikut.- 

BAB XI 
AGAMA 

Pasal 29 
(I) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
(2) Negara menjamfn kemerdekaan tiap-tiap penduduk 

untuk memelulr agamanya musing-musing dan untuk 
beribada! menumt agamanya dan kepercayaamzya 
flu. 

Bentuk- pengaturan lebih lanjut tentang agarna 
s'ebagaimana amanat Undang-Undang Dasar adalah adalah 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20-05 
tentang Pengesahan International Covenant 0n Civil and 
Political Righm' (Kovenan Intemasional temang hak—hak 
Sipil dan Politik). 

17.. Bab Pertahanan dan Keaman‘an 

Semula bah ini berjudul Bab tentang Pertahanan 
Negara. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, judulnya menjadi Bab 
tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Semula bah ini 
terdiri atas satu pasal, yaitu Pasal 30 dengan dua ayat, 
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yaitu ay‘a't (1) dan ayat‘ (2). Setclah perubahan Undang—- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
menjadi satu pasal dengan lima ayat, yaitu Pasal 30' ayat 
(1), ayat (2'), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). 

Uraian 'perubahan Undang—Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam 
pokok matcri Bab tentang Pertahanan dan Kcamanan 
Negara sebagai berikut. 

a. Hak dan kewajiban bela 'negara 

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945' ketentuan 
mengenai hak dan kewajiban bela negara diatur dalam 
Pasal 30 dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). 
Sietelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 30 
dengan lima ayat, yaitu ayat (1), ayat (2), ayat (3), 
ayat (4), dan ayat (5). Adapun Pasal 3'0 ayat ( I)  
menjadi Pasal 27 ayat (3) dengan perubahan 

redaksional. Rumusan perubahannya sebagai berikut; 

Rumusan peru‘bahan: 

BAB HI 
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NE 6AM 

Pasal 30 

(I) Tmp-tiap warga negara barhak .dc'm wajib ikfd 
Serra dalam maha pertahanan dan keamanan 
negara. 
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Rumnsan naskah asliz' 

BABIHI 
PERTAMNAN NEGARA. 

Pasal 3 0 
(I) Tiap-tiap warga negara berhak dart wajib 5km 

sarta dalam usaha pembelaan negara. 
(2) Syarat—syarat tentang pembelaan diamr dengan 

undangeundang. 

Ketentmm mengenai hak dan keniban dalam 
usaha pertahanan dan keamanan negar'a mempakan 
implementasi dari ketentuan Pasal 27 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga 

negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 
pembelaan negara. Oleh sebab itu, setiap warga 
negara tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban 
yang sama dalam usaha pertahanan dan keamanan 
negara. 

Adanya ketentuan ini didasarkan pada pemikiran 
bahwa sistcm pertahanan dan keamanan negara yang 
dianut negaxa Indonesia adalah sistem pertahanan dan 
keamanan rakyat semesta. Dalam sistem ini seluruh 
komponen bangsa terlibat dan mempunyai peranan, 
yaitu rakyat sebagai kekuatan pendukung sedangkan 
TNI dan Kepolisian sebagai kekuatan utama. 

Usaha pertahanan dan keamanan negara 

Pembahan Undang—Undang Dasar Nega'ra' 
Republik- Indonesia T'ahun 1945 menn usaha 
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pe�¿ahanan dan keamanan ne'gara sebag‘aimana 
tcrcantum dalam Pasal 30 ayat (2) dengan rumusan 
perubahan sebagai berikut. 

Pasal 30 

(Z?) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilate.- 

sanakan melalui sistem pertahanan dan 
keamanan rakyaz semesta oleh Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia», sebagai kekuatan mama, dun rakyat, 
sebagai kekuatan pendukung. 

Ketentuan ini dilatarbelakangi ole-h pengalaman 
sejarah bangsa Indonesia dalam merebut dan mem- 

pertahankan kemerdekaan. Salah satu faktor penting 

suksesnya revolusi kemerdekaan tahun 1945 dan per- 

juangan mempcrtahankan kemcrdekaan terletak pada 
.bcrsatu padunya kekuatan rakyat dan kekuatan militcr 
dan polisi Indonesia. Dalam perkembangannya, 
bers'atupadunya kekuatan itu 'dirumuskan dalam 
sebuah sistem yang dikenal dengan nama sistem 
pertahanan clan keamanan rakyat Semesta yang 
berlaku hingga saat ini. 

Atas dasar pengalaman sejarah térscbut, sistem 
pertahanan dan ke‘amanan rakyat semesta tersebut 
dimasukkan kc dalam Undang—Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan maksud 
untuk lebih mengukuhkan keberadaan sistem tersebut. 
Kedudukan rakyat dan TN] serta Kepolisian Republik 

Indonesia dalam usaha pertahanan dan keamanan 
negara makin dikulcuhkan, yakm' rakyat sebagai 
kekuatan pendukung dan TNI serta Kepolisian 
Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. 
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RumuSan itu menjadi salah satu ciri khas sis'tem 
pertahanan dan keamanan Indonesia yang bersifat 
semesta, yang melibatkan seluruh rakyat warga 
negara, wilayah dan sumber daya nasional secara 
aktif, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. 

Tentara Nasional Indonesia dan Kepoiisia‘n 

Republik Indonesia 

Pembahan UndangeUndang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1-945 mengenai Tentara 
Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik 
Indonesia sebagaimana tercantum dalam P-asal 30 ayat 

(3') dan-ayat (4) dengjan rumusan sebagai berikut: 

Pasa130 

(3) Tamara Nasional Indonesia terdiri. atas Angkatan 
Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara 

sebagai alat neg'ara' berfugas m‘empertahankan, 
melindungi, dam memelihara keutuhan dart 

kedaulatan negara. 
('4) Kepoh’sian Negara Republik Indonesia sebagai 

alat negara yang menjaga keamanan dun 

ketertiban masyarakat berIugas melindungi, 
mengayomi, melayani masyarakat, serta 
menegakkan hukum. 

Adanya ketentuan ini untuk 1ebih menegaskan 

pcmbagian tugas dua alat negara yang bergerak di 

bidang pertahanan dan keamanan negara, yakm' TNT 
scbagai alat ne'gara di bidang pertahanan dan Kepo— 
lisian sebagai alat negara di bidang keamanan. Dalam 
h-al pertahanan terdapat tiga aspek di dalamnya, yakni 
masalah keutuhan negara, kedaulatan negara, dan 
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keselamatan negara. Di luar ketiga aspek tersebut 
masuk ke dalam kategori keamanan yang menjadi 
tugas Kepolisian Repuk Indonesia sebagai lembaga 
penegak hukum. 

S'eirin'g dengan itu diharapkan 'pembagian tugas 
tersebut mampu meningkatkan profesionalisme TNI 
dan Kepolisian Republik Indonesia sciring perkem. 

bangan tuntutan rakyat dan kebutuhan zaman. 

Pengaturan hal-hal yang ten-knit dengan 

pertahanan dan k'eamanan dengan undang- 
undang 

Pembahan UndangeUndang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun I945 mengenai hal—h-al 
yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan 

dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 30 ayat (5) dengan rumusan sebagai be�¿kut. 

Pasal 30 
(5) Susanan dan kedudukan T entara Nasional Indu- 

nesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
hubungan kewenangan Tenrara Nasionai 
Indonesia drm Kepolfsian Negara Republik 
Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, 
warm-5:12am! keikutse�Àaan warga negara dalam 

usaha perzahanan dan keamanan negara, serm 
Ital-ha! yang terkait dengan pertahanan dam 
keamanan diamr dengan undang-undang. 

Ketentuau itu dimaksudkan untuk memberikan 
dasar hukum bagi DPR dan Piesiden untuk 
membentuk undang-undang yang berisi pengatura‘n 
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lcbih lanjut meng‘enai berbagai hal yang berkaitan 
dengan hal—hal tersebut di atas. Pcngaturan dengan 
undang-undang mangenai pertahanan dan keamanan 
merupakan konselcuensi logis dari prinsip yang 
menempatkan umsan pertahanan dan keamanan 
sebagai kepentingan rakyat. 

Bentuk pengaturan lebih lanj �¿t‘ tentang 
p'e�¿ahanan dan keamanan khususnya mengenai 
susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan 
kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan 
Kepoh'sian Negara Republik Indonesia di dalam 

menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan 

warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan 

negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan 
dan keamanan, telah ditetapkan Undang-Undang 
Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, 
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara, dan Undang-Undang Nomor 34 
tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. 

'18. Bab Pendidikan dan Kebudayaan 

Sebelum diubah, bab ini bemama Bab tentang 
Pendidikan terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 31 dengan 
'dua ayat. Setelah diubah menjadi Bab tentang Pendidikan 

dan Kebudayaan yang terdiri atas satu. pasal, yaitu Pasal 

31 dengan lima ayat, yaitu ayat (I), ayat (2), ayat (3), ayat 

(4), dan ayat (5). 

Uraian pe'rubahan Undang-Undang Dasar Nega’ra' 
Republik Indonesia Tahun 1-945 yang tercakup dalam 

189 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

materi pok'ok Bab tenta'n'g Pendidikan ".dan Kebudaya‘an 
sebagai berikut. 

a. Hak dan kewajiban warga negara dan pemeri‘nta'h 
di bidang pendidikan 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak dan 
kewajiba-n warga negara dan pemerintah di bida-ng 

pendidikan tcrcantum dalam Pasal 31 ayat (1) dan 
ayat (2) dengan rumusan sebagai berikut. 

Rumusan perubahan: 

BAB XIII 
PENDIDIIMN DAN KEB UDA YAAN 

Pasal 31 
(I) Se-tiap warga negara berhak mendapat 

p‘endidikan; 

Pembahan ketentuan Pasal 31 ayat (1) te'rletak 
pada penggantian kata �Àap-�Àap menjadi setiap darn 
kata pengajaran menjadi kata pendlldikan. Pembahan 
kata dari tiap—tz'ap menjadi setiap mempakan 
penyesuaian terhadap perkembangan bahasa 
Indonesia. Adaplm perubahan kata pengajaran 

menjadi pendidikan dimaksudkan untuk mcmperluas 
hak warga negara karena pengertian pengaj aran lebih 
sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. 

Fuse! 3] 

(2) Setiap- warga negara wajib mengikun' pendidikan 
dasar dam pemerimah' wajib- membiayainyu. 
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Rumusan naskah asli: 

BAB XIII 
PENDIDIKAN 

Pasal 31 
(I) Tiap—tiap warga negara berkak mendapm' 

pengajaran. 

r2) Peme‘rintah mengusahakan dan 
menyelenggarakan satu sistem pengaqn 
nasional, yang diamr dengan undang—undang. 

Pendidikan das'ar menjadi wajib dan akan ad'a 

sanksi bagi siapa pun yang tidak melaksanakan ke- 
wajiban itu. Dengan dcmikian setiap warga negara 
mempunyai pendidikan u�¿nimum yang memung- 
kinkannya untuk dapat berpartisipasi dalam proses 
pancerdasan kehidupan bangsa. Di pihak lain, Un— 
dang-Undang Dasar mewajibkan pemerintah untuk 
membiayai pelaksanaan ketentuan ini. 

Tujuan pendidikan nasional 

Petubahan Undang—Undang' Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai tujuan 
pendidikan nasional tercantum dalam Pasal 31 ayat 

(3). Rumusannya sebagai berikut: 

Rumusan Perubahan: 

Plum! 3 ]  

(3) Pemerz'mah Mengusahakan dun 
menyelenggarakan 5am sistem pendidz'kan 
nasional, yang meningkatkan keimanan dam 
ketakwaan serta akhlak muliar dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur 
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c. 

dengan undang-undang. 

Ketentuan ini mengakomodasi nil'ai—nilai dan 
pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa 

yang religius dengan memasukkan runmsan kata 

meningkatkan keimanan don ketakwaan serta akhlak 

mulia sementara tujuan sistem pendidikan nasional 
adalah untuk mencerdaskan kehidupa'n bangsa. 

Prioritas anggaran pendidikan dalam APBN clan 
APBD 

Perubahan Undan‘gf-Undang" Dasar Niagara 

Republik Indonesia Tahun 1945 mengcnai Prioritas 
anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD 
tercantum dalam Pasal 31 ayat (4) dengan rumusan 
sebagai ben'kut. 

Rumusan peruhahan: 

�¿nal 3] 
(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan 

sekurang-kurangnya dua puluh persen dart 
anggaran pendapatan dart belanja Hegara serta 
darz' anggaran pendapatan dan belanja daerah 
unruk memenuhi kebumhan penyelenggaraa�¿ 
pendidikan nasianal. 

Pembahan ini dilatarbelakangi oleh kenyataan 
'bahWa dalam praktik penyelenggaraan negara menun- 

jukkan kurang dipahaminya Pasal 31 ayat (1) dan ayat 
(2) yang pada hakikatnya mengandung prinsip 
demokrasi pendidikan. Rumusan itu mempakan sikap 
bangsa dan negara untuk memprioritaskan pe- 
nyelenggaraan pendidikan sebagai upaya mencerdas- 
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kan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan 
nasional. Untuk itu, dirumuskan ketentuan dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang mewajibkan pemerintah untuk 
membiayai pendidikan dasar dan kewajiban warga 
negara mengikuti pendidikan dasar tersebut; serta 

negara memp�¿oritaskan anggaran pendidikan 
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh parse-n) dari 

APBN dan APBD. 

Kewajiban pemerintah memajukan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 

Pembahan Undang—Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai kewajiban 
pemerintah memajukan ilmu pen-getahuan dau 
teknologi tercantum dalam Pasal 31 ayat (5) dengan 
rumusan sebagai berikut. 

Rumusan perubahan: 

Pasa! 31 
(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dart 

teknologi ’dengan menjunjung tinggi nilai—nilai 
agama dan persatuan bangsa unluk kemajuan 
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.- 

Adanya rumusan itu dimaksudkan seba'gai daSar 
agar pemerintah bempaya memajukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjunjung 

tinggi n�Àai-nilai agama dan mcmperkukuh persatuan 
bangsa. 
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e. Kewajiban 'n'egara mema‘jukan kebu'dayaan 

nasional 

Sebelum diubah, ketentuan mengenai kewajiban 
pemerintah memajukan kebudayaan nasional 
Indonesia tercantum dalarn satu pasal, yaitu Pasal 32. 

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1.945 menjadi satu pas'al 
dengan dua ayat, yaitu Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) 
dengan rumusan sebagai berikut. 

Rumusan peruhahan: 

Pasal 32 
(I) Negara memajukan kebudayaan nasional 

Indonesia di tengah perndaban dunfa dengan 
menjamin kebebasan masyarakat dalam 
memelihara dan me�Àgembangkan nilai—nila‘i 
budayanya. 

(2) Negara menghamati dan memelihara bahasa 
daerah sebagaf kekcgzaan budaya naSiOnaI. 

Rumusan naskah asli: 

Pasal 32 

Pemerintah m‘emajukan kebudayaan' nasional 
Indanesia. 

Pembahan itu dilatarbelakangi oleh kebutuhan 

untuk menempatkan kebudayaan nasional pada dera— 
jat yang tinggi atas dasar pemahaman bahwa kebu- 

dayaan nasional, yang menjamin un5ur-unsur keba- 

dayaan daerah, merupakan identitas bangsa dan 
negara yang hams dilestarikan, dikembangkan, dan 
diteguhkan di tengah perubahan global yang pesat dan 
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dapat mengancam id'entitas bangsa dan negara 
Indonesia. Sekaligus menyadari bahwa budaya Indo- 
nesia bukan budaya tertutup di tengah perub'ahan 
dunia. 

Dengan demikian, dihara‘pkan pada masa yang 
akan datang, bangsa dan negara Indonesia tetap mem- 
punyai identitas yang sesuai dengan dasar negara dan 
nilai-m‘lai sorta pandangan hjdup bangsa Indonesia 
walaupun teljadi perubahan global. 

Ketentuan itu juga dilandasi oleh pcmikiran bah- 
wa persatuan dan kebangsaan Indonesia itu akan lebih 

kukuh jika diperkuat oleh pendekatan kebudayaan 
sclain pendekatan politik dan hukum. 

Bentuk pengaturan lebih .lanjut tentang 
pendidikan dan kebudayaan khususnya mengenai 
pengusahaan dan penyelenggaraan sistem pendidikan 
na‘sional, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Doscn, dan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. 

19. Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan 'S'osi'al 

S'ebelum diubah, judul bab ini adalah Kesejahteraan 
S'bsial yang terdjri dari 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 33 
don'gan tiga ayat dan Pasal 34 tanpa ayat. Setelah diubah, 
nama bab menjadi Perekonomian Nasional clan 
Kesejahteraan Sosial, terdiri atas dua pasal, yaitu Pasal 33' 
.dengan lima 'ayat dan Pasal 3.4 dengan empat ayat. 

195' 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

Uraian perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang tcrcakup dalam 
'materi pokok Bab tentang- Perekonomian Nasional dan 
Kesejahteraan Sosial sebagai berikut. 

a. Perekonomian Nasional 

Ketentuan mengenai perekonomian nasional 
teraantum dalam Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3).. Untuk melengkapi ketentuan mengenai perekono- 
mian nasional ini, dirumuskan ayat (4) dan ayat (5). 

Rumusan perubahan: 

BAB XIV 
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN 

KESEJAHTERAAN SOSML 

Pasal 33 
(4) Perekonomiarz' nasional diselenggarakan 

berdasar alas demokrasi ekonomi dengan' prinsip 
kebersamaan, e�¿siensi berkeadilan', 
berkelanjutan, bemawasan Iingkungan, [reman- 
dirz'an, serta dengan menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. 

(5) Kete�Àtuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
pasal im' diatur dalam undang-undang. 

Rumusan naskah asli: 

Pasa133 
( I )  Pemkonomian disusun sebagai usaha {Jemima 

berdasar atas asas kekeluargaan. 
(2) Cabang-cabang produksi yang panting bagi 

negara dan yang menguasai hajat hidup ora'ng 
banyak dikuas-ai .oleh negara. 
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(3) Bumi dart air dam kekayaa�À alum yang 
tarkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 
dart dipergunakan 1:m sebesar-besar 
kemakmuran rakyar. 

Adanya ketentuan barn dalam Pasal 33 ini 
t'erutama dimaksudkan untuk melengkapi “asas keke- 
luargaan" yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1') 
dengan prinsip-prinsip kebersamaan, e�¿siensi ber- 
keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, ke- 
mandirian, serta dengan menjaga keseirnbangan ke- 
majuan- dan kesatuan ekonomi nasional. 

Asas- kekeluargaan dan prinsip perekonomian 
nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang 
sangat panting dalam upaya mewujudkan demokrasi 
ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dipandang sangat 

penting agar seluruh sumber daya ekonorni nasional 

digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan paham 
demokrasi ekonomi sehingga mendatangkan manfaat 
optimal bagi seluruh warga negara dan penduduk 
Indonesia. 

Pelaksanaan ketentuan Pasa133' ayat (1.), (2), (3'), 
dan (4) diatur lebih lanjut dengan undang-undang 
dengan memperhatikan prinsip-prinsip, antara lain 

e�¿sicnsi yang berkeadilan. Dengan dcmikjan, sumber— 
sumber yang ada hams dialokasikan secara efisicn 
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 

sccara schat dan sekaligus untuk mencapai keadilan. 
Kemajuan ekonomi di seluruh wilayah tanah air hams 
diperhatikan keseimbangannya dan dalam 
pe'l'aksanaan otonomi daerah hams pula 'dijaga 
kesatuan ekonomi nasional. 
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Pembahan ini dalam rangk‘a mendul‘clmg dan me- 
wujudkan ekonomi yang adil dan makmur bagi 
s'emua. Pelaksanaan Pasal 33 ini selanjutnya diatur 
dalam undang-undang sehingga tidak dirumuskan 
dalam kepentingan sesaat, tetapi menjangkau kepen- 
tingan jangka panjang dan sesuai dengan kebutuh‘an 
bangsa. 

b. KeSejahteraan s‘osial 

Sebelum diubah Pasal 34 tanpa ayat, setelah 
perubahan Undang-Undang Dasar‘ Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 34 dengan 

empat ayat, yaitu ayat (l), ayat (2), ayat ('3), dan 33131: 
(4) dengan rumusan sebagai bcrikut. 

Rumusan perubahan: 

Pasal 34 
(I) Fakir miskin don anak-anak yang terlantar 

dwelihara oIeh negara. 
(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial 

bagi selumh rakyat dan memberdayakan 
mmarakat yang Iemah dan tidal: mampu sexuai 
dengan marmbat kemanusiaan. 

(-3) Negara bertanggung jawab atas penyedz'aan 
fbsilz‘tas pelayanan kesehatan dan fasilitas 

pelayanan umum yang layak. 
(4) Ketentuan lebz'h Ianjut mengenai pelaksanaan 

pawl ini diamr dalam undang-undang. 
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Rumnsan naskah asliz' 

Pasal 34 

Fakir miskin dan anak-anak yang-' terlanmr 
dtpelz'hara oleh negara. 

Pembahan ini dida-sarkan kepa'da kebutuhan 
meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur 
kewajiban negara di bidang kesej ahteraan sosial. Ada- 
nya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang 
jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum per- 

ubahan merupakan bagian upaya mewujudkan 
Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state) 

sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan. Di dalam rumusan tersebut 
terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan 
negara kesejahteraan dalam Pembuka‘an Undang— 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 ke dalam realitasi 

Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan, 

bararti terdapat tanggung jawab negara untuk 
mengernbangkan kcbijak-an negara di berbagai bidang 
kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan 
umurn (public services) yang baik melalui penyedjaan 
berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat. 

Kata fakir miskin yang. terdapat dalam ketentuan 

Pasal 34 ayat (1) mempunyai pengertian yang 

barbeda. Olch karena itu, perkataan �Àrkir miskm tidal": 
dapat dipahami sebagai satu kesatuan konsep. Kedua 
kata itu berasal dari bahasa Arab dengan pengertian 
berbeda. Kata fakir berarti ‘nrang yang tidak mampu 
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berusaha menghidupi dirinya sendiri’, scdangkan 
miskin “orang yang mampu bemsaha tetapi tidal: 
mencukupi kebutuhan minimum untuk 'menghidupi 
dirinya sendiri’ 

Bentuk pengaturan I'ebih lanjut dalam undang— 
undang yang menga‘tur tentang Perekonomian 
Nasion‘al dan Kesejahteraan Sosial adalah sebagai 
.berikut: 

(1.) 

(.2) 

Ses’uai 'dengan pengaturan Pasal 33 tentang 
perekonomian nasional, telah ditetapkan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

sistem perencanaan pembangunan nasional 
Presiden Republik Indonesia; Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
20.05 — 2025; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan 

Per-saingan Usaha Tidak Sehat; Undang-Undanjg 

'Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN; Undang- 
Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber 
Daya Air; Undang—Undang Nomor 11 Tatum 
2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 

Sesuai dengan pengatur-an Pasal '34 tentang 
ke'sejahteraan sosial, telah ditetapkan Undang- 

Und'ang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pcnanganan 
Fakir Miskin, dan Undang—Undang Nomor 24 
tahun 2011 tentan‘g Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosi'al. 
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.20. Bab Benders, Bahasa, (Ian Lamba‘ng Niagara,- serta 
Lagu Kebangsaan 

Semula bah ini beljudul Bab tentang Bendera clan 
Bahasa. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, judulnya menjadi Bab 
tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta 
Lagu cangsaan. Jika sebelum perubahan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1.945 
bah ini terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 35 dan Pasal 36, 
mm setelah perubahan menjadi lima pasal, yaitu Pasal 
35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, clan Pasal 36C. 
Rumusannya sebagai berikut. 

Rumusan perubahan: 

BAB XV 
BEADEM, BAHASA, DAN LAMBAN G NEGARA, 

SERTA LA GU KEBANGSAAN 

Pass! 35. 

Bendera Negara Indonesia" falah Sang Mara}: Pu�¿h. 

Pasal '3 6 

Bahama Negara ialah Bahasa Indonesia. 

Pam! 36A 

Lambang Negara falah Garuda Pancasila 'd'engan 
semboyan Bhinnekq T unggal Ika. 

Pam! 3 6B 

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. 
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Pasal 36C 

Ketenman lebih Ianjut meng'enai Behdéra, Bahasa, dam” 
Lambang Negara, sen‘a Lagu Kebangsaan diatur denggn 
:undang-undang 

Rumusan naskah asli: 

BAB XV 
BENDERA DAN BAHASA 

Pasal 35 

Bendera Negara I�¿danesia ialah Sang Merah Batik.- 

Pasal 36 

Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, 

dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan diatur 

dengan undang-undang. 

Rumus‘an mengenai hal ini sebelumnya belum diatur 

dalam Undang-Undang Dasar Negam Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan hanya diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Newer 66 Tahun 1951. 

Masuknya ketentuan mengenai lambang negara serta 

lagu kebangsaan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang melen'gkapi 
.pengaturan mengenai bendera negara dan bahasa negara 

yang telah ada sebelumnya mempakan ikhtiar untuk 

memperkukuh kcdudukan dan makna atribut kenega‘raan 
'di tengah kehjdupan global dan hubungan intemasional 
yang, terns berubah. Dengan kata lain, kendatipun atribu't 

202 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

2.1. 

itu tampakny'a simbolis, ha] terscbut tetap panting karena 
menunjukkan identitas dan kedaulalan suatu negara dalam 
pergaulan intemasional. 

Atribut kenegaraan itu menjadi simbol pemersatu 
's’elumh bangsa Indonesia di tengah perubahan dunia yang 

.tidak jarang berpot'ensi mengancam keutuhan dan 
kebersamaan sebuah negara dan bangsa, tak terkecuali 
bangsa dan negara Indonesia. I 

Bentuk pengatur‘an lebih lanjut dalam undang-undang 
yang menga‘tur tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 
Negara, serta Lagu Kebangsaan adalah ditetapkannya 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun .2009 tentang Bendera, 
B'ahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, 

Bab Perubah‘an Undang—Undang Dasar 

Sebelum diubah, Bab tentang Pembahan Undan'g- 
Undang Dasar terdiri atas satu pasal, yaitu Pass] 37 
dengan dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). Sete-lah 
pembahan Undang—Undang Dasar Negara Republjk 
Indonesia Tahun 1945 menjadi satu pasal, yaitu Pasal ‘37 
dengan lima ayat, yaitu ayat ('1), ayat (2), ayat (3), ayat 

(4), dan ayat (5). 

Uraian perubahan Undang—Undan'g Dasar Niagara 
Repuk Indenesia Tahun 1945 yang tercakup dalam 
materi pokok Bab. tentang Pembahan Undang—Undang 
Dasar sebagai berikut. 
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Rum'san perubah'an: 

(I) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

BAB XVI 

PER UBAILiN UNDANG— WANG DASAR 

Pasal 3 7 

Usul perubaharz pasal-pasal Undang—UndangDasar 

dapat diage-ndakan dalam sidang Majeiis Permu- 
syawaratan Rakyat apabila diajukan aleh sekurang- 
kurangnya 1/3 dari jumlah anggata Majelis' 
Pennm'yawaratan Rabat. 

Setiap usul pembahan pawl-pascal Undang-Una’ang 
Dasar diajukan secara tertulis dam dimnjukkan 
dengan jelas bagian yang dimliun 1mm}: diubah 
beserta alasannya. 

Unmk mengubah pawl-pawl Undang- Undang Dasar'. 
Sidang Majelis Pemusyawaratan Ralgxat dihadi-�¿- 
oleh sekurang—kurangnya 2/3 dart“ jumlah anggota 
Majelrls‘ Pemusyawaramn Rakmt. 

Pummn untuk mengubah pascal-pawl Undarig- 
Undang Dasar dilakukan dengan persemjuan 
sekurang—kurangnya lima puluh persen ditambah satu 
anggota da�¿ seluru‘h anggata Majelzls Permu- 
wawaratan Rakyat. 

Khusus mengenai berztuk Negara K'esatuan Republfk 
Indonesia tidal: dapatdilakukan perubahan. 
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Rumusan nask‘ah asli: 

BAB m 

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAK 

Pasal 37 

(I) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar seku'rang- 
kurangnya 2/3 dan’pada jumlah anggara qelis 
Pennusyawaratan Rakya‘t hams hadir. 

(2) Partisan diambil dengan persetujuan- sekurang— 
kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir. 

Ketentuan mengenai perubahan Undang—Undang 
Dasar dimaksudkan untuk meneguhkan MPR sebaga‘i 
lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia T-ahun 1945 memiliki 
wewenang‘ melakukan perubahan Undang-Undang Dasa'r. 

Di dalam ketentuan itu, Pembukaan tidak termasuk 

objek perubahan, sedangkan bentuk Negara Kesatu‘an 
Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat diubah. Adanya 
ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas komitmen 
bangsa Indonesia terhadap Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk 
NKRJ sekaligus melestarikan putusan para pendiri negara 
pada tahun 1945. Rumusan itu juga menggambarkan sikap 
konsisten terhadap kesepakatan dasar yang dicapai fraksi- 

fraksi MPR sebelum dilakukannya perubahan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945-. 

Pembahan pasal ini meliputi proses perubahan pasal- 
pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. yang diawali dengan usul perubahan yang 
hams diajukan oleh sekurang-kurangnya satu pertiga 
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jumlah anggota MFR;- putusan untuk melakukan 
pembahan pasal—pasal Undang—Undang Dasar 'Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 hams dengan persetuju‘an 
sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota MPR, 
lebih banyak dari persyaratan minimal, yaitu empat 
persembilan jumlah anggota MPR yaitu dua pertiga dikali 

dua pertiga sebagaimana diatur pada pasal ini sebelum 

perubahan. 

22. Aturan Peralihan 

Sebelmn diubah, ketentuan Aturan Peralihan terdiri 

dari empat pasal, yaitu Pasal l ,  Pasal II, Pasal III, dan 

Pasal IV. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tiga 
pasal, yaitu Pasal I, Pasal II, dan Pasal III. 

Uraian perubahan UndangeUndang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dalam 
materi pokok tentang Aturan Peralihan sebagai berikut. 

Rumu's'an perubahan: 

ATUMN PEMIHAN 

Pasal I 

Segala peraturan pemndang-undangan yang "add 
masih temp berlaku selama belum diadakan yang ban: 
men-amt Undang~ Undang Dasar im'. 

Pasal II 

Semua temlzaga negara yang ado masih temp 
ber�¿mgsi sepanjang untuk melaksanakan ketenman 
Undang-Undang Dasar dan belum diadak'an yang ban: 

menumt Undang—Undang Dasar ini. 
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Pasal I H  

Mahkamah Konstitusi dibentuk' Selambat-Iambdmya 
pada 17 Agustus 2003 dam sebelum dibentuk segala 
ke‘wenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. 

Rumusan naskah asli: 

'A  TURAN PERALIEAN 
PaSal I 

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengd‘mr 
dun menyelenggamkan kepindahan pemerintahan kepada 
Pemérintah Indonesia. 

PasalH 

Segala badan negara dan paraman yang ada masih 
[angsung berlaim, selama belum diadakan yang baru 

menumt Undang— Undang Dasar ini. 

Pasal 1H 

Unmk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden 
dipilih blah Pani�¿a Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 

Pasal IV 

Sebelum Majelis Permusyawararan Rakym, DeWan 
Perwakilan Rakyat, dart Dewan Pertimbangan Agzmg 
dibentuk menumt Undang-Undang Dasar inf, Segala 
kekuasaannya dyalankan oleh Presiden- dengan bamuan 

sebuah komite nasional. 

Adanya ketentuan yang mengatur berbagai hal yang 

berkaitan dengan tetjadinya perubahan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan 

hal yangberlaku umum dalam setiap perubahan hukum. 
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Peraturan perundang-undangan tet'ap berlaku selama 
belum diterbitkan yang ham menurut Undang-Undang 
.Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah 
diubah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya 
kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum sebagai 
'akibat terjadinya perubahan UndangsUndang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Selain itu, adanya ketcntuan yang mengatur bahwa 
lembaga negara tetap berfungsi sepanjang melaksanakan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 juga dimaksudkan agar negara melalui berbagai lem- 
baga negara yang dibenmknya (seperti MPR, DPR, Pre- 

siden, dan MA) tetap berjalan sebagaimana mestinya 

untuk menyelenggarakan kegiatan negara dan 

pemerintahan, memcnuhi kepentingan tunum dan kobu— 
tuhan rakyat sampai adanya lembaga baru yang dibentuk 
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun I945 yang telah diubah. 

Ketentuan bahwa MA melaksanakan fungsi MK 

sebelum MK terb‘entuk penting untuk mencegah terjadiny'a 
kevakuman hukum dalam pelaksanaan tugas 
ketatanegaraan. Selain itu, ketentuan ini dimaksudkan juga 
untuk memastilmn beljalannya mekanisme saling 
mengawasi dan saling mengimbangi. Sementara itu, 
lembaga negara yang ada, yaitu Presiden, DPR, MFR, 
MA, BPK, dan DPA telah menyesuaikan diri dengan 
ketentuan barn dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diubah. 
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23, Atur'an Tambahan 

Sebelum diubah, ketcntuan mengenai Aturan Tam- 

bahan terdiri atas dua ayat, yaitu ayat (1) dan ayat (2). 
Setclah perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, ket'cntuan itu 'menj'adi 

dua pasal, yajtu Pasal I dan Pasal II. 

Uraian perubahan Undang—Undang‘ Dasa'r Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercakup dala-m 
materi pokok Aturan Tambahan sebagai-berikut. 

Rumusan perubahan: 

A TURAN T AMBAHAN 

Pasal I 

Majelzls Permusyawaratan Rakyat dimgasi unmk' 
meiakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum 
Keietapan Majelis Permmyawaratan Rakyat Semenrdra 
dun Ketetapan Majelis Permusymvaratan Rakyat mink 

diambil putusan pada Sidang Majelfs Permusyawaratan 
Rakyat' tahun .2003. 

PasalII 

Dengan diterapkannya pembahan Undang-Undang 
Dds-(1r inf, Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun I945 terdiri was Pembukaan dan pasal- 

pasal. 

Rumusa'n naskah asli: 

ATURAN TAMBAILiN 

( I )  Data»: mam bulan sesuda'h akhirnya peperdngan 
Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dart 
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menyelenggarakan' segala- ha] yang ditetapkan. dalam 
_.'Undang— Undang Dasar inf; 

(2) Dalam enam bulan sesudah Majelxis Permusym 
waratan Ralgza't dibentuk, Majeltls in: bersidang unmk 
m'enetapkan Undang- Undang Dasar. 

Ketentuan Pasal I Amran Tambahan dirumnskan 
.sebagai tindak lanjut adanya perubahan Undang-Undan'g 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya 

yang terkait dengan perubahan kedudukan dan wewenang 

MPR sehingga perlu ada peninjauan terhadap materi dan 
status hukurn Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR. 

Adapun ketentuan Pasal II Aturan Tambahan 
dimaksudkan untuk menegaskan bahwa status Penjelasan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 tidak lagi merupakan bagian dari naskah Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Dengan demikian, ketentuan Pasal II Aturan Tambahan ini 

mengakhiri keberadaan Penjelasan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setelah hal-hal 
normatif di dalamnya dimasukkan ke dalam pasal—pasal 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

'Selain itu, ketentuan PaSal II Atura‘n Tamb'ahan jug'a 

mengubah sistematika Undang-Undan-g Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. Sebelum diubah, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu'n 
1945 terdiri atas tiga bagian, yaitu Pembukaan, Batang 
Tubuh, dan Penjelasan. Setelah diubah, Undang-Undang 
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Dasa-r Negar‘a Republik Indonesia Tahun 19.45 terdiri atas 
dug bagian yaitu Pembukaan d-an pasal—pasal. 
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BAB III 

KETETAPAN NIPR 

A. Dasar Pemikiran, Kedudukan, Togas, dan' Wew‘enang MPR 

l. Dasar Pemikiran 

Forum Pennusyawaratan Sidang-sidang MPR periodc 
1999 — 2004 telah berhasil menuntaskan salah satu amanat 
reformasi yaitu melaksanakan perubahan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meninjau 
materi dan status hukum Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 — 
3.2002. 

Perubahan Unda'ng-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, pada tataran implementasi, membawa 
perubahan baik penghapusan maupun pembentukan lembaga- 
lembaga negara, kedudukan masing-masing Lembaga Negara 
tergantung kepada tugas dan. wewenang yang diberikan oleh 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Dampak perubahan terhadap MPR sebagai lembaga 

negara terutama tampak pada kedudukan, tugas dan 

wewcnangnya. Kedudukan MPR satelah perub‘ahan Undang— 
Undang Dasar Negera Repub�¿k Indonesia Tahun 1945 tidak 
lagi menjadi sebu‘ah lembaga yang memegang dan 

melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat. Walaupun 
demikjan, dalam hal pelaksanaan fungsi konstitusional, hanya 
MPR yang dapat membah dan menetapkan peraturan 
perundang-undangan tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 
Negara Kesatuan Republi-k Indonesia, dan mempunyai tuga's 
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dam wewenang yaitu memilih dan melantik Presidcn danlatau 
Wakil Presiden apabila berhalangan dalam masa jabatannya. 

Perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 baik substansi maupun latar 
belakang serta implikasinya, belum menjangkau dan belum 

dipahami oleh seluruh elemen masyarakat. Di sinilah 3112i 
panting sosialisasi yang dimaksudkan sebagai upaya 
pembelajaran bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan 
’yang memadai tentang konstitusi, pada khususnya, dan tentang 
dinamika ketatanegaraan pada umumnya, yang dapat 

menumbuhkan sikap dan perilaku masyarakat luas untuk 
menjawab tantangan—tantangan ke depan dalam kehidupan 

hermasyarakat, berbangsa dan hemegara. 

Adapun jenis Putusan MPR yang hams disosialisasikan 
kepa'da masyamkat adalah: 

'a. Pembahan dan penetapan Undang-Undang Dasari; 
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

c. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

Sosialisasi Putusan MPR, 'tidaklah semata-mata- mengenai 
isi 'atau substansi dari Putusan MPR, melainkan juga 
menyangkut latar belakang, da'sar hulcum, proses dan 
mekanisme pembentukan Putusan MPR, serta perkembangan 
labih lanjut mengenai. posisi dan status hukum Putusan MPR 
saat ini dan di masa yang akan datang. 

Di dal-am buku ini akan dijelaskan secara singkat Putusan 

MPR, yaitu: 

l .  Kctetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Tent-mg” 
Peninjauan Tarhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan- 
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MPRS Dan Kctetapan MPR- RI Tahun 196.0 83u 
Dengan Tahun 2002. 

23. Keputusan MPR RI Namor UMPRJZOIO Tentang' 
Peraturan Tata Tertib MFR RI. 

3. Keputusan MFR RI Nomor 2/MPRI2004 Tentang Kode 
Etik MPR RI. 

Penentuan ketiga putusan MPR 'tersebut di atas sebagai 
bahan materi yang akan disosialisasikan karena ketiga putusan 
t'ersebut masih memiliki relevansi dan berlaku sampai sa‘at mi. 

Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR Sebelum 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Kedudukan, tugas dan weWenang MPR 'sebagaiman'a 
'diatur Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (sebelum perubahan), berdasarkan ketentua'n 

Pam! 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), P6134211! 3, Pam! 6, Pasal 3 7, 

dan Penjelasan Undang- Undang Dewar Negam Republik 
.Ind0nesia Tahun 1945. 

Kedudukan: 

MPR adalah penj'ehnaan seluruh rakyat Indonesia dan 
mempakan lembaga tertinggi negara, pemegang dan. pelaksana 
sepenuhnya kedaulatan rakyat. 

Tugas dan wewenang MPR ialah: 

a. menetapkan Undang-Undang Dasar. Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan garis-garis besar dan' pada 
haluan negara, serta mengubah Undang—Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. menetapkan garis-garis besar haluan negara; 
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c. memilih dan mengangkat Presiden dan wakil Presidcn; 
d. membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalk'an 

oleh lembaga negara yang lain, tennasuk penetapan garis- 
garis besar haluan negara; 

e. memberikan penjelasan yang bersifat pena'fsiran terhadap 
putusan-pumsan Majelis; 

f.- menyelesaikan pemilihan dan selanjumya mengangkat 

Presiden dan Wakil Presiden; 
g. meminta pertanggungawaban dari Presiden mengenai 

pe-laksanaan garis-gari‘s besar haluan negar'a dan me'nilai 
pertanggungjawaban tersebut; 

h. mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam 
masa jabatannya apabila Presiden sungguh-sungguh 
melanggar Undang-Undang Dasar dan/atau garis-garis 

'besar haluan negara; 

i. menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis; 
j. menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh 

.Anggota; 
k. mengambil dan/atau memberi keputusan terhadap 

Anggota yang melanggar‘ sumpah/janji Ang'gota; 

Kedudukan, tugas dan wewenang tersebut telah 
menjadikan MPR memilikj posisi yang sangat menentukan dan 

penting dalam dinamika ketatanegaraan. Kedudukan, tugas dan 

wewenang inilah yang memberikan otoritas MPR untuk 

membentuk Ketetapan-Ketetapan MPR, yang semenjak tahun 
1960 - 2002 beljumlah 139 Ketetapan. 
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3. Kedudukan, Tugas Dan Wewenang MPR Setelah 
Perubahan Undang—Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 

Berdasarkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, MPR memiliki kedudukan, tugas dan 

Wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal I ayat (2), Pasal 2 
ayat (I), Pasal 3 ayat (I), ayat (2), dam ayat (3), Pasal 7B ayat' 
(6), Pasal 8 dan Pasal 3 7 Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang Newer 
27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU 
M03). 

Keduduka'n: 

MPR adalah 'lem‘baga permusyawamtan t‘akyat yang 
'berkedudukan sebagai lembaga negara. 

MPR memiliki tugas dan wewenang sebagaimana yang 
diatur dalam Undang—Undang Dasar Negara Republik 
Indpnesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nome: 27 Tahun 
2009 tentang NIPR, DPR DPD, dan DPRD (UU MD3). 

Tugas dun wewenang MPR ialah: 

a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar; 

b, melantik Presiden dan Wakil Presiden; 

c; memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah 
Konstitusi untuk memberhentika'n Presiden dam/atau 

Wakil Presiden; 

d. melantik Wakil. Presiden menjadi Presiden apabila 
Presiden mangkat, berhcnti, atau diberhentik'an, atau tidak 

dapat melaksanakan kewajibannya dalam 'masa 

jabatannya; 
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ej. memilih dan melantik Wald] Presiden dari dua calon yang 
diajukan Presiden apabila telj-adi kckosongan jabatan 
Wakil Presiden selambat—lambatnya dalam waktu enam' 
puluh hari; 

f. memilih dan melantik Presiden dan Wald] Pres-idem 
apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa 

jabatannya dari dua paket calon Presiden dan Wakil 
Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan 

partai politik yang pakct calon presiden dan Wakil 
Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua 
dalam pemilihan umum sebelumnya sampai habis masa 
jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh 
hari; 

menetapkan Peraturan Tara Tertib dan Kode Etik; 
memilih dan menetapkan Pimpinan Majelis; 

1. memb'entuk alat kelengkapan Majelis. 

ra
p 

B. PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

Putusan Maj elis terdiri atas: perubaharl da'n penetapan Undanga 
Undang Dasar, Ketetapan dam Keputusan. 

Berdasarkan Keputusan MPR RI NOmo'r 1/MPR/2010 Te'ntang 
Peraturan Tata Tcrtib MPR RI, jenis putusan Majelis ada 3 (tiga), 
yaitu: 

1-. Perubahan dim penetapan Undang—Unda‘ng Dasar: 

Pembahan clan pentatapan Undang-Undang Dasa'r adalah 
Putusan Maj-elis: 
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2-. 

3. 

a) mempunyai kekua‘tan hukum seba'gai Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia; 

b) tidak menggunakan nomor putu'san Majelis. 

Ketetapan Maj elis Permusyawaratan Rakyat; 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah 
Putusan Majelis: 

a) berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beachikking); 
.b) mempunyai kekuatan hukum mengikat kc dalam dan 'ke 

luar Maj elis, sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR RI 

Nomor UMPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi 
Dan Status I-Iukum Ketetapan MPRS Dan MPR RI Tahun 

1960 Sampai Dengan 2002; 
c) manggunakan nomor putusan Maj-clis. 

Kepntusan Majelis Permusyawa-ratan Rakyat. 

Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah 
P'utusan Majclis: 

a) berisi aturan/ ketentuan intern Majelis; 
b). mempunyai kekuatan hukum mengikatke dala-m MajeI-is; 
c) menggunakan nomor putusan Majelis. 

Seba-gaimana dijelaskan di atas, jenis Putusan MPR yang 

hams dilakukan “peninjauan” adalah terutama mengenai 
materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan 
MPR sebelum adanya perubahan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini tidak berarti 
bahwa MPR tidak dapat lagi membuat sebuah Ketetapan, 
karena dalam keadaan tertentu MPR dapat mengaluarka‘n‘ 
Ketatapan yang bers-ifat penetapan (besehikking) yaitu: 
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a. menetapkan Wakil Presi'den menjadi Presiden .apabiila 
Presiden mangkat, berhenti, dibcrhcntikan, atau tidak dapat 
melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya; 

b; memilih Wakil Presiden apabila ttadi kekosongan jabatan 
Wakil Presid'en; 

c. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila Presiden dan 
Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau- tidak 

zdapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya 
secara bersama-sama. 

C. KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPRJ2003 TENTANG 
PENINJAUAN TERHADAP MATERI DAN STATUS 
HUKUM KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN 
RAKYAT SEMENTARA DAN KETETAPAN MAJELIS 
PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1960 SAMPAI DENGAN TAHUN 2002 

1. Latar Belakang. dan Dasar Pemikiran Pembentukan 

Sebelum Undang—Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dilakukan perubahan, disebutkan dalam 

Pasal I ayat (2) bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat 
'dan dilalcukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat. Sebagai bahan perbandingan, dapat dilakukan suatu 
penelusuran tentang kedudukan, �¿mgsi dan wewenang Majeli‘s 
Permusyawaratan Rakyat sebagaimana tertuang dalam 
Penjelasan Umum Undang—Undang Dasa-r Nega'ra Republik 
Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut: I 

“Kedaulatan Rakyat dipegang ol'eh Suatu badan, bernama 

Majelis Permusyawaratan Rakyat sebaga'i penjelmaan .seluruh 
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rakyat Indunesia (Vertretungsorgan des Willem 'des 
Staatsvolkes). Majelis ini menetapkan Undang Undang Dasar 
dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Majelis ini 
mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wald] Kepala 
Negara (Waldl Presiden). Majelis inilah yang memegang 
kekuasaan Negara yang tertinggi, sedang Presiden hams 

menjalankan haluan Negara menurut garis-garis besar yang 

telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh 

Majclis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majclis. Ia 
adalah “mandataris” dari Majelis. Ia wajib menjalankan 
putusan—putusan Majelis. Presiden tidak “neben”, akan tetapi 
‘hntergeordnet” kepada Majelis”. 

Dalam peljalanan waktu antara tahun 1960 sampa'i 
dengan tahun 2-002, MPRS/MPR sebagai Lembaga Tertinggi 
Negara pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat telah 
mengeluarkan Ketctapan—kctctapan yang menurut sifatnya 
mempunyai ciri-ciri yag berbeda. 

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang ada dapat 
ditemukan beberapa jenis materi yang termuat di dalamnya 

sebagai berikut : 

1) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Semchtara 'dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik’ 
Indonesia yang bersifat mengatur sekaligus 
memberikan tugas kepada Presiden. 

Contoh: Ketctapan MPR R1 Nomor IXfMPR/ZOOI 
tentang‘ Pcmbaman Agraria clan Pim'gclolaan 
Sumber Daya Alam. 
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2)- 

.3J 

4) 

Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sem'enta‘radan 
'Ketetapan Majeljs Perrnusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia yang bersifa‘t penetapan (beschikking). 

Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor HI/MPR/ZOOI 
tentang Penetapan Wakil Presiden Megawati 

Soekamo Putri sebagai Presiden Republik 
Indonesia. 

Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat 'Sementara dan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia yang bersifat mengatur ke dalam ( Wane 
regelingen). 

C-ontoh: Ketetapan MFR RI Nomor I/MPR/19'78 tent'ang 
Peramran Tata Tertib MPR. 

Ketetapan M-ajelis Pemusyawaratan Rakyat Sement-ara dan 
Ketetapan Maje'lis Permusyawaratan RAkyat Republik 
Indonesia yang bersifat deklaratif. 

C(mtohz' Ketetapan MPRS Nomor VII/'MPRS/ 1965 
tentang “GESURI” “TAVIP The Fifth Freedom 

is our Weapon” dan The Era of Confrontation" 

sebagai Pedoman—pedoman Pelaksanaan 
Manifesto Politik Republik Indonesia. 

Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Seme‘ntara dan- 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia yang bersifat rekomendasi. 

Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor VII'I/MPRIZODI 
tentang Rekomenda‘si Arab Kebijakan 
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Pombcrantasan dan Penccgahan Kemp'si, 
Kolusi, dan Nepotisme. 

6) Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rak'yat Sementara clan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia yang bersifat perundang—undangan. 

'Contoh: Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPRI'ZOOO 
'tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan 
Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan MPR dari tahun 1960 
sampai dengan tahun 2002, di dalam Pembahan Keempat 
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, Pasal I Aturan Tambahan, MPR ditugasi untuk 

melakukan peninjauan terhadap materi clan status hukum 
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR untuk diambil putusan 
pada Sidang MPR Tahun 2003. 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara Repub�¿k 
Indonesia Tahun 1945 yang telah dilak'sanakan oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan ketentuan Pasal 37 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 membawa pula akibat yang cukup mendasar tentang 
kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara 
d‘an lembaga pemerintahan yang ada, serta status berbagai 

aturan hukum yang selama ini berlalcu dalam penyclenggaraan 
negara. 

Pembahan kedudnkan, tu'gas dan wewenang MPR 

menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang telah diubah mengakibatkan hilangnya 
kewenangan MPR untuk membentuk Ketetapan-ketetapan 
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MPR yang b'ersifa't mengatur ke luar, 'seperti membuat Garis—- 
garis Besar Haluan Negara (GBI-IN). Karena MPR tidak lagi 
membuat GBHN untuk dilaksanakan oleh Presiden maka 
Presidenlah yang mempersiapkan program kerjanya sesuai 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 

Pasal 6A Unda'ng-Undang Dasar Ne'gara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa Presiden dan Wakil 
Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh 
rakyat, sehingga Presiden ti'dak lagi mempunyai kewajiban 
untuk bertanggung jawab kepada MPR. 

Perubahan kew'enangan MPR dalam hal pembentukan 
Kctetapan MPR yang berlaku kc luar membawa pula akibat 
pembahan pada kedudukan dan status hukum Ketetapa-n 
MPRS dan Ketetapan MPR dalam tata susunan (hierarki) 

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. 

Dalam masa transisi berlakunya Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) 

kc masa berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (setelah perubahan), dan untuk 
melakukan “penyesuaian” terhadap segala perubahan yang 
terjadi, dalam Sidang Tahunan NIPR Tahun 2003, 
sebagaimana tugas yang diamanatkan oleh Pasal I Aturan 
Tambahan, Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan Undang- 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka 

MPR membentuk sebuah Ketetapan yaitu Ketetapan MPR RI 

Nomor I/MPR/2003 yang berisi peninjauan terhadap materi 
dan status hukum Ketetapan-Ketetapan MPRS dan MPR dari 
tahun 1.960 Sampai dengan tahun 2002. 
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Pembahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa 
perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 
tanggal 10 Agustus 2002. Namun, pada saat itu masih terdapat 
Sejumlah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang secara 

hukum masih berlaku. Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR 

yang secara hukum masih berlaku tersebut, kadang-kadang 

secara nyata tetap menjadi pcdoman bagi masyarakat atau pun 
bagi pejabat dalam membentuk berbagai peraturan perundang— 
undangan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan 
Negara. Sela'm itu, terdapat juga Ketetapan WES .dan 
Ketetapan MPR yang masih diinginkan oleh masyarakat Iua's 
untuk dipertahankan eksistensinya. I 

Karena sclama maSa tahun 1960 sampai dengan tahun 
2002 masih terdapat sebanyak 139 Ketctapan MPRS da'n 
Ketetapan MFR yang secara hukum masih berlaku. MFR 
melalui Panitia Ad Hoc H melakukan berbagai pengkajian da‘n 
analisis terhadap seluruh Ketetapan NIPRS dan Ketetapan 
MPR tersebut. Kajian dan analisis tersebut kemudian 
ditetapkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 
yang menempatkan seluruh Ketetapan MPRS dan Ketetapan 
MPR tersebut sesuai dengan materi dan status hukumnya. 

Dasar Hukum Pembentukan 

Dasar hukum pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor 
I/MPR/2003 yang utama adalah Pasal I Aturan Tambahan (Ian 

Pasal I dan Pasal II Aturan Peralihan Undang—Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan oleh 
MFR. dalam Sidang Tahunan MPR pada bulan Agustus 20.02. 
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1). 

1.2.) 

.3) 

4) 

5) 

Pasal I Aturan Tatnbahan: 

"‘Majelis Permusyavvaratan Rabat ditugasi unt‘uk 
'melakukan peninjauan Ierhadap materi dan stams hukum 
Ketetapan Majelis' Pennusyawaratan Rakyar Sementara 
data Ketetapan Majelis Pemusyawararan Rabid! unmk 

diambii putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan 
Rakyat tahun 2003”. 

P'asal I Aturan Peralihan: 

“Segala peraturan pemndang-undangan yang ada masih 

temp berlaku selama belum diadakan yang barn mam! 
UUD im' ". 

Pasal II Aturan. Peralihan : 

“Semua Lembaga negara yang ada masih‘ {crap bevy-imgsi 
sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang~ 
Undang Dasar dan belum diadakan yang bar-u manurut 
Undang- Undang Dasar im' ”. 

Ketetapan M-ajelis Pennusyaw'aratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata 
Tertib Majclis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia sebagaimana telah diubah terak-hir dengan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor V/MPR/ZOOZ. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repub�¿k 
Indonesia Nomor IIL’MPR/2002 tentang Penetapan 
Pelaksanaan Sidang Tahunan Majclis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2003. 
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3. Tujuan Pemhentukan 

Tujuan pembentukan Ke'te'tapan MPR RI Nemor 
I/MPR/ZOOB tentang Peninjauan Terhad'ap Materi dan Status 
Hukum Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat 
Sementara dan Ketctapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat 

Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 20.02 
adalah meninjau dan menentukan hal—hal yang 
berhubungan dengan materi dan status hukum setiap 
Ketetapan NIPRS dan Ketetapan MPR yang masih ada 

saat ini, serta menetapkan bagaimana keberadaan 

(eksistensi) dari Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR 

tersebut untuk saat in] dan masa yang akan datang. 

Peninjauan tersebut juga dilakukan untuk menghindari 
adanya ketidakpastian hukum yang akan terjadi deng'an 
berlakunya seluruh sistem pemerintahan negara berdasarkan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 setelah selesainya seluruh perubahan yang dilakukan 
oleh MFR. 

Proses Pembentuk‘an 

Mekanisme pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor 
I/MPR/2003 diawali dengan inventarisasi dan peninjauan serta 
analisis terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 secara keseluruhan sebelum 

dan sesudah dilakukan Pembahan. Setelah itu, dilakukan 
analisis dan sinkronisasi terhadap seluruh Ketetapan MPRS 

dan Ketetapan MPR yang masih berlaku, serta undang—undang 
yang diamanatkan oleh berbagai Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR yang masih berlaku. 
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Peninjauan dan analisis terhadap pasaI-pasal dala'm 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 tersebut dilakukan karena dengan Pembahan Undan‘g 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194-5 
terdapat sejumlah peristilahan yang hams disesuaikan atau 
terdapat berbagai perubahan yang. berhublmgan dengan 

kedudukan, fungsi, clan wewenang yang dimiliki oleh setiap 
lembaga negara atau lembaga pemerintahan. 

Proses pembentukan Ketetapan MPR RI Nomor 
UMPRIZOOB dimulai dengan Pambentukan Paniti‘a Ad Hoc I 
dan Panitia Ad Hoc II oleh Badan Pekerja MPR untuk 
menyiapkan Rancangan Ketetapan-Ketetapan MPR, 

Rancangan Keputusan-Keputusan MPR untuk diajukan dan 

dibahas dalam Sidang Tahunan MPR 2003. Dalam Sidang 

Tahunan MPR tahun 2003 ter'sebut ditetapkmalah Ketetapan 

yaitu Ketetapan MPR RI Nomor UMPRJZO'OB, 

Mekanisme Pembentukan 

Peninjauan terhadap seluruh Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR dilakukan dengan pengkajian dan anali's'i-s 
tentang materi atau substansi yang dimmuskan dalam setiap 
Ketétapan MPRS dan Ketetapan MFR yang dibentuk antara 
tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, kemudian 
memisahkannya dalam kelompok-kelompok yang mempunyai 
kesamaan materi. Sementara itu, peninjauan terhadap status 

hukum Kctetapan MPRS clan Ketetapan MPR dilakukan 
dengan melakukan pengkajian dan analisis terhadap substansi 

yang terdapat dalam sctiap Kctetapan MPRS dan Ketetapan 
MPR tersebut, kemudian menentukannya dalam kelompok~ 
kclompOk yang mempunyai kesamaan status hukum untuk 
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mwdapa�Àcan kepastian tentanig berbagai sifat' 'norma yang 
terkandung di dalamnya. 

Ditinjau dari sudut materi atau. substansi norma hukum 
yang terdapat dalam Ketetapan MPRS clan Ketetapan MPR 
dapat. dihedakan sebagai berikut: 

a. da'ri segi alamat yang dituju/diatur (adres‘sat Harm) dapat 
dibedakan antara yang bersifat individual 'dan yang 
bersifat umum. 

b. dari segi ha] yang diam: dapat dibe‘dakan. antara yang 
bersifat konkrit dan abstrak. 

c. dari segi keberlakuannya dapat dihedakan antara yang 

bersifat �¿nal/sekali-selesai (einmalig) dan yang beraifat 
terns menerus (tetap berlaku dengan ketentuan). 

Berdasarkan pcninjauan yang dilakukan, tidak semu'a 
Ketetapan MPRS dan Ketetapan MFR memiliki nonna hukum 
yang sejenis untuk keseluruhan pasalnya dan juga sifat yang 
dimiliki Ketetapan tersebut. Dalam suatu Ketetapan MPRS 
dan Ketetapan MPR tidak jarang pasal-pasalnya merupakan 

campuran dari norma hukum yang bersifat pengaturan 

(rageling) clan nOrma hukum yang bersifat penetapan 

(beschikking). 

Dengan demikian pengelompokan Ketetapan MPRS .dan 
Ketetapan MFR yang dilakukan peninjauan dari segi 
keberlakuannya juga mengandung makna dibatasi di samping 

yang bersifat �¿nal/sekali-selesai (einmalig) dan yang betsifax 

terns menerus (tetap berlaku dengan ketentuan). 

Pengelompokan yang bersifaI dibatasi adalah jika 
substansi dari Ketetapan MPR'S dan Ketetapan MPR tersebut: 

229' 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

- telah berak‘hir mass berlak‘unya dan/atau matcrinya sudah 
diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

. berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil 
pemilihan umum tahun 2004; 

- tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang- 

undang; 
- masih berlaku sampai dengan ditetapkalmya Peraturan 

Tata Tertib yang baru olch Maj'clis Pcrmusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia hasil pernilihan umum tahun 
2004. 

Substansi Ketetapan MPR Nomor MFR/2003 

Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR R] Nomor 
I/MPR/2003, seluruh Ketctapan MPRS dan Ketctapan MPR 
yang berjumlah 139 dikelompokkan ke dalam enam pasal 
sesuai dengan materi dan status hukumnya dan dari segi 
keberlakuannya yang bersifat �¿nal/sekali—selesai (einmalig) 
dan yang bersifat tetap berlaku dengan ketentuan, serta yang 
bersifat dibatasi. 

Pengelomgokkan’ tersebut adala'll sebagai be�¿kut: 

Pasal 1: 

“Ketetapan Majelis. Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 
Ketetapan Majch's Pcrmusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia. yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”. 

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku adalah Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR yang telah berakhir masa berlakunya atau 
karena materinya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1.945.- Jumlahnya. delapan 
Ketetapan, yaitu: 

.1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

f6) 

Ketetapan MPRS RI Nomor X/MPRS/1966 tentang 
Kedudukan Semua Lembaga—Lembaga Negara Tingkat 
Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang Diatur 

dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/l973 tentang 
Kedudukan dan Hubungan Tata-ketja Lembaga 
Tertinggi Negara dengan/atau antar Lembaga-Lemba'ga 
Tinggi Negara. 

Ketetapan MPR RI NomOr VIUMPRII973 tentang 
Keadaan Presiden dan/ata‘u Wakil Presiden Republik 

Indonesia Berhalangan. 

Ketetapan MPR RI Nomor III/MPR/l978 tentang 
Kedudukan dan Hubungan Tata-Kerja Lemb‘aga 
Tertinggi Negara denganfatau Antar Lembag‘a—Lembaga 
Tertinggi Negara._ 

Ketetapan MPR RI mor DIME/1988. team-11g 
Pemilihan Umum. 

Kctetapan MPR R1 Nomor XIII/MFR] 1993 tentang 
Pembatasan Mass. Jabatan Preside-n dan Wakjl Presiden 

Republik Indonesia. 

Ketetapan MPR RI Nomor XIVMPR/l993 tentang 
Pembahan dan Tambahan atas Kctetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
HUBER/198.8 ten'tang Pemilihan Umum. 
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:3) Ketetapan MPR RI Nomor WWII/1998 temmg Hak 
Asasi Manusia. 

KET E TAPAN INI SUDAH BERAKHIR MAS/1 
BERLAKUNYA DAN/A TAU MATERINYA SUDAH 
DIA T UR DI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN I945. OLEH 
KARENA ITU, KEDELAPAN KETETAPAN TERSEBUT 
DI ATAS DINYA TAKAN TELAH DICABUT DAN TIDAK 
BERLAKULAGI. 

Paul 2: 

“Ketet-apan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan 
K'etetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repuk 
Indonesia. yang dinyatakan tetap berlaku denga-n 
ketentuan”. 

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap 
berlaku denga'n ketcntuan adalah Ketetapan MPRS dan 
Ketetapan MPR yang materi dalam pasal-pasalnya belum 
selesai dilaksanakan secara keseluruhan, atau terdapat 

pas‘al-pasal yang sifatnya pen'etapan (bes'chikking) dan 
yang bersifat pcngaturan (regeling) sccara bersam‘a-sama‘. 
Jmnlahnya tiga Ketetapan, yaitu : 

'1) Ketetapan MPRS Nomor XXVIMPRSII966 tentang 

Pembubaran Panai Komunis Indonesia, Pemyataan 

Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara 

Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan 
Larangan Sctiap. Kegiatan untuk Menyebarkan atau 
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Mengembangkan Faham atau Ajaran 
Komunis/Marxismc-Leninisme. 

Ketetapan im' dinyatakan tetap berl'aku dengan 
ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan MPRS 
RI Nomor XXV/MPRS/l966 ini, ke depan 

diberlakukan dengan berkead�Àan dan menghormati 
hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. 

mstansi dan Perkembangan Ketetapan: 

1. Ideologi dalam ajaran Komunisme, Marxisme/ 
Leninisme bertentangan dengan ideologi Neg-31a 
Republik Indonesia sehingga Ketetapan tersebut 

hams dipertahankan. Jika Ketetapan ini dicabut akan 
berakjbat ajaran Komunisme, Marxisme/Leninisme, 

da‘n organisasi semacam PKI akan hidup kemb'ali 
sehingga dapat menyebabkan munc-ulnya kembali 
mauma Sejarah pengkhianatan PKI terhadap Bangs'a 
Indonesia. 

2. Pada hakekatnya Ketetapan ini memiliki Semaugat 
sebagai “aturan dasar bemegara” untuk 
menyelamatkan ideologi negara Pancasila dan 
mencegah kembali teljadinya tragedi politik dalam 
suasana traumatik, seperti yang terjadi di tahun 1965 
533! teljadi G 30 S PKI. Dengan demikian, 

penetapan kembali keberlakuan Ketetapan ini adalah 
untuk menegaskan bahwa ideologi dan gerakan 

Komunisme, menyimpang dari cita—cita demokrasi 
Indonesia, sehingga .gerakau politik untuk 
menegak-kan paham komunisme, seperti pendirian 
Partai Politik clan Organisasi Kemasyarakatan yang 
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2) 

bel'aSaskan/ berpahamkan Komunisme, Malxisme 

dan Lenjnisme harus tetap dilarang. Namun sesuai 
dengan substansi Ketetapan itu sendiri, kajian untuk 
kepentingan ilmiah 'dan akademis masih dapa-t 
dibenarkan. 

3. Berkenaan dengan hak-hak politik eks PKI danfatau 
ke'turlmannya, yang pemah mengalami perlakuan 
diskriminatif pada masa sebelumnya. Hak tersebut 
sudah dikembalikan sesuai dengan semangat 
keadilan, hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, 

sesuai dengan kedudukannya sebagai warga negara. 
Hal tersebut berdasarkan Keputusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor: 011-017/PUU-I/2003 yang 

merupakan hasil Judicial Review atas Undang— 

Undang Nomor l2  Tahun 2003 tentang Pemilu 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 60 humf g. 
Di mana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 
Pasal 6O huruf g dalam undang-undang dimaksud, 
yang berbunyi: “Bukan bekas anggota organisasi 
terlarang Partai Komunis Indenesia, termasuk 
organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat 
langsung ataupun tak langsung dalam G 30 S/PKI 
atau organisasi terlarang lainnya” diba'talkan. 

KETETAPAN MPR INI TETAP BERLAKU 
SEBAGA] PEDOMAN DALAM KEBIJAKAN 
POLITIK NASIONAL. 

Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang 
Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. 
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Ketetapan ini dinyatakan tetap berlaku dengan 
ketentuan Pemerintall berkewajiban mendorong 
keberpihakan politik ekonomi yang lebih 

memberikan kesempatan dukungan dan 

pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan 

koperasi sebagai pilar ekonomi dalam 

membangkitkan terlaksananya pembangunan 

nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai 

dengan hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Substansi dan Perkembangan Ketetgpan: 

l .  Ketetapan ini menjadi acuan dasar yang mendorong 
terwujudnya demokrasi ekonomi agar lcbih 
bertumpu pada penguatan ekonomi, usaha mikro, 
kecil, menengah, clan koperasi sebagai pilar utama 
ekonomi nasional. Pelaksanaannya, bagaimanapun, 
memerlukan kemauan politik yang lebih kuat dar'i 
seluruh penyelenggara negara dalam ran'gka 

pemberdayaan ekonomi rakyat secara meluas, baik 

kuantitatif maupun kualitatif, sehingga menjadi basis 
sistem ekonomi nasional yang kokoh. Untuk itu 
masih diperlukan penyempurnaan dan pcmbentukan 
peraturan perundang-undangan yang menjamin 
komitmen pemerintah dalam memberdayakan 
ekonomi rakyat dan koperasi, termasuk 
keterkaitannya dengan jaringan dan kemitraan usaha 
besar dan BUMN, menuju terintegrasinya pelaku- 

pelaku ekonomi ke dalam sistem ekonomi nasional. 

2. Praktek demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi 

nasional tengah beradaptasi dengan kecenderungan 
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ekonomi global, sebagaimana ditunjukkan antara 
lain dengan terbentuknya: berbagai peraturan 
perundang-undangan, seperti, Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang— 

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentan'g Perbankan, 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang 
Penetapan Peratura-n Pemerintah Pengganti Undang— 
Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 

tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nom’or 13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakeljaan, Undang— 
Undang Nomor 2 Tahun 200.4 tentang Penyelesaian 
Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang 
Namor 21 Tahun 2000 tentang Serikat 

Pekerja/Serikat Buruh, UndangeUndang Nomor 42 
Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang— 
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahter'aan Sosial, 

dan rati �¿kasi berbagai kesepakatan intemasional di 
bidang ekonomi dan perdagangan, scrta berbagai 

peraturan penmdang—undangan lainnya, yang 
mendorong dan memperkuat demokrasi ekonomi. 
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3) 

3. Ketetapan MPR ini 'diharapkan menjadi pedom‘an 
dalam penyelenggaraan ekonomi nasioual oleh para 
p'enyelenggara Negara. 

KETETAPAN MPR INI TETAP BERLAKU 
SEBAGAI PEDOMAN POLITIK EKONOMI 
DALAM RANGKA DEMOKRASI EKONOMI. 

Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/1999 tentain'g 
Penentuan Pendapat di Timur Timur. 

Ketetapan ini tetap berlaku samp‘ai terlaksanauya 
ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan MPR 
RI Nonmr V/MPR/l999. 

Substansi dan Perkembangan Ketetapgn: 

1. Ketetapan i‘ui meuetapkan bahwa Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
mengakui hasil pelaksanaan penentuan 'pendapat 
yang diselenggarakan di Timer Timur tanggal 30 
Agustus 1999 oleh PBB sesuai dengan persetujuan 
antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal 

mengenai masala-h Timer Timur dengan hasil 

'mayoritas warga Timor Timur yang memiliki hak 
pilih menolak tawaran otonomi khusus di dalam 

Nagara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dengan penolakan tersebut berarti adanya 
perubahan sikap se‘bagian besar rakyat Timor Timur 

terhadap Deklarasi Balibo tanggal 30 November 

1975 yang menyatakan bahwa rakyat Timer Timur 
menyatakan. kehe'ndaknya untuk menyatukan 
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Timer Timur Ice dalam Negara- Kcsatuan Republik 

Indonesia. 

Pencabutan Ketetapan Nomor VIIMPRIIQW 
tentang Pengukuhan Penyatuan wilayah Timer 
Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia tidak menghapuskan keabsahan thidakan 
maupun segala bentuk penghargaan yang diberikan 
negara kepada para pejuang dan aparatur pemerintah 
selama kurun waktu bersatunya wilayah Timor 
Timur ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia menurut hukum nasional. Indonesia. 

Sacara umum, pemisahan Timor-Timur (T imo'r 
Lestc) akihat hasil jajak pendapat yang dilakukan 
sudah terlaksana. Namun masih mcnyisak-an 
beberapa persoalan yang sedang dan akan 
diselesaikan pemerintah Indonesia seperti masalah 
kewarganegaraan, pengungsian dan masalah 
penyelesaian aset-aset negara dan hak perdata 

perseorangan. 

Sampai diselesaikannya. beberapa persoalan yang 
ada maka TAP ini masih tetap berlaku, untuk 
menghindari kekosongan hukum dalam penyelesaian 
beberapa masalah akibat terpisahnya Timur Timur 
dari Indonesia. 

KETETAPAN MPR INI TETAP BERLAKU 
SAMAI SELESAINYA MASALAH—MASALAH 
AKIBAT TERPISAHNYA TIMOR TMUR DARI 
INDONESIA. 
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Pasal 3: 

“Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Republik 

Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 
terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 

2004”. 

Ketetapan MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai 
terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umu'm tahun 
2004 adalah Ketetapan MPR yang materinya mempakan 
Garis-ga�¿s BeSar Haluan Negara atau menyangkut Laporan 

Tahunan dari Lembaga—lembaga Tinggi Negara dan 
Rekomendasi dari MPR kepada Lembaga—lembaga Tinggi 

Negara tersebut. Jumlahnya delapan Ketetapan, yaitu: 

'1) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentangGaris— 
garis Besar Haluan Negara tahun 1999-2004. 

2) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/ZOOO tentang 
Rekomendasi Kebijakan dalam Penyclenggaraa'n 
Otonomi Daerah. 

3) Kctetapan MPR RI N'omor VIII/MPR/ZOOO tentang 
Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara 

pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2000, 

4) Ket‘etapan MPR RI Nomor' [[UMPRfZOOI tentang 
Penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati 
SOekamoputri Sebagai Presiden Republik Indonesia. 

5) Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/ZOOI tentang 
Pangangkata'n Wak-il Presiden Republik Indoneéia'. 
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.6) Ketetapan MPR RI Nomor XfMPR/ZOOI tentan‘g 
Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi N'egara 
pada Sidang Tahunan Majelis Pennusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Tahun 2001. 

7) Ketetapan MPR RI Nomor IIJ’MPRI2OO2 tentang 
Rekomendasi Kebijakan untuk Mempercepat' Pemu‘lihan 
Ekon'omi Nasional. 

8) K'etetapan MPR RI Nomor VI/MPRJ'2002 tentan’g 

Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh 

Presiden, Dewan Pertimbangan Agung, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Mahkamah Agung pada Sidang Tahunan Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 

2002. 

DENGAN TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN 
HASIL PENHLU 2004 MAKA KEDELAP-AN 
KETETAPAN TERSEBUT DENGAN SENDIRINYA 
TIDAK BERLAKU. 

Pasal 4; 

“Ketetapan Majelis Permusyawar'atan Rakyat Sementara dan 
Ket'etapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Repuk 
Indonesia yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan 
terbentnknya undang-undang”. 

Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang dinya‘takan tetap 
berlaku sampai dengan terb'entuknya undang-undang adalah 
Ketetapan MPRS 'dan Ketetapan MPR yang materinya 
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bersifat pengatm'an (regéling) sekaligus mandat kepada DPR 
dan Presiden untuk membentuk undang—undang sebagai 
pelaksanaan dari Ket'etapan MPRS dan Ketetapan MPR 
tersebut. Di samping itu, undang-undang yang dimaksud 
belum terbentuk atau sudah terbentuk tetapi belum 
sepenuhnya memenuhj aspirasi yang termuat dalam 
Ketetapan tersebut. Jumlahnya 11 (sebelas) Ketetapan, yaitu: 

1) Ketetapan NIPRS RI Nomor XXIXIMPRS/l966 
tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera. 

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan 
secara {angsung bahwa Ketetapan ini tetap berlaku 

dengan menghargai Pahlawan Ainpera yang telah 
ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang 
tentang pembe�¿an gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda 
kehormatan. 

Substansi dan P'erkembangan Ketetapan: 

l .  Ketetapan ini menetapkan bahwa setiap korban 
perjuangan menegakkan dan‘ melak-sanakan 
Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera) dalam 

melanjutkan pelaksanaan revolusi 1945 mencapaj 
masyarakat adil dan makmur berdaSarkan Pancasila 
adalah Pahlawan Ampera. 

.2. Menugaskan kepada pemerintah untuk .meneliti dan 
melaksanakan perintah Ketetapan ini 

3. Bahwa setiap orang yang menjadi korban 
perjuaugan untuk menegakkan kebenaran dan 
keadilan dalam membela kepentingan warga negara, 

masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia, dinyatakan sebagai pembela Amanat 
Penderitaan Rakyat dan berhak mendapatkan tanda 
j-asa kepahlawanan, tanda j'asa dan gelar kehormatan 
l'ainnya. 

S'aal ini suda'h dibentuk Undang-Undang NomOr-ZO 
Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda 
Kehormatan. 

2.) Ketetapan MPR RI Nomor XIIMPRII998 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Behas Kornpsi, 
Kolusi, dan Nepotisme. 

Ketetapan MFR RI Nonmr L’MPR/ZOOI’) menga-manatkan 
secara Iangsung bahwa Kete‘tapan ini tetap berlaku 
sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan 
tersebut. 

Substansi dun Perkem‘bangan Ketetapan: 

1. Ketetapan ini mengamanatkan agar para 
penyelenggara negara mampu menja'lankan �¿mgsi 
dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh 

tanggung jawab agar refonnasi pembangunan 

berdaya guna dan berhasil guna dan menghindarkan 
tctjadinya praktek-praktek KKN dalam 
penyelenggaraan negara. 

Upaya pemberantasan KKN hams dilaksanakan 
secara tegas terhadap siapapu‘n juga, baik pejabat 

maupun mantan pejabat negara, keluarga dan 
kroninya, swasta dan kongiomerat dengan tetap 
memperhatikan prinsip praduga tak berS'alah dan 
HAM. 
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3. Pmyelen'ggara negara 'pada lembaga—lembag'a 
eksekutif, legislatif, dan yudjkatif baik di pusat 
maupun di daerah belum sungguh-sungguh 
melaksanakan �¿mgsi dan tugasnya dengan baik. 
Karena dalam menjalankan fungsi clan tugasnya 
tersebut penyelenggara negara belum sepenuhnya 

jujur, adil, terbuka dan terpercaya serta mampu 
membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi 'dan 

nepotisme. 

4. Berkenaan dengan pelaksanaan Ketétapan ini, sudah 
dibentuk Undang-und-ang Nomor 28 Tahun 1999 
Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
P'emberantasan Tindak Pidana Kompsi, Undang— 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undaug- 
Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang‘ 

Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, 

Pengelolaan clan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara, dan Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Pembahan Atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Undang-Undang 
Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak 
Pidana Kempsi, dan Undang-Undang Nomor 8 
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Tahun 2010 'tentan'g Penccgahan "clan Pemh'erantasan 
Tindak Pidana Pencucian Bang. 

5. Berkaitan dengan pemberantasan KKN yang hams 
dilakukan secara tegas kepada siapapun (pasal 4), 
tidak sepenuhnya memuaskan meskipun sebagian 

tel-ah dilaksanakan prose-s hukumnya. 

6. Politik hukum pemberantasan Kor'upsi, Kolusi dan 
Nepotisme, baik yang berkenaan dengan materi 
perundang-undangan, lembaga-lembaga dan Aparat 

penegak hukum serta budaya hukum, dira‘sakan 
belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan 

seem. sungguh—sung'guh menegakkan p’eraturan 

penmdang-undangan yang mengacu kepada 

Ketctapan ini. 

3) Ketetapan MPR RI Nomor XVIMPRI1998 tentang 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, 
Pembagian, dan Pcmanfaatan Sumber Daya Nasioual 

yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat 

dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

Ketetapan MPR R1 Nomor I/MPR/ZODS mengamana�Àian 
secara Iangsung bahwa ketetapan ini tetap berlaku 
sampai dengan terbentuknya undang—undang tentang 

pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan oleh 
Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang—Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Subgtansi dan Perkembang‘an Ketetapan: 

1. Ketetapan ini mengamanatkan penyelenggaraan 

otonomi daerah dengan memberikan' kewenangan 
yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah 
secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, 

pembagian dan pemanfaatan surnber daya nasional 

yang berkeadilan serta perimbangan keuangan 
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. 

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakaii 
dengan prinsip-prinsip d'emokrasi 'dan 
memperhatikan keragaman daemh. 

Pe�¿mbangan keuangan pemerintah pusat dam 
pemerintahan daerah dilaksanakan dengan 
memperhatikan: 

a) potensi daerah; 
'b) luas daerah; 

c) jumlah penduduk; 
d) keadaan geogra�¿; 

e) tingkat pendapatan masyarakat di daerah. 

Pemerintah daerah berwenang mengelola sumber 
daya nasional dan memelihata kelestarian 
lingkungan. 

Telah dibentuk peraturan perundang-undangan yang 
mempakan tindak lanjut dari ketetapan ini, yaitu 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
sebagaimana telah diub‘ah terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 1'2 Tahun 2008 tentang 
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 
33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
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Pemerintah Pusat 'dan Pemerintahan Daemh 'dan 
bebcrapa peraturan pelaksanaannya. Meskipun 
demikian, bagi s'ebagian masyarakat undang-undan‘g 
itu dinilai belum maksima], temtama berkenaan 

dengan: 

a) Kewenangan otonomi yang 1113.8 (1311 
bertanggung jawab secara proporsional. 

b) Pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan 
sumbe-r daya nasional antara pusat dan daemh 

yang berkeadilan. 
c) Pcmberian kesempatan yang: luas kepada 

pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dalam 

pengelolaan sumber daya alam. 

d) Perimbangan keuangan pusat dan daerah, 
khususnya perimbangan bagi hasil sumber daya 

alam belum mampu mendorong peningkatan 

kapasitas �¿skal daerah untuk membangun 
daemhnya bahkan sebaliknya menimbulkan 
kecenderungan ketergantungan daemh pada 
pemerintah pusat dalam membangun daerahnya. 

e) Kewenangan pemerintah daerah mengelola 
sumber daya nasional dan bertanggung jawab 
memelihara lingkungan. 

6. Pelaksanaan otonomi daerah tclah menumbuhkan 

adanya daerah otonom yang peraturannya berlaku 

sccam umum dan daerah khusus dam istimewa yang 
peraturaunya berlaku secara khusus seperti, DKI 
Jakarta, DI Yogyakarta, Otonomi Khusus NAD dan 

Oton‘omi Khusus Papua, yang menimbulkan dampak 

beragamnya kewenangan yang dimiliki oleh daerah 
otonom dan dale-rah Otonomi Khusus. 
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4) Ketetapan MPR RI Nomor IllfMPR/Z �À�À�À tentang 
Sumber Hukum dan Tata Urutan P-craturan Perundang- 

undangan. 

Amanat Ketetapan ini ialah perlunya disusun undang- 
un'dang yang berkaitan dengan pengaturan 3 (tiga) 

substansi, sebagai berikut: 

1. Tata urutan peraturan perundang-und'angan; 
2. Lemba'ga Negara yang berwenang menguji undan'g- 

undang terhadap Undang-Undang Dasar; 

3. Lembaga Negara yang berwenang menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang- 

undang tcrhadap undang—undang. 

Substansi dan Perkembangan Ketetanan: 

a.- Tata umtan peraturan perundang-undangan menurut 
Ketetapan ini adalah: 
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Ketetapan MPR R1; 

Undang-Undang; 
4. Peraturan Pemerintah Pang‘ganti Undang-Undan'g 

(Perpu); 
5. Pemturau Pemerin'tah; 

6. Keputusan Presiden; 

7. Peraturan Daerah. 

I”
 

Dalam p'erkembangannya, dengan adanya perubahan 

Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang diantaranya menyangkut kcdudukan, 
tugas, dan fungsi MPR, maka berdasarkan ketentuan 
P215231 7 ayat (1') Undang—Undang Nome: 12 Tahun 2011 
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tentang Pembentukan Peraturan P'enmdang—undangan, 
jenis dan hierarki Peraturan Pemndang—undangan yang 
berlaku adalah sebagai berikut: 

1; Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonEsia 
Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 
Undang—Undang/Pemturan Pemerintah Penggan‘ti 
Undang-Undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dm 
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Pa'da penjelasan PaSal 7 ayat (1) huruf b, yang dimaksud 
dengan “Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat” 

adalah Ketctapan Majelis Pennusyawaratan Rakya’t 
S-cmentara dan Kctetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud 
dalatn Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majeh‘s 
Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 
I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan 
Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan 

Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat. Tahun 1960 sampai denigan 
Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 200.3. 

E"
 

PaSal 8 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
menyatakan bahwa Janis Peraturan Perundang-undangan 
selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat ( I )  

mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Maje‘lis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakila-n Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, 
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Kwangan, 
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5) 

Komisi Yudisial, Bank Indonesia", Men'teri, badan, 

Icmbaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk 
dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas pe�¿ntah 
Undang—Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi, Gubemur, Dewan Pemakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten/Kota, BupatifWalikota, Kepala Desa atau 

yang setingkat. 

Kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap 
Undang-Undang Dasar bukan lagi dilakukan Oleh NIPR 

tetapi oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan 
pasal 24C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang 
diatur kembali di dalam Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang- 
Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembahan Atas 
UU Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi. 
Sedangkan kewena'ngan untuk menguji peraturan 
pcrundang-undangan di bawah undang-undang terhadap 
undang—undang dilalcukan oleh Mahkamah Agung. Hal 
ini sesuai dengan pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI 
Tahun 1945 yang diatur kembali di dalam Undang- 
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembahan Ata's 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung. 

Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2000 tentang 
Pemantapan Persatuan dan Kesaxuan Nasional. 

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan 

perlu diwujudkan persatuan dan kesatuan nasional antara 

lain melalui pemerintahan yang mampu mengelola 
kehidupan secara- baik dan adil, serta mampu m'engatasi 

berbagai permasalahan sesuai dengan arah kebijakan dan 
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kaidah 'pelaksanaan da'l'am K'etctapan MPR RI Homer 
V/MPR/ZOOO. 

Sybstansi dan Perkgmbgngan Ketetap‘an: 

1. Ketetapan ini mengamanatkan pentin'gnya 
pemantap‘an persatuan dan kesatuan nasional, karena 
dalam sejarah pexjalanan negara Indonesia telah 
tetjadi pemberontakan dan pergolakan sebagai 
akibat dari penyalahgunaan kekuasaan yang 

sentralistis, ti'dak terselesaikalmya perbedaan 
pendapat, ketidaksiapan dalam menghonnati 
perbedaan pendapat dan menerima kemajemukan 

diantara pemimpin bangsa dan masyarakat. Hal 
tersebut antara lain melahirkan konflik vertikal 

antara pusat dan daerah, dan kon�Àik horisontal antar 
berbagai unsur masyarakat, pertentangan ideologi 
dan agama, kemiskinan struktural, kesenjangan 
sosial, ketidakadilan, dan lain-lain. 

Dari keadaan tersebut di atas, diperlukan kesadaran 
dan komitmen yang sungguh—sungguh untuk 
memantapkan persatuan d'an kesatuan nasional 
melalui rekonsiliasi nas'ional serta perlu 
diinternalisasikan pemahaman dan penghayalan 
tentang pentingnya persatuan dan kesatuan dengan 
menumbuhkan semangat patriotism’c dan 

nasionalisme. 

Dalam kenyataannya pemahaman dan pcnghayatan 
masyarakat tentang persatuan dan kesatuan masih 
jauh dari harapan karena maSih munculnya herbagai 
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6'.) 

kon�Àik yang meliputi: agama, 'suku, ras, sqsial; 
budaya, politik, dan ekonomi. 

Belum temjudnya penyelenggaraan negara d'ain 
pemerintahan yang mampu mengelola kehidupan 
berbangsa secara baik dan adil, sistem politik yang 

demokratis, sistem dan pelaksanaan hukum yang 
berorientasi kepada keadilan dan kebenaran, dan 
terwujudnya kchidupan demokrasi yang menjamin 
hak dan kewajiban masyarakat. dalam proses 
pengambilan keputusan politik serta- Hak Asasi 
Manusia. 

Telah dibe'ntuk Undang-Undang Nomor 27 Tahun 
2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi 
yang mempakan amanat Ketetapan im', namun oleh 
Mahk‘amah Konstitusi berdasarkan putusan petkara 
Nomor 006/PUU—IV/2006, undangeundang tersabut 
telah dibatalkan. 

Salah satu kaidah pelaksanaan dari Kctetapan ini 
ialah dijadika‘n sebagai p'edoman dalam mcnyusun 
peraturan perundang-undangan yang akan mengatur 
penyelenggaraan negara serta perilaku masyarakt 
dalam berbangsa dan benegara. 

Ketetapan MPR RI Nomor Vl/MPR/ZMO tentang 

Pemisahan T'entara Nasional Indonesia 'dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 

Ketetapan MPR RI Nomor L’MPR/2003 mengamanatkan 
secara Iangsung pembenmkan undang-undang yang 
terkait dengan pemisahan kelembagaan TNT dan Polri. 
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Substansi dan Perkembangan Ketetanan; 

1. Ketetapan ini mengamanatkan pemisahan 
kelembagaan TNI dan POLRI, menentukan peran 
TNI dan POLRI sorta perlu adanya keljasama dan 

saling membantu antara TNI dan POLRI dalam 

melaksanakan tugasnya dibidang portahanan negara 
dan keamanan. 

2. Amanat dari ketetapan ini, yaitu pemisahan 
kelembagaan TNI dan POLRI, telah terwadahi 'di 
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang 
Pertahanan Negara sorta Undang—Undang Nomor 34 
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, 
namun amanat yang berkaitan dengan kerjasama dan 
saling membantu antara TNI dan Polri belum dapat 
dilaksanakan secara maksimal karena belum ad'a 
peraturan perundang-undangannya. 

7) Ketetapan MPR RI Nomor VIIIMPRI2000 tentang 

Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolis-ian 

Negara Republik Indonesia. 

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/ZOOS. mengamana�Àmn 
secara Iangsung bahwa Ketetapan ini tetap berlaku 

sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan 
penyempumaan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) 

dari Ketetapan tersebut yang disesuaikan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun1945. 
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Snbstansi dan Perkembang‘an Ketetanan: 

1. Ketetapan ini mengamanatkan tentang: 

a) 

b). 

.. d) 

Jati diri, peran, susunan dan kcdudukan, tugas 

bantuan, dim keikutsertaan TNI di dalam 

penyelenggaraan negara; 

Peran, susunan dan kedudukan, lembaga 

'kepolisian, tugas bantuan, serta keikutsertaan 
Polri dalam penyelenggaraan negara; 

TNI mempakan alat negara yang herperan 

sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

Tugas dan pcran Polri iala‘h alat 'negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan clan 
ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 
memberikan pengayoman dan pelayanan 
kepada masyarakat. 

2. Memerin‘tahkan pemben‘tukan undang-undang yang 
terkait antara. lain tentaug penyclenggaraan wajib 
militer, peradilan militer serta yang berkaitan 
dengan tugas bantuan antara TNI dan Polri. 

Penataan peran 'I‘NI telah diatur dalam Undang- 
Undang Nomor 3 Tahun 20.02 tentang- Pertaha‘nan 
Negara dan Undan'g—Undang Nomor 34 Tahun 2004 
tentang Tcntara Nasional Indonesia. 
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4. Adapun 'tentang pcnataan 'peran Polri diatur dalam 
Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2002 .tentang 
Kep'olisian Negara Republik Indonesia. 

5. Namun dipanda-ng masih perlu adanya peraturan 
penmdang—undangan yang lebih menata per'an TNI 

dan Polri antara lain yang berkaitan dengan tugas 
keljasama dan bantuan, penyelen-ggaraan waj'ib 
militer serta lembaga kepolisian nasional. 

8) Ketetapan MPR RI Nomor “MR/2001 tentang 
Etika Kehidupan Berbang‘sa. 

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan 
perlu diteg'akkan Etika Kehidupan Berbangsa yang 
meliputi etik-a sosial clan budaya, etika politik dan 
pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan 

hukum yang berkeadilan dan berkesetaraan, etika 
keilmuan, dan etika lingkungan untuk dijadikan acuan 
dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 

bemegara sesuai dengan arah kebijakan dan kaidah 

pelaksanaa‘nnya, sorta mcnjiwai seluruh pembentukan 
undang—undang sesuai dengan Ketctapan MPR RI 
Nomor VI/MPR/ZOOI. 

Substansi clan Perkemb'angan Ketetagan: 

1. Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan 
kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan 
berakhlak mulia serta berkepribadjan Indonesia 
dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pok‘ok etika 
kehidupan berbangsa mengacu pada cita-cita 
persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, 

keunggulan dan kejayaan, serta kelesta�¿an 
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lingkungan yang dijiwai oleh nilai—nilai agama dan 
nilai—nilai luhur budaya bangsa- 

‘ Pokok-pokok etika 'kehidupan betbangsa 

mengedepankan 'kejujuran, amanah, keteladanan, 

'sporti�¿tas, disiplin, etos kerja, kemandirian, 

toleransi, budaya malu, tanggung jawab, menjaga 

kehormatan serta- ma'rtabat diri sebagai warga 

bangsa. 

. Etika kehidupan berbangsa meliputi: etika sosial d‘an 

budaya, etika politik dan pemerintahan, etika 

ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang 

berkeadilan dan "berkesetaraan, etika .ke�Àmuan, .dan 

'etika lingkungan. 

P’ada kenyataannya pemahaman dan penghayafan 

'tCntang etika kehidupan berbangsa dan bemegar-a 

masih jauh dari harapan karena etika kehidupan 

berbangsa dan bemegara masih sekedar nonna- 

norma per i laku yang pelanggarannya belum 

dikenakan sanksi moral maupun sanksi hukum yang 

jelas dan temkur dalam berbagai aspek k'ehidupan 
berbangsa'dan bemegara serta tidak dapat dituangkan 

dalam peraturan perundang-undangan. 

. Ketetapan ini ber�¿mgsi sebagai pedoman dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara 

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, budaya 

dan hukum. 
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9) Ketetapan MPR RI Nomor WWII/2001 1131113113 
Visi Indonesia Masa Depan. 

Ketetapan MPR RI Nomor VII/’MPR/ZO’OI 
mengamanatkan perlu diwujudkan masyarakat Indonesia 
yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, 

sejahtera, maju, mandiri serta baik dan bersih dalam 

penyeienggaraan negara seSuai dengan ara'h kebijakan 
dan kaidah pelaksanaannya. 

Substansi dan Perkembangan Ketetagan: 

1. Visi Indonesia masa depan diperlukan untuk 
memberikan fokns pada‘ arah kehidupan berban'gsa' 
dan bemegara menuju masa depan yang Iebih baik. 

Da'Iam menjaga kesinambung'an arah 
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan 
bernegara diperlukan visi antara yaitu visi Indonesia 
2020 yang merupakan Visi di antara cita-cita luhur 
bangsa sebagaimana termaktub dalaIn Pembukaa-n 
Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
1945 (visi ideal) dan visi ljma tahunan. 

Cita—cita Iuhur bangsa Indonesia telah digariskan 
oleh para pendiri negara sep'erti dicantumkan dalam 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia 1945 dan eita-cita luhur tersebut 
mempakan cita-cita sepanjang masa yang. hams 
diupayakan pencapaiannya. 

Visi Indonesia 2020 tersebut mencakup seluruh 
aspek kehidupan herbangsa dan bemegara de'ngan 
memperhatikan tant-angan yang dihadapi saat ini dan 
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dimasa yang akan datan'g serta memPerhitun'gkan 
pelaksanaannya: sampai tahun 2020. 

Tantangan Indonesia menjelang Tahun 2020 .adalah: 

a‘) Pemantapan pematuan bangsa dan kesatuan 
negara; 

b) Sistem hukum yang adil; 
c) sistem politik yang demokratis; 
d) Sistem ekonomi yang adil dan produktif; 
e) Sistem sosial budaya yang beradab; 
t) Sumber daya manusia yang hermutu; 
g) .Globalisasi. 

Telah disahkannya Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 
7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (lima tahunan) dan Undang- 
Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional 2005 — 2025, adalah sebagai 

upaya untuk melaksana‘kan amanat TAP MFR 
Nomor VII/MPRJZOOI secara bertahap. 

Ketetapan ini tetap sejalan dengan Peratura-n 
perundang-undangan yang telah terbentuk bahk‘an 
menjadi pedoman untuk mewujudkan cita-cita luhur 
budaya bangsa dan sebagai pegangan untuk 

mcmmuskan arah kebijakan bagi penyelenggara 
nagara. 

:10) Ketetapan MPR RI Nomor VIIIINIPR/ZOIJI tentang 

Rekomendasi Arab Kebijakan Pemberantasan dan 
Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Neputisme. 
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Ketetapan MPR RI Nomar VIN/[P1212003 mengamanatkan 
secara Iangsung bahwa. ketetapan ini tetap berlaku 
sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan 
t61’s'ebut. 

'Substansi da‘n Perkembangan Ket'etana'n: 

'1. Ketctapan ini bertujuan untuk mempercepat dan 
lebih menjamin efektivitas pemberantasan Kornpsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sebagaimana 

diamanatkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor 
XI/MPR/ 1998 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, 

serta berbagai peraturan penmdang-undangan 
tcrkait. 

Arah k‘e‘hij'akan pemberantasan KKN adalah: 

( l )  Mempercepat proses hukum terhadap aparatur 
pcmerintah temtama penegak hukum dan 
penyelenggaran negara yang diduga terlibat 
KKN; 

(2)" Melakukan penindakan hukum yang lebih 

sungguh-sungguh terhadap semua kasus KKN; 

(3) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ik'ut 
mengawasi dan melaporkan dugaan KKN yang 
dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara 
negara, dan masyarakat; 

(4) Mencabut, meng-ubah, atau mengganti scmua 
peraturan perundang-undangans‘erta keputusan— 
kgpumsan penyelenggara negara yang 
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(5) 

(6) 

(7). 

berindikasi melindungi atau memungkinkan 
teljadinya KKN; 

Merevisi semua peratm'an perundang-undangan 
yang ada sehingga sinkron dan konsisten satu 
dengan yang la'mnya; 

Membentuk undang-undang serta perahm 
pelaks'anaannya untuk membantu percepatan dam 
efektivitas pelaksanaan pemberantasan KKN 
yang muatannya meliputi: 

.a. Komisi Pemberantasan Tind'ak Pidf‘ana 

Korupsi; 
Perlindungan saksi clan korban; 
Kejahatan Terorganisasi; 
Kebebasan Mendapatkan Informasi; 

Etika Pemerintahan; 

Kejahatan Pencucian Uang; 
Ombudsman. 

"
a

n
 

m
p

g
-

9
9

‘
 

Perlu segera dibentuk Undang-Undang guna 
mencegah tetjadinya tindakan—tindakan kolusi 
dan/atau nepotisme yang dapat mengakjbatkan 
terjadinya tindak pidana korupsi. 

Berkenaan dengan pelaksanaan Ketetapan ini, sudah 

dibentuk Undang~Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pid‘ana 

Korupsi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003' 

tentang Pembahan atas Undang-Undang Nomor 15 
Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
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Kauangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2006 tentang Pembahan Atas Undang- 
Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang 

Kepabeanan, Undang-Unda'ng Nomor 15 Tahun 

2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Undang- 

Undang Nomar 13 Tahun 2006 tentang 

Perljndungan Saksi dan Korban, Undang-Undang 

NOmor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman 

Republik' Indonesia, Undang-Undang Nomor l4 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembahan 

Kaempat Atas Undang—Undang Namor 6 Tahun 

1983 tentang Ketcntuan Umum da'n Tata Cara 

Pcrpajakan menjadi Undang-Undang, Undan'g— 

Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi, Undaug-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang- Pencegahan dan Pemherantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang. 

11) Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang 

Pembaruan Agraria 'dan P'engelolaan Sumber Daya 
Alam. 

Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 mengamanatkan 

secara langsung bahwa ketetapan ini tetap berlaku 

sampai terlaksananya seluruh ketentuan d-al-am Ketetapan 

tersebut. 
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Subgtansi dan Perkembangan Ketetapan: 

1. Ketetapan MPR ini mengamanatkan untuk 

mendorong pembaharuan agraria dan pengelolaan 
sumber daya 31am yang hams dilaksanakan 
berdasarkan prinsip-prinsip keutuhan Negara 
Kes-atuan Republik Indonesia, menghormati Halt 
Asasi Manusia, supremasi hukum, kesejahteraan 
rakyat, demokrasi, kepatuhan huk‘um, partisip‘asi 

rakyat, keadilan termasuk kesetaraan gender; 
pemeliharaan sumber daya agraria/sumber daya 
alam, memelihara keberlanjutan untuk generasi kini 
dan generasi yang akan datang, memperhatikan daya 

tampung dan daya dukung lingkungan, keterpaduan 

dan koordinasi antar sektor dan antar daerah, 

menghormati dan mc�¿ndungi hak masyaraka‘t 
hukum adat, desentralisasi, kcscimbangan hak dan 

kewajiban negara, pemerintah, masyarakat dan 
individu. 

Pemhaharuan agraria mencakup suatu proses yang 

berkesinambungan berkenaan dengan penataan 
kembali penguasan, pemilikan, penggunaan dan 
pemanfaatan sumber daya agraria, dilaksanaka‘n‘ 
dalam rangka tercapainya kepastian dan 
perlindungan hukum Sena keadilan clan 
kem‘akmuran bag-i seluruh rakyat Indonesia. 

Pengelolaan sumber daya alam yang terkandu‘ng 'di 

daratan, lautan dan angkasa .dilakukan sec'a'ra 

optimal, adil, berkelanjutan dan ramah lingkuugan. 
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4. Untuk mcwujudkan amanat Keteta'pan ini, agar 
melakukan pengkajian terhadap berbagai peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria 
dan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka 
sinkronisasi kebijaksan'aan antar sektor demi 
terwujudnya peramran perundan'g-undangan. 

5. Mcnindaklanjuti Ketetapan ini, sebagaimana 
ditugaskan dalam Pasal 6 dan Pasal 7, telah 

terbentuk peraturan perundang-undangan: 

(1). Di bidang Sumber Daya Agraria. 

a. Pemerintah telah menerbitkan Keputusan 
"Presiden Nomor 34 T21t 2003. tentang 
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan. 
Pertimbangalmya adalah perlunya 
mewujudkan konsepsi kebijakan 
pertanahan nasional yang utuh dan terpadu 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Keputusan Presiden ini juga 
menugaskan Badan Pcrtanahan Nasiona-l 
untuk melakukan langkah—langkah 
percepatau untuk: 

- Penyempumaan Undang-Undang 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria (Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960) dan Rancangan Undang— 
Undang tentang Hak Tanah serta 
peraturan perundang—undangan lainnya. 

«.- Membangun S-istem Informasi dan 
Manajemen Pertanahan. 
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Disamping itu, Keputusan Presidcn Nomor 
34 Tahun 2003 juga menyatakan bahw-a 9 
(sembilan) kewenangan p‘emerintah di 
bidan‘g pertanahan dilakukan pemerintah 
oleh Kabupateaota. 

Undang-Undang Nome: 32 Tahun 2004 
sebagaimana telah diubah terakhir deng'an 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2.008 
tentang Pemerintahan Daemh telah 

meletakkan kewenangan Pemerintahan di 
bidang pertanahan di dae'rah. 

B'erbagai permasalahan agraria Yang 
muncul dalam berbagai kou�Àik di tcngah 
masyarakat saat ini pada hakekatnya 
bersumber dari pola pengaturan dan 
pengelolaan sumber daya agraria terutama 
tanah yang meliputi struktur pemilikan, 
penguasaan, pcnggunaan, pemanfaatan 
sekaligus pengendalian. 

”Semakin banyaknya peraturan perundang— 
undangan sektoral yang tumpang tindih 
bahkan bertentangan satu sama lain, 

ditambah lagi dengan inkonsistensi antara 
peraturan perundang—undangan ‘dengan 

pelaksanaannya. 

Terdapat kclema-han koardinasi antar 
instansi, antara pemcrintah pusat dan 
pemerintah daerah, dan koordinasi di 
tingkat daerah yang mengakibatkan 

2'63: 
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'kurangny'a' kepastian hukum bagi rakya‘t 
dan semakin sulitnya menjangkau keadilan 
dalam akses- terhadap pe‘rolehan dan 
pemanfaatan sumber daya agraria, 

(2). Di bidang Su'mber Daya Alam. 

a. Telah terbentuk Undang—Undang Nomor 22 
Tahun 2001 tentang Minyak clan Gas Bumi. 
Beberapa pasal dari Undang-Undang ini 
telah dibatalk‘an 'oleh Mahkamah 
Konstitusi, yaitu : 

«— Pasal 12 ayat (3):. “Mental 
menetapkan Badan Usaha atau Badan 
Usaha Tetap yang diberi wewenang 
melakukan kegiatan usaha Eksplorasi 
.dan Eksploitasi pada Wilayah Kt-a 
sebagaimana dimaksud ayat (2); 

.. Pas-a1 22 ayat (1): “Badan Usaha atau 

Badan Usaha Tetap wajib 
menyerahkan paling banyak 25% (due. 
puluh lima persen) bagiannya dari hasil 
produksi Minyak Bumi dan/atau Gas 
Bumi untuk memenuhi kebutuhan 
dalam negeri; 

~ Pasal 28 ayat (2): “Harga Bahan Bakar 
Minyak dan har-ga- Gas Bumi 
diserahkan pada mekanisme 
persaingan usaha yang sehat dan 
wajar”; dan 
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~ Pasal 23' ayat (-3): “Pelaksana‘an 
kebijaksanaan harga sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) tidak 

mengurangi tanggung- jawab 
sosial Pemerintah terhadap golongan 
masyarakat tertentu”. 

bs. Telah tcrbentuk Undang-Undang Nomor 27 
Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Undang- 
Undang Name: 7 Tahun 2004 tentang 
Pemanfaatan Sumber Daya Air, dan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 
tentang Perikanan serta Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor l Tahun 2004 tentang Izin Bagi 
Perusahaan Tambang Melakukan ciatan 
Pertambangan di Kawasan Hut‘an Lindung. 

6. Bebérapa undang-undang yang .sudah terbenmk 
seb'elum lahimya Ketetapan MPR RI Nomor 

WIPE/2003, antara lain: 

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun' 1960 tentang 

.b. 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang 
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 
Ekosistemnya; 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang 
Penataan Ruang; 

Undang~Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tcnmng 
Kehutanan. 
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7. Di dalam Program Legislasi Nasional telah 
diagendakan pembcntukan sejumlah Rancangan 
Undang-Undang- tentang: 

a. Pembahan atas Undang-Undang Nomar 5 
Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok 
Agraria, 

b. Hak Milik Ata‘s Tanah; 

Pengambilalihan Laban Untuk ce�¿tingan 
Umum; 

Energi; 
Mineral clan Batubara; 

Minyak dan Gas Bumi; 

Tata Ruang; 
Kelistrikan; 

Kelautan; 

Pengelolaan Sumber Daya Ala-m; 

Sumber Daya Genetik; 
Konservasi Sumbcr Daya Alam dan 'Ekosistem. 

m. Penanaman Modal 

.0
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?
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Pasal 5: 

“Kete‘tapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan 
ditetapkannya Peraturan Tata Tertib yang barn oleh 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil 

pemilihan umum tahun 2004”. 

Ketetapan MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan 
ditetapkannya Peratumn Tata TBrtib yang barn oleh Majelis 
Pennusyawaratan Rakyat Repub‘lik Indonesia basil pemiljhan 
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umum tahun 2004' adalah Kctetapan MPR yang mangamr 
mengenai Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat, yaitu 
Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1999 dan Pembahannya. 
Jumlahnya lima Ketetapan, yaitu: 

l .  Kebetapan MPR RI Nomor IUMPRIIQ99: tentan'g- Peraturan 
Tata Tertib. MPR RI. 

2. Ketetapan MPR RI Nemor I/MPRJ'ZOOO tentang Peruhahan 
Pertama Atas Ketetapan MPR RI Nomor Mil/1999 
tentang Peraturan Tata Terti-b MPR R1. 

3. Ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/ZOOO tentang Pembah-an 
Kedua- Atas Ketetapan MPR RI Nomor II/lVIPR/l999 

tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI. 

4. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/ZOOI tent'ang- Pemb'ahan 
Ketiga Atas- Ketetapan MPR RI Nomor IIJMPR/l9'99' 
tentang Peraturan Tata Tertib MPR RI. 

5. Ketetapan MPR RI Nomor V/MPR/2002 tentang Pembahan 
Keempat Atas Ketetapan MPR RI Nomor IUMPR/1999 
tentang Peraturan Tata Tertib MPR R1. 

Pada Sidang Tahun'an MPR Tahun 2003, selain me'mbentuk 
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003, MPR juga membentuk 
Ketetapan MPR RI Nomor IUMPR/2003 tentang Pembahan 
Kelima Atas Ketetapan NIPR RI Nomor IUNIPR/l999 tentang 
Peraturan Tata Tertib MPR RI. Hal ini menyebabkan ketetapan 
MPR RI Nomor II/MPR/2003 tidak masuk ke dalam kategori 

ketetapan yang diatur di dalam Pasal 5 Ketetapan MPR RI 

Nomor I/MPR/2003 walaupun materi ketetapan tersebut adalah 
sama, yaitu mengenai Peraturan Tata Tertib MPR yang 

dibentuk oleh MPR sebelum hasil Pemilu 2004. 
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Kelima Ketetapan tersebut dan ditambah satu kete'tapan 
(Ketetapan MPR RI Nomor IUMPR/ZDIB) yang merupakan 

Peraturan Tata Tertib MPR yang mengatur tata cara Majelis 

dalam rangka melaksanakan tugas sesuai kedudukan, tugas dan 
wewenangnya, sudah tidak berlaku karena telah 
terbentuknya Peraturan. Tata Tertib MPR hasil Pemiln 
2004. 

Pasal 6: 

“Kstetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementam dan 
Ket'ctapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 
yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum 

lebih lanjut, baik karena bersifat �¿nal (einMaligh), telah 

dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan“. 

K-‘etetapan MPRS maupun Ketetapan MPR yang termasuk dalam 
pasal ini adalah Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang 
tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena 
bersifat einmaligh, yaitu yang bersifat �¿nal, bersifat penetapan 
(beschikking), atau karena telah dicabut oleh Ketetapan MPR 
yang lain, atau pun telah dilaksanakan, baik oleh MPR maupun 
oleh Presiden. Jumlahnya 104 Ketetapan, misalnya: 

l .  Ketetapan MPRS R1 New» MRS/1960 tentang 'Garis— 
Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta 

Beren‘cana Tahapan Pertama 1961-1969. Ketetapan ini 

Sudah dicabut dengan Ketetapan MPRS Nomor 
XXXVIHJMPRS/ 1968. 

2. Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/l973 tentang- 
Péngangkatan Presiden Republik Indonesia. Kctetapan ini 
materinya bersifat individual, konit, dan �¿nal sehingg‘a 
tidal; perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut. 
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104 Ketetapan di dalam pasal 6 ini dinyatakan tidak berlaku. 

Berdasarkan pengelompokan terhadap Ketetapan MPRS dan 

Ket'etapan MPR dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002 yang 
berjumlah 139 Ketetapan dengan mengacu kepada Ketetapan MPR 
Nomo'r I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status 
Hukum Ketetapan MPRS dan Ketétapan MPR RI dari tahun 1960 
sampai deng-an tahun 2002 dan dengan adanya perkembangan 
aktual hingga bulan Februari 2006 maka Ketetapan-ketetapan yang 
tetap berlaku beljumlah 13 (tiga belas) Ketetapan, sedangkan 
yang sudall tidak berlaku berjumlah 126 (seratus dua puluh 
enam) Ketetapan. Unruk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di 
bawah ini: 
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Dengan tel-ah dilakukannya pengelompokan terhadap 1'39 

Ketetapan MPRS dam 'Ke‘tetapan MPR kc dalam enam pasal d'an 

ditetapkannya dalam Kctetapan MPR Nomor L/MPR/2003, status 

hukurn dari keseluruhan Ketetapan MPRS dart Kctctapan MPR 

selama kurun waktu tahun 1960: sampai dengan tahun 2002 

menjadi je'las. 

Dari keenam pasal tersebut yang tclah dilakukan tclaahan 

.sebagaimana di atas adalah Pas'al 2 dan Pasal 4. Untuk 

mempermudah, berikut ini digambarkan ikhtisar (dalam bentuk 

tab'el) dari petk‘embangan ak'tual Ketetapan-Ketet'apan tersebut: 
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BAB IV 
PERATURAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR l TAHUN 2014 TENTAN G 
PERATURAN TATA TERTIB MAJELIS. PERMUSYAWARATAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Beberapa pengaturan pelaksanaan wewenang. den tugas MPR 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia Name: 1 Tahun 2014 Tentang Pere‘turan Tata Tertib 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah tentang :- 

.A. Tata Cara Perubahan UndangeUndang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

BAB X 
TATA CARA PELAKSANAAN WEWENAN G DAN 

TUGAS 
Bagian Kesatu 

Tata Cara Pelaksanaan Wewena-ng 

Paragraf 1 

Tata Cara Perubahan Undang—Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Pasal 104 
(1) MPR bemenang mengubah dan menetapkan Unda�¿g-Undang 

Das'ar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
(2) Dalam mengubah Undang—Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), 

Anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun I945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

285 
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(.1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(Q4) 

(:5) 

(6) 

(7) 

Pasal 105 
Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara. Republik 
Indonesia Tahun 1945. diajukan oleh paling s-edikit 1/3 (Sam per 
tiga) dari jumlah Anggota MPR. 
Setiap usul pengubahan diaj ukan secara-tertulis dengan menunjuk- 
kan se'cara jelas pasal yang diusulkan untuk diubah bESerta 
alasannya. 

Pasal 106 
Usul pengubahan Undang-Un‘dang‘ Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada Pimpinan MPR. 
Penyerahan usul sebagaimana djmaksud pada ayat ( l )  dibuatkan 
berita acaranya. 
Usul pengubahan pasal Undang Undang DaSar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diubah, diganti, dan/atau. 

ditarik setelah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam semenjak 
usul disampaikan kepada Pimpinan MPR. 
Anggota MPR pengusul pengubahan 'sehagaimana dimaksud 
pada ayat ( l )  tidak dapat menarik atau membatalkan dukungan- 
nya kembali setelah 3 x 24 (tiga kalj dua puluh empat) jam 
semenjak usul disampaikan kepada Pimpinan MPR. 
Setelah menerima usul pengubahan sebagaimana dimaksud 'pada 
.ayat (1), Pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya 
yang meliputi: 

a.jun11ah pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 
ayat(1); dan 

b. pasal yang diusulkan diubah dan alasan pengubaha‘n 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2). 

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul pengubahan ditcr‘i1‘na. 
Dalam peme�¿ksaan sebagajmana 'dimaksud pad'a ayat (5.), 

286 
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Pimpinan MFR meng'adakan rapat dengan Pimpinan Fraks-i dan 
Pimpinan Kelompok DPD MPR untuk membahas kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105. 

Pasal 107 

Untuk menginfortnasikan dan memutus’kan tindak lanjut terhadap uSul 
pengubahan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap usul tersebut, 
diadakan Rapat Gabungan. 

(1)” 

(2) 

(3:) 

Pasal 108 
Dalam hal usul pengubahan tidak memenuhi kelengkapan 
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2), 
Pimpinan MPR memberitahukan penolakan usul pengubahan 
secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya. 
Dalam hal usul pengubahan dinyatakan oleh Pimpinan MPR 
memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 105 ayat (2), Pimpinan MPR wajib menyelengga- 
rakan Sidang Paripurna MPR dalam kurun waktu paling lama 60 
(enam puluh) hari. 

Anggota MPR menen'ma salinan usul pengubahan yang telah 
memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat 
belas) hari sebelum dilaksanakan Sidang Paripurna MPR. 

Pasal 1.09 

P'engambilan keputusan terhadap usul pengubahan Undang-Un‘dang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan 'sesua‘i 
dengan Pasal 9'0, Pasal 91, Pasal 93 humf a, Pasal 9'7, dan Pasal 99. 

Pasal 110 

Dalam Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimakSuddalam Pasal -1 08. 
ayat (2) dilakuka‘n kegiatan sebagai berikut: 

2'87 



�����������������B�%�.���3�$�1�'�8�$�1���3�(�0�$�6�<�$�5�$�.�$�7�$�1���8�8�'���1�5�,���7�+�1�������B�7��������

(i1) 

(2) 

('1) 

(2) 

(3) 

(4) 

. Pengusul menjelaska‘n uq-an yang diajuk'an beserta alasannya; 

. Fraksi dan Kelompok DPD MPR memberikan pemandangan 
umum terhadap usul pengubahan; dan 

. Membentuk Pam'tia Ad Hoc untuk mengkaji usul pengubahan 
dari pihak pengusul yang waktunya disepakati dalam S'idang; 
Paripurna MPR. 

Pasal 111 
Dal-am Sidang Paripuma MPR berikutnya, Panitia Ad Ho'c 
melapiorkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 
huruf c. 
Fraksi dan Kelompok DPD MPR menyampaikan pemandangan 
umum terhadap basil kajian Panitia Ad Hoc. 

Pasal 112 
Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam P-asal 111 
ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari juml'a‘h 
Anggota MPR. 
'Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dapat memuumkan pengubahan pasal Undang—Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan 
sekurang-kurangnya 50% (lima puluh p'ersen) ditambah 1 (saw) 

dari jumlah anggota. 
Jika usulan tersebut tidak mendapat persetujuan pada Sidang Pari- 
purna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan tersebut 
tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan yang sama. 

Usulan pengubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diajukan dalam 6. 
(enam) bulan sebelum berakhimya masa keanggotaan MPR. 
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B.- Tata Cara Pemberhent‘ian Presiden’ danfatau Wakil Pnesiden 

Dalam Masa Jahatannya 

Paragraf 3 
Tata Gar‘a— Pemh'erhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden‘ 

Dalam Masa Jabatannya 

Pasal 116 
(1) MPR hany‘a d'apat memberhentikan Presiden dam/titan Wakil 

Presiden dalam masajabatannya menurut Undang-Undang‘ Dasar' 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

(2) Pemberhentian Presideu dan/atau Wakil Presiden sebagaimanajdi- 
maksud pada ayat (1) diusulkan oleh DPR. 

Pasal 117 
(1) MPR wajib menyelcnggarakan Sidang Paripurna MPR untuk 

memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dah/ 
atau Wakil Presiden pada masa jahatannya paling lambat 3O (ti-ga 
puluh) hari sejak MPR mencrima usul sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 116 ayat (2). 

(2) Usui DPR scbagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) 
harus‘ dilengkapi keputusan Mahkamah Konstitusi bahWa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melalcukan pelanggaran 
hukum, baik bempa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 
penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela', 

dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak 
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presidcn. 

Pasal 11 8 

(1) Pimpinan MPR mengundang Presiden' dan/atau Wakil Pre'siden 
untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan 

2'89 
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(2) 

(3) 

(1..) 

(2) 

(3) 

pemb‘erhentiannya dalam Sidang Paripuma MPR 'sebag'a'inmna 
dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1). 
Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk 
menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil keputusan 
terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1). 
Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden danlatau. 

Wakil Pres-iden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil 
dalam Sidang Paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 
(tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling 

sedikit 213 (dua per tiga) dari jumlah anggotayang hadir. 

Pasal 119 

D'al'am hal MPR memutuskan memberhe‘ntikan Presiden �Àan/atau‘ 

Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden 
berhenti dari jabatannya. 
Dalam hal MPR memutus'kan tidak memberhentikan Presiden 
dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau 

Wakil Presiden tetap melaksanakan tugas d‘an kewajiban jabatan- 
nya sampai berakhir masa jabatannya. 
Keputusan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
'(2) ditetapkan dengan Ketetapan MPR. 

Pasal 120 

Dalam ha] Presiden dan/atau Wak�À Presiden mengundurkan diri sebelmn 
diambil keputusan MPR sebagaimana dimaksud dalam P31531119 ayat 
(3), Sidang Paripm'na MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.8. 

ayat (1.) tidal; dilanjutkan. 
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BAB V 

PENUTUP' 

MPR telah melakukan penibahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pelaksanaan salah satu tun- 
tutan reformasi. Para perumus perubahan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di MPR melakukan perubahan 
melalui pembahasan yang mendalam, teliti, cermat, dan menyeluruh. 
Selain itu, para perumus perubahan Undang—Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 juga senantiasa mengajak dan 

mengikutsertakan berbagai kalangan masyarakat dan penyelenggara 

negara untuk berpartisipasi aktif memberikan masukan dan tanggapan 
secara kritis dan objektif dalam preses penyusunan rancangan per- 
ubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
tersebut. 

Aspira'si‘ publik yang berkembang mengenai hal-hal seputar 
perubahan Undang-Und-ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 terns menerus dicermati se'cara sungguh-sungguh dan diupayakan 
disemp daiam memmuskan raneangan pembahan Undang—Undang: 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian,_ 
perubahan Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 yang dilakukan oleh MPR memuat aspirasi, kepentingan, serta 

cita-cita bangsa dan ne'gara Indonesia secara optimal. 

Berkaitan dengan hal tersebut, para perumus perubahan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyeleng- 
garakan berbagaj forum dialog publik, baik di tingkat pusat maupun 
daerah, yang dilakukan secara sisternatis guna membahas secara kritis 
dan objektif hal-hal mengenai rancangan perubahan Undang-Undan'g 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Peruhahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang telah dilakukan oleh bangsa dan negara Indonesia 
telah mewujudkan Undang-Un'dang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahnn 1945 yang demokratis dan modern sesuai dengan kebutuhan dan 
tuntutan dinamika bangsa Indonesia. 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang telah dilakukan hanya akan bermakna dan bermanfaat' 
apabila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
itu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen 
oleh seluruh kompdnen bangsa, terutama para penyelenggara negara. 
Untuk itu, menjadi tugas dan tang-gong jawab seluruh komponen 
bangsa, terutama para penyelenggara negara, untuk melaksanakan 
semua isi Undang-Und'ang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun' 
1945 secara konsisten dan konsekuen. 

PelakSanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen akan memberikan harapan 
besar bagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bemegara yang demokratis, modern, dan religius sebagai perwujudan 
pelaksanaan cita-eita Proklamasi 17 Agustus. 1945 yang tertuang dal‘am 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

Pembahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 berdampak pada pembahan kedudukan, tugas dan 
Wewenang MPR. Kedudukan MFR tidak lagi sebagai lembaga yang. 
memegang dan melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat, karena 
kedaulatan rakyat pasca perubahan konstitusi dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.. 
Kedudukan MPR, seperti halnya lembaga-lembaga negara lain, 
tergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh 
Undang—Undang Dasar. Pembahan kedudukan MPR tersebut juga 
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berimplikasi pada hilangnya wewenang MPR untuk membentuk 

Ketetapan MPR yang bersifat mengatur keluar, seperti Garis-garis 
Besar Haluan Negara. 

Sebagai akibat dari perubahan kedudukan, tugas dan wewenang 
MPR, putusan MPR, khususnya putusan yang berbentuk Ketetapan 
MPR ditinjau mated dan status hukumnya guna “menyesuaikan” 
dengan segala perkembangan yang terjadi. Dilaksanakannya langkah- 
langkah penyesuaian materi dan status hukum Ketetapan MPR adalah 
untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum pada Pasal I Atura‘n 
Tambahan. yang hasilnya dituangkan dalam Kctetapan MPR RI Nomor 
I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum 
Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 
2002. 

Penjelasan yang tertuang di dalam buku ini, Selai’n materi tentan'g 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga 
mengenai materi dan status hukum Ketetapan-Ketetapan MPR 
sebagaimana termaktub di dalam Ketetapan MPR RI Namor 
I/MPR12003, khususnya pasal 2 dan pasal 4 serta penjelasan mengenai 
kedudukan, tugas dan wewenang MPR setelah perubahan Undang— 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan 
pengetahuan kepada masyarakat tentang kon'stitusi, pada khususnYa, 
dan tentang dinamika ketatanegaraan, pada umumnya. Semuanya itu 
pada akhirnya dapat menumbuhkan partisipasi dan tanggapan positip 

dari masyarakat luas untuk menjawab tantangan-tantangan kc depan 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. 
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